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1.1 Latar Belakllng 

BABl 

PENDAHULUAN 

Perkembangan tek.nologi infonnasi yang sangat pesat telah membawa kita 

pada suatu keadaan dunia yang barangkali tidak pamah dibayangkan sebelumnya. 

Teknologi informasi saat ~ terotama berkenaan dengan komputer, teiab 

menggiring kita pada suatu model lransaksi tanpa kertas (paperless) dan tidak 

mengcnal batas·batas negara (horder/ess). 

Mileniwn bam mernbawa dampak meningkatnya pardagangan global yang 

tidak terbendung. Pekembangan berbagai bidang seperti dalwn bidang 

telekomunikasi dan kernajuan besar yang dlcapai oleh teknologi informasi 

membentuk: suatu perekonomian regional tersendirl yang diwujudkan menjadi 

bagian dari perekonomian global, serta membawa dunia pada satu konsep baru 

"One World-One Econo"!)! (Nisith, 2001). 

Salah satu model transaksi yang menunjukkan perkembangan cukup pesat 

adalah transaksi perdagangan (balk barang maupun jasa) melalui dWlia maya atau 

yang dikenal secara. luas dengan istilah e-commerce. Era globalisasi memaksa 

pengnsaba untuk dapat aktif ilcut serta dalam segala bantuk kompetisi dan 

pengganaan prasarana modem yang dignnakan oleh kompetitomya. Hal ini 

membawa para pelaku bisnis ke satu dunia tanpa batas dalarn penggunaa.nnya di 

bidang elektronik, seperti bermunculannya transaksi elektronik dengan segala 

turunannya. 

Transaksi elek:tronik itu sendiri berkembang penggunaannya dalam hal 

yang semula tidak pemah diupayakan keberadaannya,. namun hingga kini tercatat 

transaksi elektronik adalah bagian penting dalam bisnis secam global, terutama 

untuk kepentinga B2B (BtL-;iness to Business) maupun B2C (Business to 

Customer) (Anthony, 2006). 

Perpajakan dalam transaksi elektronik sendiri merupakan suatu bahasan 

yang banyak didiskusikan oleb otorita.s pajak di dunia, sebagaimana penelitian 

substantif banyak dilakakan oleh otoritas pajak di Bropa, Amerika Utam, 

Australia, serta negara-negara di Asia, seperti Singapura dan India, demikian pula 

Universitas Jndonesla 
I 
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yang telah dikerjakan oleh Organization for Economic Co-operation and 

Development (OECD) dalam memherikan konsultasi secam luas kepada negara­

negara di dunia, termasuk kepada kemunitas bisnis, untuk mewujndkan adanya 

pendekalan }'1Ulg menyeluruh, terintergrasi dan komprehensif llll!S perpajakan e-

commerce. 

OECD Ielah menyelenggarakai! The Ottawa OECD Ministerial 

Conforence pada tahun 1998, yang menyatukan langkah bersama baik pemerintah 

anggota OECD, maupun non-OECD, beserta kornunitas bisnis di negara masing­

masing, agar bersedia mengadopsi squmlah prinsip yang disepakati dalam The 

Ottawa Taxation Framework. 

Secara umum, Anthony (2006) juga menyeha!kan isu-isu yang timbul 

dalam transaksi elektronik atau e-commerce ada~ yang pertama. isu mengenai 

penerapan defmisi Bentuk Usaha Tetap (BUT) dalam e-commerce. Salah satu 

komite dalam OECD, Committee on Fiscal Affairs (CF A), menetapkan dua 

usulan, yang bertujuan untuk mengubah The OECD Model Tax Convention (the 

Model Convention). Perubahan ini menjelaskan dalam kondisi bagaimanakah 

peralatan komputer di tempat rertentu dapet dianggap sebagai penvujudan BUT. 

Isu kedua berkaitan dengue isu pertama di alas. Usulan dalam diskusi yang 

dilakukan oleh The Busine.s Profits Technical Advisory Group (I'AG), yaitu dalam 

hal atrributwn of profit;; kepada BUT }'1Ulg dianggap ada karena terdapatnya 

server di tempat tertentu. Isu ketiga berhubungan dengan laporan dari Treaty 

Characterisation TAG, yang telah merekomendasika.n lwakterisasi atas variasi 

tipe~tipe pembayaran e...commerce dalam Model Convention dan mengklarifikasi 

Model Comrention tersebut. Dan isu keernpat adalah akibat dari e-commerce 

ketika mengnplikasikan place of effective management dalam tie breaker mle. 

Hal lain yang merupakan implikasi adanya fenomena globalisasi adalah, 

seeara tidak langsung mendorong merebaknya konglomerasi dan 

divisionalisasildepartementasi perusahaan. Dalam perusahaan multinasional dan 

k:onglomemsi serta divisionalisasi terjadi berbagai t:rnnsaksi antaranggota (divisi) 

yang melipUti peajualan bamng dan jasa, lisensi hak dan harta tak berwujud 

lainnya, panyediaan pinjaman, dan sebagainya. Trnnsaksi-tnmsaksi yang tetiadi 

dalam lingkungae perusahaan seperti ini nantinya akan menyulitkan dalam 
Unlversita& lndonesla 
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penentuan harga trtm.'ifor. Penentuan harga atas berbagai transaksi antar anggota 

atau divisi tersebut la:zim disebut dengan transfer pricing (Yeni Mangonting, 

2000) 

Transfer pricing dibutuhkan dalam orga.nisasi yang di dalamnya terdapat 

internal transfer dari produk-produk yang dihasilkan atau diperdagangkan. 

Mekanisme harga antardivisi adalah merefleksikan ukura.si dari harga pokuk dan 

pendapatannya dalarn ksgiatan usaha. Transfer pnCing merupukan jumlah yang 

dihebankan ketika satu divisi dalam organisasi rnenjual harang amu jasa kepada 

divisi lainnya. 

Hilton, Maher dan Selto (2006) rnenyatakan, harga transfer yang ditagih 

ketike sebuah divisi dalam organisssi menjual harang atau jasa kepada divisi 

Jainnya tidak akan berpengaruh teahadap total keuntungan organisasi atau 

perusahaan secara keseluruben. Hal itu disebehkan pada saat ukhir tahun dan 

dilukukan konsolidasi laporan keuangan induk dan anak perusahaan, maka 

t:ransaksi internal antardivisi perosahaan akan dieleminasi sehingga laporan 

keuangan konsolidasi yang dihasiikan ukan mencerminkan transaksi bersih 

perusahaan dangan pihuk ketiga. 

Walaupun demikillll, merekajuga mengungkapkan behwa transfer pricing 

ake.n mempengaruhi pengukuran kineija masing~masing divisi k.a.rena antardivisi 

ukan melukukan penghitungan keuntungan tiap transaksi yang dilakukannya. 

Harga trant{/i!r yang tinggi ukan menghasiikan keuntungan yang tinggi bagi divisi 

yang melak:ukan penjualan tetapi akan menyebahkan teljadinya keuntungan yang 

kocil yang dider!tn oleh divisi yang melukukan pemhelian. Seha!ilmya harga 

tran:sfor yang rendah akan menirnbulkan efek ber!awanan. Konsekuensinya. 

kebijakan transfer pricing dapat membe.rikan insentif terhadap manajer suatu 

divisi independent yang dapat menentulorn apekah akan dilakukan transfer pricing 

atau tidak (produk dijua! ke pihak ketiga). 

Dalam transaksi internasional. transfer prici'ng akan berpengaruh terhadap 

kewajiban perpajukan, royalty, dan pembayanm lain karena terdapat perbedaan 

hukum yang besar di negara yang berheda. Karena perbedaan tatif pajak yang 

Sllngat berbeda di masing·masing negara. maka perusahaan akan menelapkan 

harga yang tinggi untuk mengbasilkan revenue dan profit yang tinggi di negam-
Unlversitas rnaonula 
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negara yang tar if pajaknya rendah dan akan meningkatkan harga pokok di negara· 

negara yang tarif pajaknya tinggi. Transfer pricing yang dilaknkan dengan 

motivasi pajak akan menyebabkan teljadinya pergeseran baban pajak dari suatu 

negata dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pejak rendah. Pergeseran 

ini diyakini dapat menghiiangkan potensi penerimaan pajak. suatu negara 

(Hulagaol, Septriadi dan Darussalam, 2002). 

Transaksi transfer pricing ini akan semakin kompleks ketika dibadapkan 

daiam situasi t:ransaksi yang dilak:ukan dengan cara elektronik atau e-cammerce, 

mengingat transaksi yang dilakokan dengan cam elaktronik ini menghilangkan 

batasan divisional, batasan tempet pertukaran dan tempe! tetjadinya transaksi, 

seroa menghilangkan kewnjiban kehadkan manusia bag! pihak·pihak yang akan 

me!akukan t:ran.saksi transfer pricing yang akan mempersulit penelusuran bukti~ 

bukti transfor pricing. Kesulitan dalam melakokan penelusumn transaksi transfer 

pricing ini adalah tantangan bagi otoritas perpajak.an apabila kemudian ditemukan 

transak.si .. transaksi transfer pricing yang memiliki motivasi perpajakan. Di mana, 

otoritas perpajakan memiHki kewajiban dan tugas me~indungi penerimaan Negara 

dengan memastikan babwa semua aspek pel]llljakan Ielah dipenuhi oleb Wajib 

Pajak tanpa adanya pelanggaran alas Perundang·undangan yang berlaku. 

Penanganan tr<.I~Ufor pricing pada transaksi e-commerce adalah 

pengalaman yang sangat terbatas bag! pibak otoritas pejak. Otoritas pajak 

menemui kesuHtan m¢ngambil keputusan atas ttansaksi·transaksi tetsebut tanpa 

disertai dengan adonya pemeriksaan dan kererangan fllktual dari pam pelaku 

transfer pricing maupun elemen--eJemen lain transfer pricing. OECD mencatat 

bahwa kesulitan akan ditemui oleb ororitas pajak untuk melaknkan parneriksaan 

seca.ra dedi atas kenyataan di lapangan pada saat awat pembentukan dan 

pengembangan bisnis dengan berbasis pada e-commerce. 

Kesimpulan awal yang diambil oleh OECD Committee en Fiscal Affair 

adalah bahwa petunjuk yang ada da1am tran.yfor pricing guidelines telah mampu 

diaplikasikan dalam situasi faktual khusus debun suatu perusahaan multinasiona! 

pada situasi-situasi khusus, sebagalmana disebutkan di atas yaitu pada saat awal 

pembentukan atau pengembangan bisnis dengan berbasis electroniC commerce. 

Akibatnya adalnh, babwa metode transaksi tradisional masih !ebih disaksd scbagai 
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cara utama dalam menentukan harga wajar. Namun demikian. otoritas pajak juga 

menyadari bahwa metode tradisional tersebut tidak dapat diaplikasikan secarn 

handal karena ketidaktersediaan data pada transaksi-transaksi yang tidak dapat 

dikontrol sebagaimana transaksi t:mdisional~ atau data yang dibutuhkan diketahui 

tidak benar, atau dikarenakan sifat dati situasi bisnis yang dijalankan oeh 

perusahaan multinasional tersebut, sehingga metode transactional profit dapat 

digunakan (Schwarz, 1999). 

Wajib Pajak, balk besar atau kecil, yang bergernk dalam bisnis yang 

bersifat intemasional memerlukan pe.mecahm atas kasus .. kasus yang demikian 

dahan level praktis untuk meneiapkan strategi epa yang harus dilakukan ketika 

teljadi transaksi inrra-gmp guna memenuhl syamt-syarnt dokumentasi yang harus 

dipenuhi sesuai dengan peraturan yang ditell!pkan oleh otorltas pajak setempat. 

S!n!tegi ini dihampkan mampu memhawa perubahan, me.skipun kecil namun 

berkelanjutan, yang secara cepat memperluas bisnis e..-commerce yang bertumpu 

pada inovasi teknologi bingga mampu menjangkau pasar dengan haik. 

Demildanjuga halnya dengan pengaturan e-commerce maupun pengaturan 

transfor pricing di Indonesia. Wajib Pajak di Indonesia, memiliki kepentingan 

atas hagaimana pengaturan yang balk dan efisien dati ol<>ritas perpajakan 

Indonesia, untuk kelangsungan usahanya serta Uirtuk menentukan strategi yang 

tepat untuk bisnisnya di samping merupeknn kepastian hukum bagi Wajib Pajak 

yang berguna dalam menghindorl risikn bisnis yang berasal dorl bidang pajak. 

Dalam kaitannya dengan pengaturan transfer pricing secara internasional, 

penelittian ini menggunakan tiga negara ~i. guna meJakukan uji komparasi. 

Ketiga negara tersebut adalah Indonesia, Kanada dan Jerman. 

a. Indonesia 

Indonesia dengan jumlah pendudnk yang besar, merupakan pasar yang 

pol<lnsial untuk dwria usaha. Pasor yang besar ini akan dinnanfilatkan oleb 

pcrusahaan guna mendapatkan keuntungan, terlebih perusahaan multinasionaL 

Namun, Indonesia dengan tarif pajak yang tinggi merupakan negara yang 

rawan akan tindak penghindaran pajak. Dengan studi transfer pricing dalam e­

commerce di Indonesia, dibampkan secara spesifik dapat diketahui langkah-
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langkab apa yang dapat ditempub otoritas pajak untuk menjawab 

parmasalaban tersebul 

h. Kanada 

Kanada merupakan negara yang rergolong negara maju dan memiliki 

perangkat peratur.m transfer pricing yang selalu disesuaikan. Kanada juga 

menyatnkan bahwa negaro tersebut telah mengadopsi peraturan transfer 

pricir~g yang bemsal dari Organization for Economic Cow0peration and 

Development (selanjutnya disebut OECD), dan merupakan negara pendiri 

sekaligus anggota penub OECD. Kanada juga merupakan penyelenggara The 

Ottawa OECD Minsterial Corrfore11CC, "A Borderless Worid-ReaJising the 

Potential of Electronic Commerce:" di tahW1 1998, Untuk itu, penting bagi 

penulisan ini untuk dapat mengotabui praktik transfer pricing pada e­

commerce di negara yang menjadi anggota OECD. 

c. Jerman 

Jerman merupakan contoh negara maju dan juga merupakan anggota OECD 

serta menriliki industri teknologi informasi yang maju. Perlu kita lihat 

bagaimana perkembangM transaksi e.-commerce di Jerman, serta peraturan 

dan ketentuan yang berlaku unluk mengetahui sejauh mana Jerman: 

rnemberlakukan peraturan dan ketentuan tersebut; serta ditambub juga dengan 

identiflkasi keberadaan l!ansaksi transfor pricing yang berkaitan dengan 

transaksi e-commerce. 

1.2 Perumusan Masalah 

Pokok-pokok masalah yang akan dibubas adelah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penggunaan metode~metode penentuan harga wajar pada 

transfor pricing dalam e-commerce? 

2. Bagaimana pengaturan tranifer pricing terkait dengan e--commerce secara 

intemasional, yaitu pada tiga negara studi: Indonesia. Kanada dan Jcnnan? 

3. Bagoimana dampak derl pengaturan transfor pricing dalam e-commerce 

terhadap transaksi e.-commerce di Indonesia? 
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1.3 Pembatasan Mosalab 

Datam penulisan ini, akan dipaparlam bagaimana aplikasi metode-mell)de 

transfer pricing yang dilakukan dalam transaksi·transaksi e!ektronik atau e­

commerce. yang kemudian akan dilakukan pula amilisis mengenai dampak: yang 

mungldn ditimbulkan oieh adanya pengaturar!. transfer pricing daJam e-commerce 

terhadap arah perkembangan transaksi e-commen:e di Indonesia 

Untuk ii!J, penulisan ini dibatasi pada aplikasi .. plikasi transfer pricing dalam 

transaksi e--commerce~ scrta pengaturan transfor pricing yang bersifat kunvensi 

intemasional dengao mcnggunakan studi komparasi tiga negara yaitu lndonesill, 

Kanada dan Jerman, untuk kemudian diketabui dampak-<lampak yang mungkin 

ditimbol dangan adanya pengatumn transfer pricing lersebut terhadap transaksi •· 

commerce, klrususnya dalam peraturan di Indonesia.. 

1.4 Tujuan Peoulisau 

Penulisan karya akhir ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut: 

I. Untuk mengetabui bagaimana metode-metoda peoentuan harga wajar pada 

lrtmsfer pricing dapat diaplikasikan dalam tr.msaksi·transaksi e· 

commerce. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengatunm transfer pricing terkait dengaa 

e-commerce menggunakan studi kornparatif memperbandingkan tiga 

negara. 

3. Untuk mengetahui dampak yang dapat teJjadi dalam e-commerce ketika 

transfor pricing diatu.r penggunaannya di Indonesia. 

1.5 Manfaat Penulisan 

Karya akhir ini diliarapkan dapat menyumbangkan manlllat·manfaat sebagai 

berikut: 

!. Manfaat Akademis 

Penelitian atas dampak pengaturan transfer pricing dalam e-commerce 

ini dimaksudkan untuk menarnbah wawa.san dan memperluas pandangan para 

akademisi yang tertarik untuk mendalami bidang peqmjakan ataupun yang 

telah berkecimpung dalam bidang perpajakan. Selain iru, penelitian ini juga 
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diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para akademisi untuk 

melakukan studi lebih lanjut bed<enaan dengan torus berkembangnya praktik­

praktik trarufor pricing dalam dunia digital dengan berbagai macam cara dan 

bentuk. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak 

Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan masukan bagi Direktorat 

Jenderal Pajak dalam mengevaluasi kebijakan perpajakan yang berlaku 

sekllnang serta memberikan rererensi pengatui1lnlpenerapan perlakuan 

perpajakan atas transfer pricing maupun e-commerce di Indonesia, 

beserta cara-cara menghadapi masalah praktik trarufer pricing yang 

dilakaklln oleh Wajib Pajak. 

b. Bagi Wajib Pajak 

Hasil penelitian ini dapot dipakai sebagni baban masukan dan evaluasi 

bagi Wajib Pajak untuk melakukan pereneanaan pajak yang efuktif tanpa 

merugikan negara dan terhindar dari kesalahan dan sanksi perpajakan. 

c. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagni tambahan ilmu yang berguna 

bagi penulis dalam pengembangan diri penulis selanjutnya. 

1.6 Slstematika Pembabasan 

Sistematika penulisan kmya akhir adalah sebagai berikut : 

BAB 1 PENDAHULUAN 

BAB 2 

Bab ini memuat latar belakang masalah yang diarnbil, alasan 

pemiliban negara pembanding, rumusan masalah, pembatasan 

masa.Iah, tujuan penelitian. manfaat penelitian. serta sistematika 

penuJisannya. 

LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori-teori umum yang berkaltan dengan topik 

penelitian yang diambil dari telaah literatur, referensi, j~ 

arrike~ peraturan dan lain-lain yang terkait dengan penelltian. 
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BAB 4 

BAB 5 
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Al'LIKASI TRANSFER PRICING DALAM E-COMMERCE 

Bab ini bcrisi mengenai aplikasi metode-metode penentuan harga 

wajar pada transfer pricing yang beragam untuk setiap skema 

transaksi e~commerce~ serta melakukan pengumpuJan data pustaka 

untuk perbandingan dengan negara-negara yang telah disebu!kan di 

atas, dan menguraikannya sebingga didapat pengetahuan pong 

memadai dari masing-masing negara untuk dapat dilakukan 

analisis pada bab berikutnya. 

PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan pembahasan atas basil pengumpulan data 

pustaka, berapa artikel dan regulasi tran.ifer pricing dan •­

commerce, metode-metodo transfer pricing yang digunakan dalam 

e-commerce, serta melakukan anatisis bagaimana dampak yang 

ditimbulkan dari apa yang telah diatur dalam regulasi transfer 

pricing tersebut secara intemasional, dengan meiakukan 

perbnndingan antara negara-negara yang telah diajukan sebagai 

negara pembanding, dan dengan membandingkromya terhadap 

keadaan dan penerapannya di Indonesia. . 

PENUTUP 

Bub ini terdiri dari k:eslmpulan dari basil penelitian dan 

rekomendasi atau saran yang dibarapkan berguna bagi pibak-pihak 

yang terkait. 
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2.1 Tra~er Pricing 

BAB2 

LANDASAN TEORI 

2.1.1 Pengertian Transfer Pricing 

Perkembangan dunia usaha yang bergerak sangat eepat memaksa setiap 

pelaku usaha untuk mengatur stmregi unggalannya agar dapat bertahan dan 

mencapai semua target yang ditetapkan. Ancaman akan tersingkir dari arena 

bisnis membuat pelaku usah.a harus selalu waspada dan tanggap akan setiap 

perubahan sekecil mungkin untuk melakukan respon secepat mu.ngkin. Hal ini 

berlaku bagi setiap perubahan dalam skala internasional. Globalisasi secara 

mengejutkan melakuklm perubahan dalam hitungan detik, yang berarti perusahaan 

harus dapat melakukan respon terencana sebagai strategi utama perusahaan. 

Akibetnya, tidak sedikit tmnsaksi yang berkembang dan berubah menjadi model 

tmnsaksi yang lebib komplek; sesuai tuntutan jaman. Salah satu basil 

perkembangan tersebut adalab metode transfer pricing dalam trnnsaksi~transaksi 

e commerce. 

Transfer pricing, dalam IBFD International Ta< Glossary tahun 2005, 

diartikan sebegai bagian dari area hokum pajak dan ekonoml yang berkenaan 

dengan jaminan bahwa harga yang dipakai antarperusahaan asosiasi untuk 

melakakan transfer berang. jasa, dan barta tak berwujud mencerminklm berga 

wajar (arm's length principle). Prinsip transfer pricing dapat juga diterapkan atas 

tmnsaksi antarbagian yang berbeda dalam suatu perusahaan, misalnya antara 

kantor pusat dan Bentuk Usaha Te!ap (permanent establishment) alau antara 

Bentuk Usaha Te!ap dengan Bentak Usaha Tetap lalnnya dalarn perusabaan yang 

sarna. 

Sedangklm sebagai istilah manajemen biaya, Hilton, Maher dan Selto 

(2006) menegasklm bahwa tran:ifer yang dilakakan oleb antardivisi dalarn satu 

perusahaan atas suatu produk akan menghasilkan mekanisme harga antardivisi 

yang merefleksikan biaya dan penghasilan atas suatu bisnis. Mekanisme tersebut 

dikenal dengan nama transfer pricing yang artinya adalah juntlah yang 
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diperbitungkan ketika suatu divisi dari organisas:i menjual barang atau 

memberikanjasa kepada divisi lainnya. 

Secara intemasionaJ, trarufer pricing merupakan harga yang dipakai oleb 

pembayar pajak ketika menjua!, membeli, atau rnembagi sumber daya dengan 

afiliasinya. Transfer pricing biasanya berbeda dengan harga pasar, yang 

merupakan harga yang terbentuk di pasar atas transfer banmg atau jasa antllra 

pibak-pibak yang tidal< mempunyai hubungan istimewa. Yang menonjol adalah 

bahwa Arnold dan Mcintyre (2002) menambubkan WJSur pembeda antara harga 

dalam mekanisme transfer pricing dengan harga pasar yang biasa ada dengan 

syarat tanpa adanya hubungan istimewa. 

Harga trmvifer sendiri diartikan sebagai harga yang ditetapkan oleh Wajib 

Pajak ketika menjua~ membeli atau berbegi surnber daya dengan pibak-pibak 

terkait (Arnold & Mcintyre, 2002). 

Sedangkan Racmanto Sundanat (2001) menyatakan transfer pricing 

adalah penentuan harga antarperusahaan dalam 1 (satu) group yang sarna. 

Penentuan harga in! dapat teljadi dalam rangka transaksi penjualanlpembelinn 

barang dagangan, pemberian jesa, penggunaan hak paren. pemberian pinjaman, 

dan sebagainya. Karena transaksi tersebut tetjadi antara pihak-pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa. maka harga yang terjadi tentu tidak bersifat 

ann's length. Pada akhimya, tetjadllah pergeseran dasar pengenaan pejak dari 

suatu negara ke negara Iainnya. Itulah sebahnya masalah transfer pricing meojadi 

masalah internasionai karena banyak negara mempunyai kepentingan, terutama 

nega.ra berkembang yang dalam transaksi tersebut sering menjadi negara sumber 

penghasilen. Tran'lfer pricing dapat mengakibatkan distorsi penerimaan negara 

dari pajak. 

Banyak hal yang perlu kita 11n1i untuk dopa! menjelaskan begeimana 

transfer pricing berla.lru, menyengkat peratw:an mana yang diberlekukan atas 

aplikasi transfer pricing. Terlebih mengingat bagaimana dampak yang 

ditimbuikan beik bagi negara, dalam hal in! otoritas pajnk. maupun bagi Wajib 

Pajak. 
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2.1.2 Hubungan lstimewa 

2.1.2.1 Hubungan Istimewa menurut Standar Akuntansi Keuangan 

Standar Akuntansi Keuangan memberikan pemyataannya dalam hal 

hubungan istimewa dengan mengeluarkan Pemyataan Standar Akuntansi 

Keuangan no 7 (selanjutnya disebut PSAK no 7) mengenai pengungkapan Pihak­

pihak: yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Dalam PSAK no 7 disebutkan j) 

Pihak-pihak yang mempunyai hubunga istimcwa adalah pihak-pihak yang 

dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan 

wttuk mengendalikan pihak lain ata.u mempunyai pengarub signifikan atas pihak 

lain da!am mengambil keputusan keuangan dan operasional". 

Hubungan istimewa dengan suatu pihak dapat mempunyai dampak atas 

posisi kClllll1gan dan hasil usaha pernsahaan pelapor. Pihak-pihak yang 

rnempunyai hubungan istimewa dapat melakukan transaksi yang tidak akan 

dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Transaksi 

antare pihak-pihak yang mempunylli hubungan istimewa juga dapat dllakukan 

dengan harga yang berbeda dengan tmnsaksi serupa yang dilakukan antare pihak­

pihak: yang tidak mempunyai hubungan istimewa. 

Posisi keuangan dan basil usaha dari suatu perusahaan dapat terpengaruh 

oleh hubungan istimewa dengan suatu piliak walaupun tidak. terje.di sesuatu 

transaksi dengan pihak !ersebut. Suatu huhungan istimewa dapat mempengaruhi 

transaksi perusahaan dengan pihak lain. Sebaglli contoh, suatu anak perusaltaan 

dapat mengakhiri bubungan dengan suatu mitra dagangnya karena induk 

parusahaan telah mengakuisisi suatu perusahaan lain yang berusaha dalarn bidang 

perdagangan yang sama dengan mitra dagang terdahulu. Di samping itu, suatu 

tindakan depat tertunda karena pangaruh yang signifikan dari pihak lain. Sahaglli 

eontoh, suatu anak parusahaan dapat diinstruksikan olah indoknya untuk tidak ikut 

ser1a dalam riset dau pengembangau. 

Pengakuan akuntansi suatu penglliihan sumber daya secara nonnal 

didasarkan pada suatu harga yang disepakati pihak yang bersangkutan. Harga 

yang berlaku antllra pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa adeah 

harga pertukaran antllra pihak yang independen (arm's length price). Pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa mungkin mempunyai suatu tingkat keluwesan 
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rullarn proses penentuan harga, yang tidak terdapat dlllarn transaksi antara pihak 

yang tidak mempunyai hubungan istimewa . 

Berbagai macam metode diguna.kan untuk menentukan harga dalam suatu 

tmnsaksi a.ntara pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Suatu cara untuk 

menentukan harga dlllam suatu transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa adlllah dengan merode harga penar bebas yang dapat diperbandingl:an. 

Bila banmg ataujasa dipasok dalam suatu transaksi antara pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa, dan keadaan yang bersangkutm itu adlllah serupa dengan 

keadaan dlllarn transaksi per<lagangan normal, metode ini sering digunakan 

Metode inijuga sering digunakan untuk menentukan biaya pembelanjaan. 

Bila b3l1Ulg dialihknn antara pihak yang mempenyai hubungan istimewa 

sebelum dijual kepada pihak yang independen, metode berga penjualan kembeli 

(resale pnce) sering digunakan. Metode ini mengarangi harga penjualan kembali 

dengan suatu margin yang wajar. Metode ini juga digunakan untuk 

pengalihanltramfor sumber daya lain, seperti hak danjasa. 

Pendekalan lain adalah metode biaya-plus (cost-pillS method), yang 

menambahkan suaru kenaikan (mark-up) tertentu pada biaya pemasok. Kesulitan~ 

kesulitan mungk.in dialamj baik dalam menentukan unsur b.iaya yang dapat 

diatribusikan maupun kenaikan (mark-up) tersebut. Di an tara ukumn-ukuran yang 

dapat membantu menentukan barga transfor adalah basil (return) yang dapat 

dibandingken dalarn industrl sejenis alliS volume penjualan atau modal yang 

dignnakan. 

Adakalanya barga transaksi an!Jlra pibak yang mempunyai bubengan 

istimewa tidak ditentukan menurut salab satu dati metode yang diuraikan dalam 

patagraf 12 sampai dengan patagmf !4 di atas. Kadang-kadang bahkan sama 

sekaii tidak ada l!arga yang diperbitungken, misalnya pemberian jasa manajemen 

tmpa memperhitungken imbalan dan p<mberian pinjarnan tanpa bunga. 

Kadangkala, transaksi tidak tl!Ijadi jika tldak terdapat hubungan istimewa. 

Misalnya, suatu perusahaan yang biasanya menjual· sebagian besar produksinya 

dengun harga pnkok kepada induk perosahaannya akan menga!ami kesnlitan 

mendapatkan pelanggan lain apabila suatu saat induk perusahaannya tidak 

membeli produk tersebut. 
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Agar pembaca Japoran keuangan dapat mendapatkan garnbarnn tentang 

pengaruh hubungan istimewa, perusahaan pelapor wajib mengungkapkan adanya 

bubungan istimewa hila terdapat pengendalian (control), sehubungan dengan 

transaksi antara pihak: yang mempunyai hubungan is:tJmewa. Transaksi yang 

memerlukan pengungkapatt antara lain: 

a. pembelian atau penjualan barang) 

b. pembelian atau penjualan properti dan aktiva lain, 

c. pembecian atau penerlmaanjasa. 

d. pengalihan riset dan pengembangan, 

e. pendanaan (termasuk pemberian pinjaman dan penyetoran modal baik secam 

tunai maupun da.lam bentuk natura), 

f. garansi dan penjam.inan (collateral), dan 

g. kontrak manajemcn. 

Jika terdapat transaksi arllarn piliak yang mempunyai bubungan istimewa, 

perlu diungkapkan hakekat transaksi dan unsur~unsur transaksi yang diperlukan 

agar laporan keuangan tersebut dapat dimengerti. Unsur-unsur ini biasanya 

meneakup; 

a. flUatu petunjuk mengenai volume tnmsaksi, baik jum1ahnya maupun 

proporsin)'ll:. 

b. jumJah atau proporsi pos-pos terbuka (ouJstanding items)~dan 

c. kebijakan harga. 

Pos-pos serupa biasanya diagregasikan kecuali jika pengungkapan terpisah 

diperlukan agar pengarub dart transaksi antara piliak yang mempunyai hubungan 

istimewa pada lapenm keuangan perusahaan pelopor dapat dimengerti. 

Pengungkapan trnnsaksi-trnnsaksi antar perusahaan yang laperan 

keuangannya telah dikonsolidastkan 1idak diperlukan dalam lapenm keuangan 

konsolidasi !<arena lapenm keuangan konsolidasi Ielah menyajtkan infurmasi 

mengenai induk perusahaan dan anak perus<aha.an sebagai satu kesatua.n ekonomi. 

2.1.2.2 Hubuagan lstimewa Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 

rentang Pajak Penghasilan 

Pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasitan, 

selanjutnya disebut UU PPh 2008, hubungan istimewa disebutkan dalam pasal18 
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ayat (3), rermasuk pada ayat (3a), aya! (3b), ayat (3c), ayat (3d), pasal 9 ayat {I) 

huruf (f), dan pasal 10 ayat (!). Delinisi hubungan istimewa sendiri tidak 

disebulkan dengan jelas, tetapi diidentiflkasi dengan !criteria yang disebulkan 

dalam pasai!Sayat (4) yang berbunyi: 

"Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat 

(3d), pasal9 ayat (I) huruf(f), dan pasai!O ayat (I) dianggap ada apabila: 

a. Wl\iib Pajak mempunyai penyertaan modellangsung atau tidak langsung paling 

rendah 25% (dua puluh iima persen) pada Wajib Pajak lain; hubangan antara 

Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima person) 

pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau bubangan di antara dua Wajib Pajak atau 

lebih yang disebut terakhir; 

b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lalnnya atau dua atau lebih Wajib Pajak 

berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; 

atau 

c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda daJam garis 

keturuaan lurus danfatau ke samping satu demjaf' 

2.1.2.3 Hubungan IstimewaMenurut OECD 

Hubtmgan istimewa merupakan fuktor panting dalam konteks transfer 

pricing, sebagaimtma disebulkan o!eb Septriadi dan Darussalam (2008}, bahwa 

dalam hubungan intemasional~ skema tn:msfer pricing dapat menimbulkan 

pemajakan berganda apabila temyata definisi hubungan istimewa dinyatakan 

berbeda sebab negara mitra peljanjian tidak akan melakukan corresponding 

tu!jw;tmenJ apabila pri11UJ1')' tu/justmenJ yang dilakakan tidak sesuai dengan 

definisi hubungan istirnewa dalam ketentuan domestik negaranya. 

Dalam OECD Model, dinyatakan sebagai berikut: 

Anic/e 9: ASSOCIATED ENTERPRiSES 

1. Where 

ttl an enterprise of u Contracting State participat.e.s directly cr indirectly in the 

mllflfJgement, control or capital of an enterprise of the other Contracting StaJe, 

or 

h) the same persons participate directly or indirectly in the management, control 

or capital of an e~Jterprise of a ContracJing State and an enterprise of the other 
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Comracling State, and in either case conditions are made or imposed be/ween 

the two enterprises ir. their commercial or jifltlnCial relations which differ from 

those which would be made between independent enterprises, then aey profits 

which would. but for those renditions, have accrued to one of the enJerprises, 

but, by reason of those conditions, have nQl so accrued, may be included in the 

projlls of that enterprise and taxed accordingly. 

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State 

- and taxes acccrdingly - profits on which an enterprise of the other 

Con11'<1Cting State has been charged to tax: in that other State and the proft/S so 

included are profits which would have accrued to the enterprise of the jirsl­

menlioned State if the conditions made between the two enterprises had been 

tlwse which would have been made between indeperulent enterprises, then that 

other State shall make an appN>pri'ate alfju.Ytment to the amount of the tax charged 

therein on those prqfiJs. In determining such adjustment, due regard shall be had 

to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the 

Contracting Stales shall if necessary consult each other. 

Untuk itu pedu dicermati babwa, penentua.n hubungan istimewa 

sebagalmana dalam OECD Model di atas, dapat di tetapkan ketika a) perusabaan 

di suatu negara mitra perjanjian berpartisipasi langsung maupun tidak !angsung 

dalam hal manajemen, pengendalian maupun kepemi1ikan modal perusahaan lain 

di negam lain milm pe~anjian, b) orang yang sama berpartisipasi seeaza langsung 

rnaupun tidak langsung dalam manajemen, pengendalian maupWl kepemilikan 

modal perusabaan-perusaboan di kedua pihak negara mitra pe!janjian (Sep1riadi & 

Darussalam, 2008). Namun, baik dalam OECD Model maupun dalam OECD 

Guidelines tidak memberikan definisi yang jelas apa yang dimaksud dengan 

''pengendallan manajemen, lmik secara langsung maupun tidal< langsung, dan 

pungendallan alas perusabaan melalui kepemilikan sabam". 

Davian Grecian dalam lrongres yang diselengga:rakan oleh Internati<mal 

Fiscal A.$Sociation (IF A.), sebagaimana dikutip oleh Seplriadi dan Darussalam, 

2008, menyatakan bahwa yang dimaksud dangan pengendallan antara lain (i) 

mempunyai kawenangan untuk membuat keputusan yang tetkait dengan kebijalam 

keuangan dan opemsi dari suatu perusahaan, (ii) mempunyai pengamh untuk 
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menentukan besamya harga yang ditempkan. Sedangkan yang dimak:sud dengan 

berpartisipasi dalam suatu manajemen (panicipation in management) adalah ikut 

terlibat dnlarn pembuatm keputusan alas kegiatm operas! suatu perusahaan. 

Sedangkan untuk manajemen, diartikan sebagai pesisi pedn level direktur maupun 

level roanajer, dan partisipasi adalah kepemilikan saham perusahaan. 

Bagaimana kim me!ihal huimngan istimewa itu dapat berlaku dalam suau 

transak:s~ menyebabkan kita dapat mengidentifikasi adenya transak:si-transaksi 

yang bertujuan transfer pricing, hingga menggunakan transfer pricing untuk 

tujuon meminimalisasi kewajibun perpajakan. 

2.!.3 Prinsip Harga W,Yar (The Arm's Length Principle) 

Sesuai dangan Transfer Pricing Guidelines for Multlnotiona/ Enterprises 

ami Tax Administrations 2001, Arm's length principle sebagai standar 

intemasiooal atas tran:sfor pricing~ diset:ujui oleh anggota.-.anggota OECD sebagai 

mekanisme yang digunaka.o untuk tujuan perpajaka.o oleh perusahaan 

mul!inasional dan otoritos pajak. Keti.ka perusahaan independen melakaka.o 

tran.saksi dengan perusahann lainnya. kondisi hubungan komersial dan finansial 

(misalnya harga barang yang dijua! maupun jasa yang diberikan) biasanya 

ditentukan oleh mekanisme pasar. Sebalilmya jilm transak:si tersebut dilakukan 

dengan perusabaan afiliasinya, kondisi hubungan komersial dan finansial tidak 

dipengaruhi secara langsung oleh faktor ak:sternal berupa barga pasar, meskipun 

perusahaan afi[iasi sering mencari tiruan dari dinamisnya harga pasar dalam 

transaksi antannereka. 

Demikian pula ha!nya dengan administrasi pejak, yang seharusnya tidak 

seca.ra. otomatis mengasumsikan bahwa perusabaan asosiasi tersebut telah 

melakukan manipulasi laba. Hal itu disebabkan kemungk!nan memang mumi 

rerdapet kesulitan dolarn penentuan barga pasar secara akurat dalam baJ tidak 

terdapat standard harga pasar atau ketika mengadopsi strategi komersial tertentu. 

Penti.ng untuk diingat bahwa kahutuhan untuk meialoaka.o penyesuakm terhadap 

perkirnan transak:si yang w.Uar (arm ·s length) aka.o ti.mbul terlepas dari setiap 

kontrak yang dilakukan oleh pihak-pihak rertentu, yang mengikatkan diri dalarn 
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konttak tersebu~ untuk rnembayar dengan harga terumtu atau tindakan-tindakan 

terrentu dari pihak-pihak yang bermaksud tersebut, untuk meminimalkan pajak. 

·Maka ketika Jransfor pricing tidak la:gi mencenninkan mekanisme pasar 

dan arm's length principle, kewajiban pajak perusahaan as<)siasi dan pajak atas 

penghasilan dari negara tuan rumah dapat saja teidistorsi. Sehingga, da!am hal ini 

negara-negara anggota OECD setuju bahwa untuk tuj\UIIl perpajakaa, laba 

perusahaan asosiasi dapat disesuaikan seperlunya untuk koreksi dan untuk 

meyakinkan bahwa arm's length principk te:lah dianut. 

Harga pasar yang layak. menurut kebiasun intemasional, adalab harga 

yang memenuhi $1andard wajar (arm's length standard). Slandard tersebut barns 

dipenuhi oleh pembayar pajak dalam menentukan kesepakatau dengan pihak· 

pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengannya sehingga harga tersebut 

akaa sama dengan harga yang diganakaa dalarn trnnseksi yang dapat 

diperbandingkan yang dilakakan dangan pihak-pihak yang indcpenden (Arnold & 

Mcintyre. 2002). 

Secara sederbana, Rolfe (2001) menyatukan, prinsip barga wajar (arm's 

length principle) mensyaratkan bahwa kompensasi atas transaksi arnarperusahaan 

dalam satu group barns sesuai pada level harga apabila transaksi rersebut 

dilakakan aotara suatu parusahaan dengan perusahaan Jainnya yang di dalamnya 

tidak terdapat hubtmgan istimew~ dengan asumsi bahwa semua faktor yang 

teroapat dalam tnmsaksi tersebut adelah sama. Meskipun se<:ara sederhana prinsip 

tersebut dapat didefinislkan, kenyataan di lapangan menyehutkan Jain karena 

penentuan narga wajar sulit untak diwujudkan. Faktor-faktor penting yang 

mempengaruhi penentuan hatga wajar tennasuk jenis transaksi maupun kondisi 

sekitar ekonomi sangat mempengaruhi transaksi. Di samping berpengaruh 

terhadep barga transaksi, faktor-tilktor tersebut juga beq>engaruh terbadap jenis 

pembayllll!l1llya. 

Dalam buku Transfer Pricing Guidelines for Multinadenal Enterprises 

and Tax Administration yang dikeluarkan o!eh OECD disebutkan bahwa jika 

transfer pricing tidak merellekslkan harga pasar dan ptinsip arm's length. 

kewajiban pajak dari perusahaan afiliasi dan pajak penghasilan dari negara Jawan 

transaksi akan terdistorsi. Dengan demikian maka perlu dilakakan penyesuaian 
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(atjjustment) seperlunya untuk menghilangkan distorni tersebut dan terpenuhinya 

prinsip arm •s length. Penyesuaian yang dUakukan barns mernperhatikan kondisi 

kDmersial dan huhungan fmansia1 sehingga transaksi antarperusabaan yang 

independen akan serupa dengan kondisi yang serupa pula (similar transaction 

under similar circumstances). 

Dari perspektif Wajib Pajak, slrema transfer pricing merupakan hal }'llllg 

biasa dilakukan dan sab sepanjang tidak dilarang oleh peraturan perpajakan. Jni 

ditegaskan o1eh Darussalam dan Sepiriadi da1am Perusabaan Mu1tinasional, 

Transfor Pricing, Tat Avoidance, dan Kepasdan Hukum, di dalam bukD Konsep 

dan Ap1ikasi Crcss-&mkr Transfer Pricing untuk Tu]U1111 Perpajakan, 2008. 

2.1.3.1 Pemyataan Ann's Length Principle 

Pemyataan tegas mengenai arm's length pn'nciple tercennin dalam 

paragraph 1 pada Pasal 9 dari model pe!janjian penghindaran pajak berganda (lax 

treaty) baik model dari OECD maupun Model Perserikatan Bangsa-hangsa 

(United Notion Model). Dalam kedua model disebutkan: 

kondisi yang diciptakan aJau dibuat an/.ara dua perusahaan dalam 

hubungan komersial maupun k£uangan yang berbeda d(lri lwndisi ym~g 

terjadi antara perusahaan ytmg bersifat independen, kemudian suatu 

keuntungan yang seharu;mya di'akui oleh suatu perusahaan tetapi lcarena 

alasan kondisi tenebut keunJungan nzerdadi tidak diak:ui, maka 

keuntungan tersebut harus diakui sebagai milik perusalwan tersebut dan 

dikenalr:an pujak .vesuoi dengan yang sehorusnya. 

Tr~»~Sjer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 

Administrations juga menyebutkan, bahwa dengan melakukan penyesuaian laba 

usaha yang mengacu pada kondisi }'llllg ada antara parusabaan-perusabaan tanpe 

hubungan istimewa, ann's length principle ini menggunakan pendekatan dengan 

memperlakuk&n anggota-anggota perusahaan multinasional sebagai entitas 

terpisah untuk menentukan laba usaba sebeaamya. 

Penerapan arm's length principle mempunyai beberapa alasan. Alasan 

utama ada1ah karena prinsip ini menempatkan perusahaan-perusahaan dari satu 

group dalarn kondisi yang sama dengan perusahaan yang independen sehingga 

menghiiangkan fuktor-fuktor yang mengantungkan maupun }'llllg merugikan yang 
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berpengaruh terbadap tingkat persaingan di antara perusahaan tersebut. Hal ini 

akan memberikan ruang bagi pertumbuhan perdagangan dan investasi 

intemasional. 

Prinsip harga wajar akan mudah ditemukan dalam transaksi yang bersifat 

umum, misalnya dalam transaksi pembeHan maupun penjuaian barang yang barga 

wajamya sudah tersedia dalam transaksi serupa yang dilakukan oleh perusahaan 

independen dalam kondisi yang sama. Namun dalam kasus tertentu. harga wajar 

akan suli! untuk ditenntkan dan diaplikasikan, misalnya transaksi dalam satu 

group perusahaan multinasional yang produksinya dilalkukan secara terintergrasi 

dan basil produksinya juga bersifat khusus, atau merupekan barang tuk herwujud 

yang bersifat unik, serta penyediaan jasa yang merupekan spesialisasi dari 

perusahaan tertentu dalam group multinasional tersebut. 

Dalam praktik, suatu transaksi tidak selalu berlatar belakang tax avoidance 

meskipun dapat re!jedi bahwa suatu transaksi yang dilakakan oleh anggota group 

perusahaan multinasional yang tidak akan dilakukan oleh perusahaan independent. 

Ini mungkin saja terjadi sebab perusabaan multinasional menghadapi situasi dan 

kondisi yang berbeda dari sltuasi dan kondisi yang dihadapi oleh perusahaan 

independent. 

Sehingga, balk otoritas pajak maupun Wajib Pajak seringkali menemui 

kesulitan dalam mengurnpulkan infonnasi yang tepat untuk menerapkan arm's 

length principle. Karena prinsip ini mengharuskan otoritas pajak maupun Wajib 

Pajak melalkukan evaluasi atas semua transaksi-transaksi yang dilakukan oleh 

perusahaan independent untuk kemudian membandingkannya dengan transaksi­

transaksi yang te~adi antarperusahaan dalam group parusahaan multinasional, 

untuk itu data yang dikumpulkan akan menjadi sangat banyak. 

Namun demikian, menghilongkan arm's length principle akan lebih 

merugikan sebah dengan menghilangkan arm's length principle akan lebih 

memungkinkan akan te!jedinya perpajakan berganda. 
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2.1.3.2 Penerapan Arm's Length Principle 

Ann;, lenglh principle dijelaskan dalam Transfer Pricing Guidelines for 

Multinationtd Enterprises and Tax Administratia""' yang diterbitkan oJeh OECD 

tahun2001. 

I) Analisis Transaksi Yang Bisa Diperbandingkan 

a. Aiasan Pengujian Perbandingan 

Penerapan harga wajar secara umum berdasarkan pada perbandingan 

kondisi dari lrnnsaksi antarperusshaan afiliasi dengan kondisi lilinsaksi 

yang diialrul<an oieh pel'llSII!!aan-perusahaan yang iruiependen. Agar 

perbandingan teisebut bennanfaa~ karakteristik ekonomi yang relevan 

dengan kondisi tnmseksi berus dapat diperbandingkao, artinye ridak ada 

perbedaan yang berpengaruh secara material te!badep lilinsaksi (rniSlllnya 

barge atau margin !abe) amu penyeauaian yang okurat dapat dilekekan 

untuk menghilangkan efek dati adanye perbedaan tersebut. Dalam 

penentmm ti.ngkat perbandingan. termasuk penyesuaian apa yang perlu 

dilekekan, pengetahuan bagaimana perusshaan independen rnenilai suatu 

lilinsaksi sangat diperlukon. Pel'llSII!!aan independen saat mengevaluasi 

transaksi akan membandingkan tnmsak.si berdanarkan piliban-piliban 

(option) yang tersedia dan banya akan memilih suatu tmnsaksi jika tidak 

ada pilihan lain yang lebih menarik. Misalnya perusshaan tidak akan 

menerirna harga yang ditawarkan alas suatu produk jika ada pihak lain 

yang menawarkan berga lebih mumh dengan kondisi yang sama. Dengan 

demikian perbandingan kondisi dan penyesuaian yang diperlukon panting 

untuk dilakukan dalam menilai barga wajar. 

b. Faktor-Fakoor Yang Menentukan Perbandingan 

a) Kamkteristik Barang dan Jasa 

Perbedaan karakteristik khusus alas barang maupun jasa sering 

diperhitungkan dalam penentuan barge di pasar terbuka. Dengan 

demikian ciri kbas suatu barang maupun jasa akan berguna dalam 

penentuan hal-hal yang akan diperbandingkan atas transaksi yang 

dilalcukan baik oleh pemsahaan independen maupWI asosiasi. 

Kamkteristik yang perlu dipertimbangkan misalnya adatah (i) dalarn 
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krums transfer bnrang beiWUjud; kondisi fisik bamng, lmalitas dan daya 

tahan, ketersedilum dan volume persediaan, (ii) dslam kasus 

penyediaan jasa; silat dasar dan luasnya jasa yang diberikan, (iii) 

dalam kasus bnrang tak berwujud; bentuk transaksi (lisensi atau 

penjualan), jeuis property (misalnya paten, merek dagang, royalty), 

jangka waktu dan tingkat proteksinya. serta antisipasi keuntungan dari 

penggunaan property t"""but. 

b) Analisis Fungsi 

Dalam tnlnsaksi antara dan perusahaan independen, kompensasi 

biasanya merelleksikan fungsi yang dilakuksn oleh masing-masing 

perusabaan (asset yang digunaksn maupun beban risiko). Dengan 

demikian untuk menentukan apakah suatu transaksi dapat 

diperbandingkan, analisis fungsi yang dilakukan oleb masing-masing 

perusahaan sangat diperlukan. Perbandingan fungsi ini untuk 

mengidentifokasi dan membandingkan aktivitas ekonomi yang 

dilakuksn dan tanggung jawab yang dipikul oleh perusahaan 

independen maupun asosiasi. Fungsi~fungsi tersebut misalnya design. 

manufektur, perekitan, riset dan pengembangan, jasa, pembelian, 

distribusi, marketing, periklanan, tmtsportasi, finansial, dan 

manajemen. Penyesuaian harus dilakuksn aws perbedaan yang 

material dari fungsi yang dilakuksn oleb parusahaan independen 

dengan perusahaan pembandingnya. Dan factor tambahan sahagai 

bahan pertimbangan daksn menguji substansi ekonomi suatu !nUlSaksi 

atas alokasi risilro merupakan konsekuensi dari adanya alokasi bagi 

ttansaksi wajar (arm 'e length transaction). 

e) Batasnn Kontrak 

Dalam transaksl wajar, batasan kontrak suatu transaksi seeara umum 

mendefinlsikan tanggung jawab. risiko~ dan keuntungan yang akan 

dibagi antara pera pihak baik seoam eksplisit maupun implisit. 

Perbedaan kepentingan menyebabkan para pihak harus mematuhi 

konll:Ok dan ukan merevisi konll:Ok jika kedua balah pibak 

menginginkannya. Misalnya jika terdapat kontrak juai bell dalam 
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jangka panjang, maka harga yang diberikan akan lebih murah 

dibandingkan tanpa adanya kontrak tersebut. 

d) Kondisi Ekonomi 

Harga wajar mungkin ditemukan dalam pasar yang berbeda aiDs 

transa.ksi berang dan jasa yang sama. Dengan demikian dalam 

transaksi independen maupun tidak, kondisi pasar yang ada harus 

dapat diperbandingkan, sehingga jika terdapat perbedaan, efaknya 

tidak material terhadap harga atau panyesuaian terteam bisa dilaknkan 

sehingga teroipta harga wajar. Kondisi tersebut misalnya lokasi 

geografi, ukuran pasar, luasnya persaingan dan pesisi pembeli maupun 

penjual dalarn persaingan, ketersediaan berang atau jasa pengganti 

(subsri/U1e), tingkat penawaran dan permintaan pasar seeara 

keseluruhan, dan kondisi suatu negara (misalnya daya beli masyarakat, 

regulasi pemerintah, biaya prnduksi, tenaga kerja, modal, biaya 

transpartasi, level pasar - retail atau grosir -, tanggal dan wakm 

transa.ksi, dan sebagainya). 

e) Strategi Bisnis 

Strategi bisois barus diperhitungkan dalam penenman perbandingan 

untuk tujuan transfer pricing. Misalnya inovasi dan pembangunan 

prndak baru, tingkat diversifikasi, risiko yang dapat diterima, penilaiao 

perubaban peta palitik, ketentuan tenaga ke!ja, dan faktot-lllktor lain 

berkenaan dengan bisnis yang dilaknkan. Strategi tersebut harus 

diperhitungkan dalam penenman perbendingan transaksi independen 

dan tidal<. Juga barus dilihat apakah strategi itu direncanakan unmk 

group multinasiunai atau untuk anggota group secara terpisah dan 

keterlibatan anggota grcup lainnya dalam penerapan strategi bisnis 

tersebut. Misalnya perusahaan yang mempunyai strategi untuk. masuk 

ke panar baru (new market) atau berekspansi (atau mempertahankan) 

market shmenya mungkin akan mempunyai biaya yang lebih tinggi 

(higher cost) unbak biaya awal penetrdSi panamya atau paningkatan 

biaya marketing sebingga harga pakukuya naik dan perusahaan 
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tersebut akan memperoleh laba yang lebih rendeh dibandingkan 

perusahaan Jain yang beroperasi di pasar yang sama. 

Secara sederhana, apabila anak perusehaan memproduksi suatu barang 

yang kemudian dijual kepada induk perusahaan yang berada di luar negeri 

untuk didistribusikan, maka akan terjadi irrtercompany price untuk barang 

tersebut. Dalam arm's lengJh str(JJ1(}l)rd, harga intercompany ini harus 

ditentukan meialui analisis apakeh yang akan diterima alas penjualan barang 

tersebut dalam hal barang ini dijual kepada distributor yang lidak memilikl 

hubungan islimewa. Mesklpun terdapat bebel1lpll meto<le untuk menentukan 

harga wajar~ narnun masing-masing metode tetap berdasar pada comparable 

transact/an (Rolli>. 200 l). 

2) Pengakuan Transaksi Aktual yang Dilukukan 

Pengujian transaksi antara pihak-pihak yang mempnnyai hubungan istimewa, 

oleh administrasi pajak harus didasarken pada transaksi uktunl yang dilukukan 

oleh parusahaan asosiasi tersebut apa ndanyn dengan rnetode yang diterapkan 

oleh Wajib Pajak. Sebeh hila lransaksi tersebut dikoreksi, kemungklnan akan 

terjadi double taxaJitm !<arena belum ten!u negara lain. mempunyai pendapat 

yang soma. Dalam kasus lain yang bakan merupakan pengecualian, 

administrasi pajak tidal< diperkellllllkan mengabaikan lransuksi uktual atau 

transaksi pengganti bugi mereka. Namun demikian, pengakuru1 tnlnsaksi 

seperti di atas tidal< dilakukanjika: 

a) Transaksi tersebut secara substansi berbada dengan fotmalitasnya. Dehnn 

kasus ini administrasi pajak dapat mengabuikan kerakleristik tnlnsaksi 

tersebut dan merumtukan kembali jenis transaksi tersebut berdasarkan 

substansinya. Misalnya perusahaan asosiasi melakukan investasi dalam 

bentuk pinjaman dengan lingkat bunga wajar. Transuksi ini perlu diteliti 

apakab secara ekonomis puntas dilukukan, jika transaksi tersebut 

berusaksad dimaksudkan untuk berinvestasi mengapa tnlnsaksi tersebut 

tidak dilakukan melalui penyertaan modal? 

b) Secara fonnal dan substansi transuksi memang sama, telapi jika dilihat 

secara menyeluruh, berbeda dengan lransaksi yang teJjadi antara 

perusehaan independen. Misalnya kon!Tak penjualan jangke panjang 
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dengan pembayaran lump :wm, hak yang tidak terbalas atas lntelectu/JI 

proparty sebagai basil penelitian masa yang akan datang. Dalam kasus 

demikilln maka administtasi pejak barns melakakan penyesuaian sesuai 

dengan tmnsaksi normal yang lazim teljadi. 

3) Evaluasi Trt!nsaksi yang Terpisah den Gabungan 

ldealnya untuk memperoleh perkiman harga pasar wajar, ann's length 

principle barus diteropkan terbadap setiap tmnsaksi. Narnun ada kalanya 

transaksi yang terpisah sangat e,..t bubungannya dengan yang lain sehingga 

su1h untuk dinilai secara terpisah. Misalnya lisensi untuk memproduksi (yang 

rnengandung UllSU< teknologi) den penyadiaan komponen vital terhadap 

perusahaan asosiasi, akan lebih rnungkin untuk menilai batasan ann 's length 

kedua hal tersebut secara gabungan dibandingkan secara individual. 

Sebaliknya ada kalanya suatu kontrak paket dilibat sebagai transaksi yang 

terpisah. Perusahaan multinasional mungkin membuat satu paket transaksi dan 

menetapkan satu harga atas beberapa manfaat seperti hak paten. teknologi, dan 

merek dagang, jasa teknik dan administmsi. dan penyewaan fusilitas produksi. 

Hal ini sering disebut a package deal. Contoh lain misalnya harga knntrak 

ditelapkan untuk pelliualan barang termasukjasa yang menyerlainya. sahingga 

tidak sesuai bila menilai paket tersebut sebagai satu kesatuan, tetapi masing· 

masing elemen dar! paket harus dinilai secara terpisah. Dalam kasus ini 

setelab batga tw:msfor masing-masing elemen ditentukan, adminharasi pajak 

horus mempertimbangkan apakah secara total harga traJiifer atas paket 

tersebut sudab arm's length. 

4) PenggunaanAnn '• Length Range 

Dalam beberapa 1<asus, mungkin meneropkan prinsip barga wajar dengan 

harga tertentu dengan asumsi kondisi transaksinya juga sama. Namun karena 

transfer pricing bukan ilmu pasti. terdapat kemungkinan dalam pemakaian 

melllde yang ada akan mengbasilkan interval harga yang dapat dipercaya. Hal 

ltu disebabkan penerapan prinsip harga wajar hanya menghasilkan perkiraan 

kondisi seandainya transaksi tersebut dilakukan oleh pihak yang independen. 

Mungkin terjadi babwa perusahaan independen yang melakukan transaksi 

dengan kondisi yang sama tidak menghasilkan harga yang sama, tetapi 

UnlvenliitaB Indonesia 

Kajian Atas..., Ika Retnaningtyas, FEB UI, 2009



26 

menghasilkan barga daiam butasan interval tertentu yang disebabkan 

perbadaan metode rnaupun data yang dipakai. Apabila pemakaian satu atau 

beberapa metode menghasilkan interval tertentu. dan deviasi darl dari angka­

angka tersebut rerlalu besar, hal itu mengindikasikan bahwa data yang 

digunakan tidak dapat dipercaya sehingga perlu dilakakan penyesuaian. 

5) Pengguoaan Data dati Bebarapa Tabun 

Untuk memperoleh garobaran lengkap falda dan bul-bul yang mempengaruhi 

transaksi yang dipengaruhi hubungan istimowa, perlu dilakukan pengujian 

data dengue tabun-tahun sebehuunya. Aaalisis data tersebut diharapkan dapal 

menguogkap falcta yang mempengaruhi penentuan barga traruifer. Misalnya 

dengan data beberapa tahun akan diketahui apakah terdapat kerugian yang 

merupakan bagian dati banyaknya kerugian atas transaksi yang sama, apakab 

kondisi ekonomi tertentu di tahun sebelumnya menyebabkan meningkatnya 

biaya, atau terdapat falcta bahwa suatu produk memang sudah berada di ukblr 

dati siklus bldupnya. Perbadaan kondisi siklus usaba maupun produk mungkin 

marapunyai dampak yang besar terhadap harga ttanstemya sehlngga perlu 

dianalisis apukah transaksi tersebut dapat diperbandingkan. Data dati tahun­

tahun berikutnya juga bermanfaat membandingkan siklus hidup produk dari 

transuksi yang dipengaruhi atau tidak dipengaruhi hubanguo istimewa untuk 

menentuken apakah transaksi rersebut dupat diperbandingkan dalarn 

penggunaan metode tertentu. 

6) Kerugian-Kerugian 

Apabila perusahaan asosiasi secara kon.s:isten selalu menderita kerugian 

sementara secara keseluruhWJ group ternyata meodapatkan keuntungan, hal 

tersebut merupakan indikasi adanya transfor pricing. Sebuliknya, wajar jika 

knrugian itu berasal dari biaya pra-produksi yang sangat besar, knndisi 

ek:onomi yang tidak mendukung, in.-efisiensi,. atau alasan lain yang dapat 

dipertanggangjawabkan. NarnWI tidak masuk akel jika kerugian itu terjadi 

terus~menems. Perusahaan lndependen akan menghentikan usahanya jika terus 

mengalami kerugian, sebaliknya perusahaan asosiasi yang selalu merugi 

mungkin akan tetap menjalankan bisnisnya jikn seeara keseluruban group 

masih menguotungkan. Misalnya satu group perusabaan memproduksi jenis 
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produk agar tetap bisa bersaing dan memperoleh keunlungan secrua 

keseluruban, sedangken group yang lain akan selalu merugi karena 

memproduksi produk-produk yang tidak menguntungken. Pernsahaan 

independen banya uksn melukuksn hal tersebut jika mendapatken knmpensasi 

yangcukup. 

7) Efek Kebijuksn Pemetintllb 

Dalam beberapa kesus, pembayar pejak uksn mengklaim bahwa barga wajar 

barus disesuaikan dengan intervensi pemerintah, seperti pengendalian harga 

dan tingkat bunga, kontrol atas pembayamnjasa atau management fee, royalry, 

subsidi alas sektor tertentu, kontrol devisa, bea masuk anti dumping, atau 

kebijakan kurs valuta asing. Secara umum intervensi pemerintah tersebut 

barus dlperlakuken sebagai kondisi pasar di negara tertentu dan hal ini harus 

dipertimbangken dalam evaluasi transfer pricing yang dilakukan pemhayar 

pajak. 

8) Kompensasi yang Disengaja 

Perusaluum asosiasi mengetllbui bahwa ttansaksi yang terjadi Ielah dlatur. 

Anggota group perusahaan memberikan manfuat tertentu kepada anggota 

lainnya yang menerima manfaat dalam bentuk lain dari anggota lain tersebut 

sehingga laba atau rugi bersih dari transaksi tersebut yang diperhitungkan 

pajaknya. Misalnya pemberian basil produksi dengan barga yang bagus 

sehagai imbalan pembelian bahan baku dengan barga yang bogus pula dengan 

mak:sud menambah keuntungan kedua perusahaan tersebut. Perusahaan 

independen tidak: akan melakukan hal tersebut. Mereka secara normal akan 

menerima pembayaran dan menge1uarkan biaya secara independen dan akan 

memperoleh keuntungan atau menderita kerugian sebagai akibat bisnis yang 

normal. 

9) Penggunaan Penilaian Bea Cukai 

Prinsip ann's length sudah dlrerapken olah Bea Cukai dalam memhandingken 

niJai bamng yang diimpor oieh perusahaan awsiasi dan nilai barang yang 

sama yang diimpor oleb perusahann indepeoden. Karena patokan harga terjadi 

bcrsamaan dengan tranifer harang makn hal tersebut akan berguna hagi 
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administrasi pajak dalam menilai kewajanm harga transaksi perusahaan 

asosiasi tersebut 

10) Penggunaan Metode-Metode Tronsjer Pricing 

Metode-metode transfer pricing dapat dipakai untuk menilai apakah kondisi 

komersial maupun finansial aJltara perusahaan asosiasi konsisten dengan 

prinsip harga w'1iar. Tidal< satu pun metode yang cocok dit!:rapkan untuk 

sem.ua kondisi dan juga tidak mungkin untuk membuat aturan khusus yang 

dapat dipakai untuk menyelesaikan semua kasus. Jika satu metude dipaadang 

iebih sesual untuk menentukan harga wajar dengan lrondisi tertentu maka 
metode tersebut dapat lebih dipertimbangkas. 

2. 1.4 Metode-Metode Penentuan Hargu Wajar dalam Transfer Pricing 

Metode penentuan harga wajnr dalam transfer pricing yang diterima oleb 

mayoritas Otoritas Pajak saat ini adalah yang didesarkan atas prinsip arm '• length. 

Untuk menetapkan apakah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan asosiasi 

bernifat arm's length adalah dangun membandingkas harga transaksinya dengan 

harga transaksi dengan lrondisi yang sama yang dilakukan o!eb perusahaan 

independen. Pendaketan tersebut dapat dilakukan kerena perbedean hargu 

transaksi dapat secara normal ditelusuri secant langsung ke hubungan komersial 

dan flllaiiSial dari masing-masing perusahaan dan kondisi hargu wajar yong le!jadi 

atas transaksi perusahaan independan yang dapat diperbandingkas lersahut 

dipakai sebagui penggunti harga transaksi perusahaan asosiasi. Masalahnya adalah 

tidak semua transaksi mempunyai kondisi yang dapat diperbandingkas, sehingga 

perlu dicari pendeketan lain yang dapet dipakai untuk menetapkan bahwa 

transaksi lersebut bersillit arm's length. Pendeketan-pendeketan tersebut 

dijelaskan oleh OECD untuk sebagai berikut 

1. Traditional Transaction Method 

a. Comparable Uncontrolled Price Mellwd (CUP Mellwd) 

Metode ini membandingkas harga yang dipakai untuk mentransfer hareng 

maupun jasa dalam transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa 

dengan harga yang dipakai untuk mentransfer berang maupun jasa dari 

transaksi yang tidak dipengaruhi hubungun istimewa dalam situasi dan 
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kondisi yang sama. Jika terdapat perbedaan antara kedua barga tersebut, 

berarti terdapat indikasi bahwa kondisi hubungan kommial mi!llpun 

finansial dari perusahaan asosiasi te""'but tidak wajar (nol arm's length) 

sehingga harga yang dipakai dalam transaksi yaag dipengaruhi hubungan 

istimewa barus diganti dangan barga yang dipakai da!am transaksi yang 

tidak dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa. 

Kedua barga di atas dapat diperbandingkan jika: 

1) Tidak terdapat perbedaan antara lransaksi yang diperbandingkan atau 

antara perosahaan yang rnelakukan transaksi yang dapat berpengaroh 

secara material terhadap barga di pasar terhuka; atau 

2) Penyanuaian yang akurat dan !ayak dapat di!akukan untuk mengumngi 

besamya pengaroh alas parbedaan tersebut. 

Ketersediaan data pembanding, terutama dalam penentuan harga 

transfer merupakan factor penting yang perlu diperhatikan dalam 

penentuan arm 's length price dalam transfer pricing. Maka, metode CUP 

ini menjadi akorat dan tepat ketika data harga pembanding banar tersedia. 

OECD Guidelines menyatllkan hahwa metode CUP dilakakan rnelalui 

mekanbane rnembandingkan hnrga-harga yang ditetapkan oleh pihak­

pihak yang mempunyai hubungan isthuewa dengan pihak-pihak yang tidak 

memiliki hubungan istimewa dalam hal transaksi yang dapat 

diperhandingkan guna memperoleh harga pasar yang wajar. OECD juga 

mensyaratkan kesehandingan da!am praktik yang biasanya sulit 

diap!ikasikan antara lain dalam hal kondisi ekonomis, tingkat pasar dan 

barang. K.esebandinga.n ekonomi menghendaki bahwa hnrga hamng 

pembanding harus puia teijadi daJam pasar dengan kondisi ekonomi yang 

sebanding. V ariasi struktw' sosial--ekonomi, situasi geografis dan selera 

konswnen sering mempetsolit kesebandingan barga suatu barang yang 

sama antar bebernpa negara. Kondisi pasar barang. rnonopoU, oUgopoli. 

dan sebagainya sering mempengarohi barga yang dibebankan kepada 

konsumen yang berbeda (Gunadi, 1994). 
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b. Resale Price Method 

Metode ini diterapklm untuk barang yang telah dibeli dari 

perusahaan asosiasi, untuk kemudian produk tersebut dijual kepeda 

perusah!lllll independen. Harga jual kembali tersebut kemodian dilmrangi 

dengan laba !rotor yang pantas (appropriaJe gross margin) yang mewekili 

jumlah pengeluamn rese/ler untuk menutup biaya penjualan dan operasi 

lainnya serta fungsi yang dilalroklm untuk menciptukan keuntungan yang 

layak. Sisanya merupaklm harga wajar (arm's length price) dari transfer 

bamng 110tara perusahaan asosiasi di atas. Metode ini sangat berguna jika 

ditempklm atas perusahaan pemasaran (marketing operations). Asumsi di 

betukang metode ini adalah persaingan di antara distrlbutur mempunyai 

margin penjualan yang sama yang dihasilkan oleh fungsi yang sama 

(Rugman & Brewer, 2001). 

Marga jual kembali (resale price margin) resel/er dari transaksi 

yang mempunyai hubungan istimewa ditentukan sesuai dengan harga jual 

kembali dari resel/er yang samn atas harang yang dibeli dan dijual dalam 

tre.nsaksi yang tidak dipengaruh! hubuogan istimewa yang dapat 

dlperbandingkan. Apabila rese//er merupaklm seorang broker maka harga 

jual kembalinya adalah berhubengan dengan fee broker tersebut yang 

biasanya dihitung sebagai persentase harga jual produk. Penentuan harga 

jual kemhali dalam kasus tersebut harus juga memperhatiklm apakeb 

broker tersebut bertindak sebagsi agen atau bertindak sebagsi pedagang 

utama (principa£). Harga jual kembali dapat diperbeodingkanjika: 

I) Tidak terdapat perbed!lllll antam lransaksi yang diperbeodingkan atau 

antara perusahaan yang melalroklm transaksi yang dapat berpengaruh 

secara material terhadap hargs jua! kemhali di pasar terbuka; at.au 

2) Penyesuaian yang akurat dapat dilakakan untuk mengurangi besamya 

pengaruh alas perbodaan tersebut. 

Banyak faktor yang harus menjadi beban pertimbangan dalam 

melakukan perbandingan, antara lain: 

I) Jenis produk, apakah bersifilt unik, apakeb barang tersehut merupakan 

harang substitusi atau bulron, dan sebaliknya; 
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2) Efisiensi yang dilakukan mBruliemen dalam operasional perusahaannya 

(misalnya level persediaan); 

3) Banyaknya fungsi yang dilaknkan (jumlah asset yang digunakan dan 

asumsi risiko); 

4) Apakah reseller memberikan nilai lllmbah yang signifikan terhadap 

ba.rang tersebut; 

5) Jangka waktu teijadinya transal<si yang diperhandingkan agar tidak 

terlalu lama; 

6) Banyaknya perusahaan perantara (intermedieie compmu>) yang 

terlibat; 

7) Apakah rese/ler mempunyai hak el<sklusif untuk menjual harang 

tersebut; 

8} Perbedaan praktik akuutansi (misalnya biaya riset dan pengemhangun 

ada yang dbnasukkan ke biaya operasi dan ada juga yang 

mengklasitlkasikan sebegsi harga pokok penjualan sebingga terjadi 

perbedaan harga jual). 

Gunadi (1 994) menambahkan bahwa kerumitan resale price 

method dapat teljadi dalarn panentuan comparoble mark-up. Fungsi dan 

aktivitas reseller akan sangat mempengaruhi besarnya mark-up. Pada 

rese/ler yang mengolah kembeli bamng sebelum dijual akan memperoleb 

mark-up yang berbeda dengan reseller yang hanya berlaku sebagai agen 

langsung yang menjual harang. Demikian pula m~ller yang masih 

menanggung biaya promosi. garansi; transportasi, dan sebagainya. Dalam 

kasus demildan penelitian lebih lanjut perlu dilakukan secara seksama 

dalarn :ranglca penyesuaian mark-up. 

c. Cost Plus Mellrod 

Metode ini melakukan pendekatan kewajaran transfer pricing 

dengun menarnbahkan mark-up yang pantas dari cast pihak yang 

melakukan fransfer. 

Metode ini dimulai dengan adanya harga pnknk alas bamng 

maupunjasa dari transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungun 

istimewa. Mark up yang layak (appropriate cost plus mark up) kemudian 
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ditambahkan ke dalam harga pokok untuk memperoleh keuntungan dati 

fungsi yang dilllkukan dan kondisi pasar. J~r.nlah harga pokok ditambah 

mark up yang layak dapat dipakei sehagai barga wajar transaksi pihak­

pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Metode ini sangat bennanfaat 

jika diterapkan atas transaksi barang setengah jadi an1arperusahaan 

asosiasi. 

Mark up di atas idealnya ditetapkan sesuai dengan """" up dati 

supplier yang sarna dalam transaksi yang bersifat independen. llegitu juga 

ha~ dengan kriteria transaksi yang bisa diperbandingkan. Mark up 

dapat diperbandingkanjika; 

l) Tidak terdapat perbedaan antara transaksi yang diperbandingkan atau 

antara perusabaan yang melllkukan transaksi yang dapet berpengaruh 

secara material terhadap cost plw mark up di pasar terbuk:a; atau 

2) Penyesuaian yang akerat dapat dilakukan untak mengurangi besaruya 

pengaruh atas perbedaan tenrebut. 

Seperti halnya dalam metode resale price met/rod, jike terdapat perbedaan 

korulisi }'llng berpengaruh seoara material terhadap cost plus mark up yang 

dihasiiken make perlu dilakukan penyesuaian Wltak menghitung hesarnya 

perbedaan tersebuL 

Metode ini mengharuskan bahwa mark up yang diperbandingkan 

harus berdasa.rkan harga pokok yang dapat diperbandingkan pula 

(comparable mark up to comparable cost basis). Misalnya mark up darl 

perusahaan yang menggunakan aklivalcasingtidak dapat diperbandingkan 

denga.n mark up dari perusahaan yang aktivanya dimiliki sendiri. 

Disamping itu perlu dipertimbangkan adanya perbedaan level dan juais 

biaya (biaya operasi dan non opernsi tennasuk biaya financing yang 

berhubungan dengan fungsi yang dilakukan oleh pihak-pihak atau 

transaksi yang diperhandingkan). Pertlmbangan atas perbe<laan tersebut 

adalah sehagai berikut: 

1) Jika biaya tersebut merefleksilum perbedaan fungsi (berkenaan dengan 

jumlah asset yang dipakai dan risiko yang ditanggang) yang belum 
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diperhitungkan dalam penerapan metode in~ maka penycsuaian perlu 

dilakukan; 

2) Jilca biaya merelleksikan fungsi tambahan yang berbeda dcngan 

aktivitas yang diuji dengan metode ini) kompensasi tersendiri atas 

tambahan fungsi tersebut perlu ditentuk.an. 

3) Jiks perbedaan biaya dari pibak-pihak yang diperbandingkan 

mernpakan akibat adanya efisiensi maupun disefistensi perusahaan~ 

seperti nonnal terjadinya biaya supervisi. biaya umum dan 

administmsi, maka tidak perlu dilakukan penyesuaian alaS gross 

morgin yang layak. 

Aspek-ospek lain yang pariu diparilarikan dalam penerapan metode ini 

antara lain: 

I) Accqunling can<i,ency. Jika te!jadi perbedaan praktik akuntans~ 

penyesunian seperlunya hams dilakukan alas data yang dipakai untuk 

meyakinkan babwa jenis biaya yang sama digunalcan dalam masing­

masing kasus. 

2) Cast pl._, method secara umum menggunakan margin yang dihitung 

se!elah biaya produksi. Sedangkan Net Margin Method menggunakan 

mtll"gin yang dihjtung setelah biaya operasi. 

3) Metode lni lebih rnenekankan pada historical cost, namWI demikian 

metode rata-rata akan lebih sesuai untuk merefleksikan biaya aktiva 

tetap atas proses dari produk-pmduk yang berbeda dan volume 

produksi yang berfluktuasL 

4) Terbatasnya supplier barang dan jasa perlu dipertimbangkan~ karena 

keterbatasan ini bisa menimbulkan masalah alokasi biaya. 

2, Transactional Profit Method 

a. Profit Split Method 

Dalarn hal transaksi berkaitan erat satu dengan lahmya, evaluasi 

secara terpisah akan menjadi sulit. Metode ini rnenooba menghilangkan 

akibat dari sya:rat-sya:rat kbusus yang diciptakan dalarn transaksi yang 

dipengruuhi oleh hubungan i~1imewa dengan menentukan pembagian taba 
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yang diharapkan oleb perusahaan·perusahun independen. Pertama, 

metode ini mencari laba yang akan dibagi di antara mereka yang ada 

dalam satu group dari transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa 

terSebut. Kemudian laba tersebut dtbagi di antara perusahaan yang 

mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan dasar pertimbangan 

ekonomi sehingga pembagian itu mencerminkan 1aba seandainya transaksi 

itu tidak dipenperuhi oleh hubungan istimewa {Rachmanto Surabmat, 

2001). 

Kontribusi ma.sing-masing perusahaan didasarkan ata.s analisis fungsi 

yang dilakukan dan dinilai berdasad<an data pasar eksternal. Misalnya 

persentase profit split untuk suatu fungsi harus sesuai dengan persentase 

yang diperoleh apabila fungsi itu dilakukan oleh perusahaan independen. 

Kelebihan metode ini adalah secam umum tidak tergantung dari 

adanya transaksi sejenis yang dapat diperbandingkan sehingga dapat 

digunakan dahnn kasus tidak terdapat lransaksi sejenis yang dilakakan 

oleb perusahun independen. Selain itu meto<le ini tidak akan 

menghasilkan keuntungan yang bersifut ekstrim dan yang tidak mungkin 

re.jadi karona kedua belah pihak yang melaknkan trnnsaksi akan 

dievaluasi. 

Kelemahan metode ini ade!ab, pertama, deta pasar eksternal yang 

dipaklti sebagai dasar penilaian kontribusi masing-masing perusahaan 

kurang serupa dengan transaksi yang dilakukan sehingga akan muncul 

subyektifitas dalam pengalokasian keuntungan. Kedua,. perusahaan 

asosiasi dan administrasi pajak mempunyai kesulitan untuk mengakses 

informasi dari perusahaan afiliasi di luar negeri sehingga terdapat kesulitan 

untuk menggabungkan penghasilan dan biaya dari perusahaan asosiasi 

yang berpartisipasi detam trnnsaksi tersebut. 

b. Transactional Net Margin Method 

Metode ini menetapkan net profit margin berdasarkan perbandingan 

tertentu (misalnya biaya, penjualan, asset) yang dipakai oleh pembayar 

pejak dari lransaksi yang dipengaruhi bubungan istimewa. Karena metoda 

ini mirip dengan resale price method dan cost plus method. maka 
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penerapannya harus konsisten dengan kedua metode tersebut. Dengan 

demikian net margin dari perusahaan asosiasi seharusnya ditetapkan sesuai 

dengan net margin dari perusahaan tersebut dalam transaksi yang dapat 

diperbandingkan yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Jika hal 

ini tidak memungkinkan, maka sebagai pedoman adalah net margin dari 

transaksi yang dapat diperbandingkan yang dilakakan oleh perusabaan 

indepeeden. 

Kelel>ihan metode lni adalah net margin kurang dipeogaruhi oleh 

perl>adaan transaksi seperti hainya harga yang dipekai di memde CUP. 

Selain itu metode lni tidak begitu te<pengaruh oleh perbedaan penman 

maslng·maslng pihak. Biasanya perl>adaan peran perusahaan dalam satu 

group ditunjakkan dalam variasi besaroya biaya operas!. Akibatnya, 

antarperusabaan mungkln terdapat perbedaan besar dalam gross profit 

margin tetapi tet:ap akan berada di lew/ yang sama untuk: net profttnya. 

Kelemahan terbesar metode ini ada1ah net margin perusahaan dapat 

dipengaruhi oleh beberapa falctor yang sebenamya tidal< be<pengaruh apa­

apa terhedap harga maupun gross margin. Oleh karena itu perlu dibuat 

pedoman secara rinci dalam menentukan perbandingan dalam metode inL 

c. ANon Arm's Length Approach: G/obo/ Formulary Apportionment 

Metode ini mengaiokasi.kan keuntunga.n secara konsolidasi satu group 

perusahaan multinasional ke anggota masing·masing perusahaan asosiasinya 

dalam negara yang berbada berdasarkan ketentuan yang diatut di muka dan 

berdasarkan mekanisme formula tertentu. Terdapat riga komponen penting 

dalam penerapan metode ini, yaitu: 

I) Penentuan Wlit yang akan dikenakan pajak, misalnya anak perusabaan dan 

cal>aag dari group perusahaan multinasional harus terdiri atas Wajib Pajak 

global; 

2) Penentuanjumlah keuntungan global yang akuraq 

3) Penetapan formula yang akan digunakan untuk mengalokasikan 

keuntungan global tersebut ke maslng-masing unit. Fonnula tersebut 

biasanya berdasarl<an heberapa kornbinasi barga pokol<, asset, gaj~ dan .. 

petijnalan. 
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Metode ini banyak terdapat kelemaban dalam penerapannya, antara lain: 

1) Metode ini sulit diterapkan karena memerlukan koordinasi dan konsensus 

internasional dalam penentuan fonnula yang dignnakan dan komposisi 

groupnya; 

2) Masing~masing negu.ra ingin memberikan tekanan ata.u memasukkan 

lhl<tor yang berbeda-beda ke dalam fonnula tersebut berdasarkan aktivitas 

atau faktor yang mendominasi masing-masing negara; 

3) Metode ini akan memunculkan tekanan politik yang besar dan masalah 

ekonomi yang komplek serta memerlukan kerjasama intemasional yang 

tidak realistis dalam bidang perpajakan; 

4) Formuia yang dlhitung berdasarkan kombinasi harga pokok. asset, gaji, 

dan penjualan akan menghasilkan persentase keuntungan tetap (flX rate} 

bagi masing-masing anggota di setiap negara tanpa memperhatikan 

perbedaan fungsi, (1.Sset, risiko, dan efisiensi antaranggota;· 

5) Adanya pergerakan nilai tukar yang menghasilkan dampak yang berbeda; 

6) Kesulitan dalarn menentukan penjualan rnasing-masing anggota dan 

penilaian asset khususnya harta tak berwujud; 

7) Karena basis keunlt>ngannya adalah konso!idasi, maka akan mengabaikan 

kegiatan masing-masing anggota baik efisiensi maupun faktor-faktor 

lainoya; 

8) Metode ini akan rnernpertanyakan adanya withholding laX antamegam dan 

akan menolak ketentuan yang ada dalam tax trea/y; 

9) Metode ini tidak memberikan solusi alokasi profit kecuali hanya 

berdasarkan keuntungan grvup secara keseluruhan. Masing-masing group 

diharuskan menyelenggarakan aknnta.nsi sa:ara terpisah padahal tidak 

termasnk dalam group yang menggunakan metode global formulary 

apportionment. 

Berdasarkan alasan-alasan di alas, negara-negara anggota OECD tetap 

menyarakan dukungannya alas kesepakatan penggunaan prinsip ann's length 

yang telah berlaku di antam anggota dan non-anggota dan menyepakati bahwa 

teori alternative dari prinsip (H'm 's length yang dibadirkan oleb global 

formulary apportionment barus ditolak. 
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3. Pendelartan Untuk Menghindari dan Menyelesaikan Masalah Transfer Pricing 

Transfer pricing antam perusahaan asosiasi menyebabkan perseiisihan tidak: 

hanya antam pembayar pajak dengan administrasi pajak, tetapi juga konfrontasi 

antar negara yang beroede berkenaan dengan pembagian panghasilan. Jika dua 

atau lebih administrasi pajak berbeda pendapat dalam penentuan kondisi arm's 

length, pengenaan pajak berganda akan te!jadi. Untuk memecahkan masalah ini 

beberapa instrument yang depat dipakai adalah sebegai berikut: 

a. Kepatuhan Pelaksanaan Transfor Pricing (Transfor Pricing Compliance 

Practices) 

Pelaksanaan kepatuhan dibuat dan diternpkan di masing-masing negara 

tergantung ketentuan domestik dan prosadur adminstrasinya. Pelaksanaan 

kepatuban di masing-masing negara bisa dilakuk:an dengan mengurangi 

kesempatan bagi yang tidak patuh (misalnya melalui pemotongan atau 

pemungutan pajak dan pelaporan infunnasi), menyadiakan bantuan bagi yeng 

patuh (misalnya pendidikan dan mempublikasikan pedoman-pedoman), 

maupua memberikan sanksi bagi yang tidak patuh. Dengan meningketnya 

kepatu.han di masing~masirlg negara akan memberikan dampak negara lain 

(misalnya perusahaan multinasional yang sudab patuh unluk memakai berga 

wajar dalam transaksi anta:rgroupnya maka tida!c akan teljadi pemindahan 

keuntungan (income shifting) antar ncgara sehingga tldak ada negara yang 

dirugikan). 

b. Corresponding A<ijustmeni dan Mutual Agreement Procedure 

Altematif solusi yang dapat dipakei untuk menghindari pemajakan bergunda 

akibar adanya koreksi yang tidak seksms antar negara adalab Mulual 

Agreemenl Procedure (MAP) yang merupakan bentuk penyelesaian masalab 

yang melibaikan administrasi pajak dari negara terkeit dengan melakukan 

konsultasi atau perundingan untuk mencari solusi dari perselisihan berkenaan 

dengan penerapan peljanjian penghindaean pajak berganda. Untuk 

menghindari pengenaan pajak berganda dalam kasus transfer pricing, 

administrasi pajak dapat mempertirubangkan unluk melakukan penyesuaian 

yang seimbang (corresponding a<ijustmeni) sehingga ketike administrasi pajak 

di suatu negara melakukan koreksi dengan meninggikan penjualan denga.n 
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suatu perusahaan sebagai pelaksanaan prinsip arm's length, maka administrasi 

pajak di negara lainnya akan menurunkan keuntungan perusabaan asosiasi 

lawan transaksinya dengan menaikkan harga polrok penjualannya. 

c. Pemeriksaan Pajak Secara Serempak (Simultaneous Tax &mninatwns) 

Alternatif penyelesaian lain untuk mengatasi masalah transfer pricing adalah 

dengan melakakan keljasama 2 (dua) negara alau lebih untuk melakakan 

investigasi. Pemeriksaan pajak secara serempak akan benna!tti!atjika terdapat 

informasi kunci dari suatu negara untuk dipakai sebagai bahan investigasi, 

sebingga secara umwn akan menjadi pemlcu pertukaran infonnasi yang Jebih 

tepat waktu dan efektif. 

d. Sqfe Harbours 

Kesulitan panempen prinsip arm's length dapat diperbaiki dengan 

memberikan situasi agar pembayar pajak dapet mengikuti sebuab ketentuan 

yang sedetbana sebingga barga transfer secara otomads akan diterima oleh 

administrnsi pajak. Ketentuan tersebut adalab "safe harbour" atau "safe 

haven". Sqfe harbOW' merupakan ketentuan yang mernberikan kategori 

pembayar pajak dan membebaskan pembayar pajak yang memenuhi syarat 

dari kewajiban terteutu dan menggantinya dengan kewajiban yang sederhana. 

Safe harbour terdiri atas dua cara tergantung kondisi transaksi yang 

dipengaruhi oleh hubungan istimewa dari pembayar pajak. Pertlllna, transaksi­

tmnsaksi terrentu dikecualikan dari cakupan penerapan ketentuan transfer 

pricing. Kedua, atumn penerapannya disedemanakan (misalnya dengan 

memberikan interval barga atan keuntungan yang barus dipakai). Kedua cara 

tersebut barus direvisi dan dipublikasikan secora periudik oleh aperat pajak. 

e. Advance Pricing Agreemenls (AP A) 

APA merupakan suatu susunan yang menentukan, dahun tnmsaksi yang 

dipengaruhi oleh hubungon istimewa, kriteria tertentu (misalnya metode, 

perbandingan dan penyesuaian yang layak, asumsi-asumsi kejadian masa 

depan yang dipakai) untuk menentukan barga tramfor dari suatu tnmsaksi 

sehuna periode tertentu. APA secam formal dimulai oleh pembayar pajak dan 

kemudian memerlukan negoisasi antara pembayar pajak, satu atau lebih 

perusahaan asosiasi, dan satu atau lebih administras.i pajak. Dalam Undang-
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Undang PPh, APA didefinisikan sebagai kesepakatan antam Wajib Pajak 

dengan Direktur Jenderal Pajak mengenai l>arga jual wajar produk yang 

dihasilkannya kepada pihak-pihak yang mempunyai l>ul>ungan istimewa 

(related parties) dengannya. Tujuan diadakannya APA adalal> untuk 

mengurangi terjadinya penyalahgu.naan transfer pricing oleh perusabaan 

multinasional. Keuntungan dari AP A selain memberikan kepasrian hukwn dan 

kemudahan peng]litungan pajak, fislrus tidak perlu melakukan koreksi atas 

harga jual dan keuntungan produk yang dijual Wajib Pajak kepuda perusahaan 

dalam satu grop yang sama. 

f. Arbitrasi (arbitratian) 

Arbitrasi merupakan mekanisme yang dipakai untuk menyelesaikan 

perselisihan lOA treaty untuk yang tidak dapat dise1esaikan melalui Mutual 

Agreement l'rocedure (MAl'). Biasanya, masalal> pajak berganda diselesaikan 

melalui l\.1AP. Namun demikian hal itu tidak adajaminan bahwa dalam MAP, 

setelah pera udministrasi pajak melakukan perundinga:n, tidal< meng]lasilkan 

suatu persetujuan. Jika hal itu leljadi maka dapat digunakan aibitrasi. 

2.2 E-Coi1Jifli!ITI! 

2.2.1 Pengertian E-Commerce 

Turban (2006) mendefinisikan e-commerce sebagai: 

.., ... the process of buying, selling, transferring, or exchanging 

products, services, and/or infQJ'mation via computer networks, including 

the Internet." 

Pengertian tersebut melibat bahwa pada dasarnya e-commerce terdiri dari proses 

transaksi, produk alau informasi yang ditransaksikan, serta adanya penggunaan 

jwgan komputer. Selanjutnya disal>ulkan bal>wa e-commerce dapat mengambil 

bebempa bentuk tergantung pada tingkat digitalisasi nya. Tingkat digitalisasi 

tersebut berkaitan dengan tiga l>ul yaitu: produk yang dijual, proses, dan delivery 

agent (intermediary). 

Sementam itu Arnold (2002) mendefinisikan a-commerce sebagai: 

'(commercial activities conducted over the inJernet" atau ak.tivitas komersial yang 

dilakukan melalui internet 
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Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan 

transaksi e--commerce dengan tran.~i konvensional berada pada adanya 

digitalisasi produk atau proses, dan adanya penggunaan jarlngan komputer untuk 

memfasilitasi. Turban (2006) sendiri secara garis besar menggambarl<an bentuk 

entitas ekonomi menjadi riga bentuk (terkait tingkat digitalisasi yang digunakan); 

a. Brick-and~mortar (or old--economy), refers to pure physical organizations 

{corp6rati<>ns}. 

b. Virtual (or pure-play), organizations are companies that are engaged only in 

EC 

c. Click-and~mortar (or· click-and-brick), organizaJions (JFe tlwse that conduct 

some e-commerce activities, yet their primary business is done in the physical 

world 

2.2.2 Karakteristik. Kcgiatan E-Commerce 

Konsep hubungan perdagangan e-commerce dapat dibagi menjadi empat 

jenis (Purbo, 2004): 

a. Business to Business atau hubwtgan an1ara pedagang dengan mitra dagang. 

b. Business to Customer atnu hubungan antara pedagang dan pelanggan adalah 

nubungan dasar jual beli. 

c. Busines3 to Employee atau hubungan antara bagian di dalam perusaha.an. 

d. Business to Partner atau hubungan antam pe!anggan dengan administrasi 

pedagang. 

Dilihat dari sudut pa.ndang tmnsaksi bisnis, ada dua jenis e-commerce. 

Yang pertama adalah fronJ-etui e~commerce~ yaitu transaksi melalui e...commerce 

antara peagusaha (baik pribedi m•upun bedan imkum) dengan konsumen. Jenis 

lainnya adalah buck-end e~cormnerce, yaitu transaksi antara. para pengusaha 

menyangk:ut transak:si informasi internal dengan masing~masing pengusaha atau 

antara porn pelaku usaha menyangkut pertukaran data komersial (Purbo, 2004). 

E-cammerce, sebagaimana ditulis oteh Turbea (2006), melibetkan 

bebempa pihak yaitu: 

a. Penjual (Merchant) 

b. Konsumen 
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c. Bank dan Lembaga Keuangan 

d. Penyedia Jaringan (Network Provider) 

Memberikan fusilitas yang dijual kepada penjual, knnswnen, dan bank all!U 

lembaga keuangan dengan menyediakan fusilitas dukungan teknologi berupa 

keamanan sistem jaringan komunikasi, tingkat konektivitas yang tinggi, dan 

jaringan telekomWlikasi. 

e. lnlemet Service Provider (ISP) 

!SP memberikan layanan jasa koneksi ke internet. ISP juga melaknkan jasa 

web /mting (penyimpanan website di server sehingga dapat diakses) dan juga 

penyedia layanan web design (mcntbuat isil desain sebuah website). 

Dibandingkan dengan ttansaksi konvensional, perbedaan utama dati pibnk yang 

terlibat antam e..commerce dan transaksi konvensional adalah adanya Network 

Provider dan lnJemet Service Provider. 

Hardesty ( 1999) mengemukakan bahwa ttansaksi e-commerce mempunyai 

keunikan sendiri jika dibandingkan dengan ttansaksi perdagangan konvensional, 

yaitu: 

a. World Wide Sales 

Hamhallul geografis pada transaksi konvensional dapat dibilaugkan karena 

dalam transaksi e-cammerce dilaksanakan melalui media internet yang 

memungkinkan perusahaan untuk memasarkan produknya secara global. 

Pemheli atau pe!anggan dari manapun asainya dapat dengan mudah 

memperoleh infoimasi tentang barang atau jasa yang ditawarkan suatu 

perusahaan melalui media internet ini. 

b. Remote Operation Q{Web Server 

DaJam transaksi e--commerce selurub operasinya dilak.sa.nakan melalui remote 

web server sebingga tiduk memerlukan pettemuan fisik antara penjual dan 

pemhali. Selain itu transaksi tersebut tiduk terbatas arlanya suatu tempa! yang 

pasti sehingga memungkinkan terjadinya transaksi bisnis lintas negara. 

c. Anonymil)l 

Karena sifatnya yang anonym, maka pelaku d.alam transaksi e-com,..rce, baik 

sebagai penjulll maupun pembeli tiduk akan saling mengenal dan tiduk 

mengetahut identitns masing-masing secara fisik. Karena tidak menggunakan 
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media kerms (paperless) sebagai penyimpan infurmasi tnmsaksi maka tidak 

terdapatjejak audit (audit trail). 

d. Digital Products 

Gagasan utama untuk monjual produk digital merupakan keunikan lersondiri 

dari e-commerce karena produk tersebut dapat dikirlm dan diperjualbelikan 

secara elektronik. sebagai contoh software ynng dapat diunduh melalui 

internet. 

e. lnlmlgibles 

Dalam transaksi e-commerce yang dilaksanakan rnelalui internet, dapat 

dikatakan behwa ttansaksi lersebut bersifat tidak berwujud (intangible) 

sehingge kesulitan yang sering muncul adaluh untuk melakukan idenrlfikesi 

tempat transaksi berlangsung dan kapan transaksi te!liebut dilakukan. 

j C/umging Rules 

Karena keunikan transaksi e-commerce maka diperlukan peraturan pemndang~ 

undangan yang mampu mengadaptasi semua keunikan tersebut, khususnya 

terkait masalah pengenaan petpajakannya mengingat perkembangannya yang 

sangat pesat di masa mendalang. 

Dalam tnmsaksi e-commerce, proses pemesanan dan pemilihan barang, 

penawaran harga, pembayaran transaksi, hingge ke pengiriman barang seluruhnya 

dikomunikasikan langsung melalui komputer atau internet sehingga: tidak 

memertukan kebadiran fisik pihak yang hertrnnsakai. Jasa dan produk digltal, 

seperti perangket lunak dapat dikiritakan secara eleldronik melalui internet kepeda 

pembe!i. Pembe!i dapat dengan mudab memindabken dananya juga secara 

elcktronik ke se!uruh penjuru dwlia (Doemberg, !999). Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa pada dasamya transaksi e-commerce· sebenamya sama dengan transaksi 

konvensional, yang membedakan adalah adanya digitalisasi produk atau proses, 

dan adanya penggunaan jaringan komputer untuk rnemfasiiitasi. Penggunaan 

jaringan komputer ini!ab yang kemudian mcmuneulkan kompleksitas dalam e­

commerce. Hal ini dapat dimaklumi untuk beberapa alasan. Pertama, pihak yang 

memiliki kapasitas dalam mengelola infrastruktur jaringan komputer p!ida 

umumnya adaJab pibak lain di luar konsumen dan merclumt. Kedua, tidak adanya 
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batasan negara yang jelas dalam e-commerce. Ketiga, jenis penghasilan sulit 

diidentifikasi karena produk bersifat illlangible. 

Technical AcMsory Group (fAG) dari OECD pada bulan Februarl 2001 

teJah mengeluarkim laporan dengan judul "Tat treaty characterization issues 

arising from e-commerce" yang berisi 28 jenis transaksi sehubungan dengan e~ 

commerce. Sesuai dengan 28 jenis t:ransaksi sehubungan dengan e..commerce 

yang dikeluarkan oleb Technical Advisory Group dari OECD, maka dapat dibuat 

kategnrijenis penghasillmnya scbagaimana diwaikan dabun tabal2.1 berikut: 

Tabel2.1 Kategori Jenis Penghasilan Menurut OECD 

No. Nama transaksi Jenis penghasilan 

1. Electronic Order Processing of Tangible Products Business income 

2. Electronic Ordering and Dawnloading of Digital BusinefS income 

Products 

3. ElecJronic Ordering and D()Wn/oading of Digital Royolty 

Products for Purposes of Commercial Exploitation of 

the Copyright 

4. Updates and Add- Om Business income 

5. Limited Duration Software and Other Digital Business income 

Information Licences 

6. Single Use Software or Other Digital Product Business incqme 

7. Application Hosting~separote License Business incvme 

8. Application Hosting-bundled Contract Business income 

9. ApplicaJion Service Provider (ASP) Business income 

10. ASP License Fee Business income 

11. Website hosting Busine.ss income 

12. Software Maintenance Business income 

13. Data Warehousing Business income 

14. Customer Supp<~rt Over CompuJer Nerwork Business income 

15. Data Retrieval Business income 

16. Delivery of Exclusive or Other High Value Data Business income 
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17. Advertising Ilusiness income j 

!&. Electronic Access to Projessional Advice (e.g. Business income ! 
Consultancy) I 

' 19. Technical Il!formation Royalty 

20. Infonn£11/on Delivery Business inc.ome 

21. Access to an Interactive Website Busi~·s income 

22. Online Shopping Portals Business income 

23. Online Auctiom Business income 

24. Sales Referral Programs Business income 

25. Conlenl Acquisition Transaction Business income 

26. Streamed (real time) Web-based Broadeasting Business income 

27. Carriage Fees Business income -

28. Subscription to a Website Allowing the Downloading Business income 

of Digital Product 
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APLIKASI TRANSFER PRICING DAL~1 E-COMMERCE 

Westberg dalam Cross Border Taxation of E-Commerce (2002), 

menyalakan metode transal<si tradisional juga lebih dipilih oleh OECD sebagai 

sarana untuk: membangun kewajaran harga pada transaksi-transaksi e-commeroe. 

Sebagaimana dipaparkan dalam bab sebelumnya, ketika metode-metode tersebut 

tldak dapat diterapkan karena tidak cukup didapatkanuya data transoksl yang 

bebas, atau karena data yang didapatkan tidak cukup andal atau karena data yang 

didapatkan tidak cukup andal karena usaha yang terintegrasi, yang rnenyebabkan 

transactionol profit method dapat digunakan. Dengan menerapkan panduan yang 

ada dalam mengevaluasi transaksi gabungan daripada transaksi yang wrpisah, 

beberapa kesulitan dalam menerapkan metode transaksi dapat dikurangi. 

E..commerce meliputi rangkaian aktivitas usaha yang berbeda antar 

beberapa negara, Transaksi tertentu seperti penjuatan yang melibatkan pemesanan 

dan pembayaran melalui internet, pada urnumnya bukan merupakan masalah 

transfer pricing yang rumit. Beberapa transaksi lain merupakan transaksi yang 

lebih terintegrasi antara bebempa pihak di beberapa wilayab bukum yang berbeda 

dan juga dengan beberapa tranaaksi lain. Untuk transaksi tersebut, metode 

ttadisional akan kurang repat diterapkan. 

Delam arm's length principle, jumlah laba yang disembkan kepada Bentuk 

Usaba Tetap akan ditentukan oleh fimgsi-fungsi yang dilakukannya. Aset yang 

digunakan dan asumsi-asumsi risiko yang rnenjadi beban juga merupakan faktor 

penentu tersebut. Dalam kasus server tunggal (stund..alone se~Wr), hanya terdapat 

fimgsi-fimgsi rutinitas yang umurnnya dilaksanakan. Ini berarti, meskipun server 

tersebut dianggap sebaga.i suatu Bentuk Usaha Tetap. secara normal hanya laba 

tertentu yang dilimpabkan sebagai laba Bentuk Usaha Tetap rersebut 
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3.1 Penenluan Laba Wajar (Arm's Length Profit) Anak Perusahaan dalam 

Transaksi E-Commerce dan Apliknsi Transfer Pricing Methcd 

Pada perkembangan usaha saat in4 e-commerce bukanlah sesuatu yang 

luar biasa, melainkan lelab jamak digunakan hampir di setiap transaksl. 

Penggunaan e-commerce yang memuda.hkan pertukaran informasi,pernotongan 

jaJur "birokrasi pasar• serta jalur distribusi, mempakan alasan mengapa penelitian 

ini menempatkan e-commerce sebagai hahan penelitian, terutama berhubungan 

dengan transfer pricing. Berikut merupakan paparan aplikasi transfer pricing 

method dalam transaksi e-ccmmerce yang dirujak dari OECD Tax Policy Studies. 

E-commerce; Transfer Pricing and Business Profit Taxation (2005). 

3.1.1 Server Dioperasikan oleh Anak Perusahaan 

Pada variasi ini. terdapat dua situasi yang berbeda yang akan dibahas. 

Yang pertama adalah situasi di mana dua peruaahaan yang merupakan indak dan 

aoak perusahaan yWlg memhentuk straktur berupa Wlak peruaahaWJ berlakn 

sebagai dislributor. Sedangkan situasi yang kedua adalah situasi di mana salah 

satu merupakan service provider. 

3.Ll.l Anak Perosahaan sebagai Distributor 

Dalam situasi ini dapat dipaparkan sebagai berikut 

lndak perusahaao di negara A dan merupakan residen negara A, adalab 

peruaahaan yang bergeruk di bidang on-line distributor alas prodak-prodak 

digital. Jndak peruaahaan ini membeli hak (right) untuk mendistribusikon produk 

digital tetsebut seeara penuh dan membuat beberapa variasi prodak untuk dijual 

pada level konsumen melalui ·tvebsite. 

Website perusabaan Induk berisi catalog, uotuk memamerkan produk serta 

memungkinka.n konsumen untuk membeli secara on-line. Konsumen dapat 

memilih wttuk membeli physical copy at:au mengunduh versi digital yang 

tersedia. 

Anak perusahaan yang berada di negara B, yang kepemilikonnya 100% 

milik perusahaan induk, mengopersikan server tunggal. Pimpinan perusahaan 

anak ini bertanggung jawab terhadap operasional usaba di negara B dan 
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menandatangani kontrak dengan perusahaan induk dalam hal hubungannya 

sebagai dislributor produk-produk perusahaan induk. Anak perusahaan ini juga 

mengelola server dimana website perusahaan induk berada. 

Penggamb8lall variasi lransaksi ini dapet dilihat dalam skema berilrut; 

L N,..rac I 
' 

[ NegaraA J ' [ "'"'"' •l ' I I I I • I I I • I I Web$/teof I I Server by B!')'ing parent comparty, as ' ' SUb$ldlary Pemll!k Rights acatofog +----
' ' ' ~erver 
' ' ' ' ' I ' ' Online Order ' ' ' ' Delivery ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

Konsumen 

. . Gam bar 3,1 Perusahaan Anak sebaga1 Distributor 

Fungsi~fungsi yang berhubungan dengan distributor~ terrnasuk: pembuatan 

keputusan berdasarknn pemesanan persediaan serta persediaan yang harus 

ditangani; negosiasi sehubungan dengan kondisi supplier; keputusan rnengenai 

hatga. produk; pemasaran dan promosi; menyediakan kontak bagi konsumen; 

rnenandatangani kontrak dengan konsumen; mengatur pendistribusian produk; 

pengawasan kredit. termasuk pengnmbilan keputusan atas kredit dan 

pengaturannya; mengatur pendanaan; melakukan fungsi akuntansi. 

Dengan asumsi bahwa tidak ada personil anak perusabaan yang berada di 

lokesi server. Namun demikian, keberadaan direktur yang diMgket berdasarkan 

Undang-Undang hams dicetmati juga apakah ia menjalankan fungsi tambahan 

(dan juga meniiai asumsi pada risiko~risiko terkait) yaitu mengatur fungsi-fungsi 

yang berus dilaksanaken oleh sub-kon!Iaktor. Harus dicermati pula, apakeh 

direktur banya merupakan "pimpinan boneka". ataukah ilcut melaksanakan fungsi 

yang lebih banyak lagi, dan apakah direktur terse but memilild cukup modal untuk 
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menanggung risiko. Sebab, hila direktur illi merupakan pimpinan boneka, maka 

perusabaan anak tidak memiliki kemampuan untuk menawar, membuat keputusan 

ataupun melaksanakan kegiamn-kegiatan sebagaimana fungsi penjualan dan 

fungsi distribusi yang nonnal. Dan ketika direktllr tersebut merupakan pirnpillan 

boneke, anak perusnbaan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi 

dan pengawasan atas risiko--rlsiko yang melekat pada fungsi distribusi maupun 

fungsi penjualan atau yang ditimbuikan oleimya. Sehingge, peda kasus illi model 

distribusi tidak tepat untuk memaparkan situasi ini, yang merupakan basis untuk 

melakukan evaluasi transfer pricing antara perusahaan induk dan perusahaan 

anak. 

Dalam model/variasi ini, dapat pula dila.kulom analisis bagaimana aplikasi 

dari metode transfer pricing dapat diltiku.kan serta bagaimana menentukan arm's 

length profit atas perusahaan anak yang berlaku sebagai distributor. Di mana titik 

awal pengujian akan dilakakan dengan membandillgkan lnu!saksi yang dilakakan 

oleh pihak independen di mana comparable uncontrolled price (CUP) dapat 

diterapkan. Transaksi harus berimbang dari segi limgsi yang dilakakan, aset yang 

digunakan dan risiko (atau Jruranguya risiko) yang digunakan sebagai asumsi. 

Namun, untuk menetapkan kompensasi wajar (arm's length compensation) 

untuk pemindahtanganan hak penggunaan bamng tak berwujud (inlangib/es) 

seperti perangkat Janak dan merek belum diuji, karena sulitnya mencari produk 

yong berimbang untuk dapat diperbondillgkan. Ketika tidak tersedia lnmsaksi 

yang dapat diperbaadingkan untuk dapat menggunakan metode CUP secara 

mandiri, maka barns ditemukan harga wajar {arm's length price) untuk perangkat 

lunak yang digunakan dalam fungsi perbandingan. 

Ketikn metode CUP tidak dapat ditempkan sepenuimya. masih 

dimungkinkan untuk menerapkan metode Cost Plus untuk: menentukan imbalan 

yang wl\iar (arm's length reward) begi suatu perusal~aan. Biaya yllng harus 

diperhitungkan adalah biaya langsung maupun tidak langsung yang ditanggung 

oleh anak perusabaan untuk dapat menghasiikan Jayanan tersebut, misalnya biaya 

sewa, aslll'Wls~ lisl:rik, komunikasiJ dan lain-lain. Matjin laba yang wajar (ann's 

length profit mark-up) dapat diketahui dengan mempertimbangkan marjin yang 
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serupa yang dibebankan di dalam perjanjian oleh distributor indapenden. Metode 

transaksi tredisional lainnya yang dicantumkan dalam Guideli,.,s juga dapat 

dikanpkan apabila s!mldas kesebandingan dapat dipennbi. 

Ketikll metode transal<si tradisional tidak dapat dikanpkan secara mandiri, 

amu sama sekali tidak dapat diterapkan, metode transactional profit dapat 

digunakan untuk menentukan pendapatan wajar (arm's length ro/tml), termasuk 

net margin method (TN1vfM). Sehingga analisis net margin analysis over costs 

dapat dilakukan. 

3. 1.1.2 Perusahaan Anak: sebagai Service Provider 

Situasi yang kadua dapat dipaparkan sebagai berikut. 

Perusahaan anak mengoperasikan suatu serv~r tunggaJ (single server). 

Peru.sahaan anak juga meml!iki seorang direktur parub waktu. Secara legal, 

direktur bertanggung jawab atas opemsional anak peru.sahaan di negara B, dan 

menandatangani kontrak dengan perusahaan induk untuk menjalin hubungan 

sebagai service provider bagi perusahaan induk. DaJam perjanjian in~ disebutkan 

bnbwa anak peru.sahaan adalnb host bagi perusnbaan induk untuk menampilkan 

produk-produk perusnbaan induk pada server rersebut. 

Dakan bal ini, analisis yang dapat dilakukan mengacu pada bagairnana 

prinsip arm's length dapat diidentif!kasi. Peljanjian kontrak yang disebulkan 

dalam situasi ke dua ini, menunjukkan bahwa secara st:ruk:tural, anak. perusahaan 

merupa.kan service provider, meskipun bagi konswnen. anal< perusabaan ini 

bergerak selayaknya sebagai retailer. Peru.sahaan anak memiliki direktur 

sebagaimana yang telnb ditetapl<lin dalam pemturan, dan memiliki kemungkinan 

untuk menjalankan fungsi tan1bnban lain (serta mengasurniklln risiko-risiko yang 

berkaitan dengan itu), misalnya dengan melakukan fungsi yang sudah 

dilaksanakan oleb sub-kontraktor. Sehingga, baik secara faktual maupun 

fungsiona~ terungl<sp bnbwa lremungkinan kegiatan yang dilakukan oleb auak 

perusahaan banya berkisar pada aspek-aspak rutin (dan autonomous) alas fungsi 

penjualan. Fungsi utarna penjualan telah dilakakan oleh pemsnbaan induk. 

A.kibatnya ia tidak ak.an konsisten dengan analisis faktual dan analisis fungsional 

di mana perusahaan induk mengaswnsikan risiko substantif atas kredit ataupun 
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risiko substantif pasar berada di luar risiko yang terkait dengan biaya layanan 

(service fee) itu sendirl. Risiko substandf alas kredit timbul dari risiko pasar, dan 

yang terkait dengan fungsi yang dilakukan o!eh perusahaan induk. 

Batasan dan persyaratan dalam kontrak tidak dapat ditentukan jika tidak 

konsisten dengan pihak-pihak yang !erika~ dan dengan substansi ekonomi. 

Misalnya dalam kon!Iak antara perusahaan induk dan perusahaan anak yang 

menetapkan risiko kredit kepada anak perusahaan. Namun, dalam keadaan anak 

perusahaan tidak memilik.i personil untuk mengevaluasi dan memantau risiko, 

serta kekurangan modal (sebab pembayaran dilakukan langsung kepeda rekening 

induk perusahaan), nampakoya aka.n sangat susah bagi anak perosabaan untuk 

menopang kerugian yang mungkin yang berhubungan dengan risiko. Guideline 

memberikan kemudahan dengan melak:ukan penyesuaian untuk mencerminkan 

kondisi deri pihak-pihak yang telab terikat dalam kon!Iak sesuai dengan 

kenyataan ekonomi dan komersial dari pihak-pihak tersebu~ yang disepakati 

secara wajar. 

Analisis batasan/persyaratan dalam kon!Iak (tel7lll! of contract) sangat 

rnembantu dalam menentukan bagairnana tanggangjawab, risiko dan manfuat dari 

pengaturan service akan dibagi antara para pihak dan apekab pengatunm tersebut 

sebagai kontrak service provider atau service provider yang independen. Per[u 

diperharikan pula pecan direktur perusabaan anak, apakah direktur tersebut hanya 

boneka atau apakah ia memainkan pecan yang lebih aktif dan mampu meiakukan 

sub-kon!Iak fungsi lebih lanjut. lika orang ini adalab hanya sehnab boneke, maka 

perusabaan anak kekurangan personll nntuk memantau dan mengevaluasi risikn 

yang melekat all!u yang dibuat oleh fungsi yang terkait dengan model service 

provider independen dan karena itu kemtmgkinan besar a.knn dipandang sebagai 

contract service provider. 
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Berikut akan disaji.kan alur trnnsaksi sebagaimana uraian di atas; 

[ Negara c l ' 
[ Neg•raA) • J Neg•raB J 

I • • • 
I ' • • 
I • • • Website of • ~Mg parent companv~ as I Server by 

I subsidiary Pemllik Rights arotolog ·---• I 
I r>erver • I I 
I I 

• ' Oniine Order I • ' I C<J""""' • I I $en>ice provider, • • • Delivery 
• ' • • 

l(Onsumen 

. . . Gambar 3.2 Perusahaan Anak Sebagat Servwe provsder 

Dalam model service provider ini, metode transfer pncmg dapat 

dipaparkan sebagai berikut. Pengujian dilakukan jika terdopot transaksi yang 

sebanding yang dilakukan oleh .iervice provider yang independen di mana 

metode Comparabie Uncontrolled Price (CUP) dapat diterapkan. Tnmsaksi 

tersebut hams dapat dibandingkan dari segi fungsi yang dilakukan, aset yang 

digunukan dan risiko yang diasumsikan. 

Namun. untuk menetapkan kompensasi yang wajar (arm's length 

compensation) untuk pemindahtanganan hak untuk menggunakan penmgkat lunak 

mungkin tidak dapat diuji seca.ra mudah, kanma kes:ulitan utu.k menemukan 

prnduk yang eukup berimbang. Ketiks tidal< ada ttansaksi yang tersedia untuk 

diperbandingkmt dengan menggunakan metode CUP, kita dapat mencoba untuk 

menemukan adanya barga wajar parangkat lunak tersebut yang digunakan untuk 

fungsi parbandingan. 

Ketika metode CUP tidal< dapat diterapkan, maka masih dapat dilakukan 

untuk menerapkan cost plus method dalam menentukan imbaian yang wajar 

(arm's length reward) bagi suatu perusahaan. Biaya tersebut adalah biaya 

langaung dan biaya tidal< langsung yang ditimbuikan oleh perusahaan anak 
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dalam usaha service provider ( misalnya biaya sewa, asu.ransi,. listrik. saluran 

komunikllsi, dan lain-lain). Ann's length mark-up dapat ditemukan dengan 

mempertimbangkan mark-up yang ditetapkan dalam peljanjian yang serupa oleh 

perusahaan independen. Metode trnnsaksi tradisional 1a.innya yang ditemukan 

dalam Guidelines juga dapat diterapkan biianuma standamya teq>enuhi. 

Ketika metode transaksi trndisional tidak dapat diterapkan secare mandiri 

atau SIIJ.lla sekali tidal< dapat diterapkan, maka metode keuntungan transaksi 

(transactional profit method) dapat diganakan untuk menentukan adanya return 

yang w~ar (arm~ length return), termasuk net margin method (TNMM). 

3.1.2 Multiple Server 

Dalam banyak kesempatan, pengus.aha ingin agar konswnen dapat dilayani 

dengan baik Penggunaan server pun saat ini tidak banya diserahkan pada satu 

layanan server saja, meiainkan mulai beralih dengan menggunakan jasa dari 

banyak server. Keunggulan mengandalkan beberapa server antata lain: kecepatan 

pada akses pelanggan atas, dan interaksi dengan, website memberikan ekstra 

keamanan dan mengurangi risiko yang terkait dengan tek.nologi breakdowns. 

Perbedaan utama yang relevan dari sudut pandang pajak, adalah bahwa 

fungsi yang dilakukan secara eksklusif oleh anak perusahaan dari server di negara 

B dalam multiple server ini dilakukan berswna antam beberapa server. Namun.. 

calrupan fungsi yang dilakukan oleh salah satu server dalam hal transaksi (mulai 

dari ketika caJon pelanggan melakakan komunikasi dengan website pamsahaan 

induk sampai dengan ketika pelanggan menerima pengirinaan produk) telap sarruL 

Tetapi volume transaksi akan dibagi an tara server di berbagai negara. Keberadaan 

beberapa server mela.lrnkan fungsi sama berkontribusi untuk mengurangi rlsiko 

yang terkait dengan pengoperasian suatu server. 
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Transaksi ini dapat digambarkan dengan skema berikut: 

! N'!lara C 1 ! Neg"a A] 
I 

I 
I 

l 

Pem!l!k Rfght!J 
~ng 

Website of 
parent componys os 

acata/Qg 

' • ' • I 
• ' ~erver 
+---
' ' 

Gatnbar 3.3 Multiple Server 

Sentetby 
subsid!ory 

Server by 
subsidiary 

Server by 
sub$idlwy 
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Prinsip-prinsip yang berkembang di bagia.n "penetapan laba wajar (arm's 

length prqfit) perusahaan anal<" tetap berloku unwk eontoh in~ walanpun isu 

adminisUasi dan isu kepatuhan mungkin lebih sulit. V ariasi ini mengasumsikan 

bahwa semua langkah transaksi komersial dilakukan oleh satu server. setelah 

sef'11(!r tertentu telab dipilih. Sehingga. tidak ada masalah tram;fer pricing yang 

timbul sehubungan denga.n transak:si antara dua atau lebib server karena ttansaksi 

tidak te!jadi. 

3.1.3 Technical Support Staff in Subsidiary 

Pada variasi in~ diasumslkan terdapat personil yang hadir di negara B 

untuk menjaiankan tugas~tugas berik:ut: menjamin pemetiharaan server. untuk 

melakukan perbaikan hardware dan mengidentiflkasi masalah yang 

mempengaruhi pengoperasian website. PersonU inijuga bertanggungjawab untuk 

menangani trouble--shooting dengan pelanggan atau pengunjung situs web di 

seluruh dunia yang mengaiami kesulitan dengan situs web, khususn:ya dalam 

kaitannya dengan transaksi on-line. Terakhir, personi1 tersebut juga menyediakan 
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layanan puma-jual dan dukungan kepada pelanggan. lntemksi dengan pelanggan 

atau ealon pelanggan dilakukan secara on-line. maupun melaiui telepon. 

Dalam variasi yang IIielibatkan personil dalam menjalankan server di 

negara B. dapat dilihat bagaimana apUkasi transfer pricing method diterapkan. 

Pada distrilJuior mod/!4 ketika perusahaan anak menyediakanjasa mara mandiri, 

ini mungkin be~pengaruh pada keuntungan danfatau harga pmduk perusahaan 

anak tersebut kecwili perusahaan lll!ak dapat meiakukannya dengan biaya rendeb. 

Skema transaksi dengan variasi technical support stqff pada perusahaan 

anak digambarkan dengan gambar 3.4 sebagai berikut: 

Negarac 

Pemillk Rights 

l 
' ' ~ing 

Website of 
parent company, as 

acotalog 

Online Order 

Konsumen 

Gamhar 3.4 Technical Support Stqff in 8ubsidiary 

Selain itu, ap1ikasi yang dapat diidentifikasi pada service provider model 

adalab terdapamya keuntungan tambaban """' fungsi yang dilakukan, Dimana 

ketika cost piu8 me/hod diterapkan, biaya dasar (cost base) berdasarkan referensi 

(reftrence} hingga perhitungan biaya plus (cost plus) yang dilakukun akan 

mencenniukan tambaban biaya langanng dan tidak langsung yang ditimbulkan 

oleh perusahaan anak (berdesar kompensasi karyawan). Demikian pula, mark-up 

wajar yang depat ditetapkan (applicable arm's length mark-up) akan 

mencennlnkan berbagai sifat dan fungsi perusahaan anak tersebut. 
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3.1.4 Website Sepenuhnya Dikembangkan oleh Perusallaan Anak 

Pada variasi ini, terdapat perbed.aan pada sejarah penciptaan website 

tersebut. Hal tni diasumsikan bahwa ketika server didirikan, saat itu pula terdapat 

personil dari anak perusahaan, dan telah melaknkan pengembangan perangkat 

lunak, dan secara hertahap melakukan upgrade atas konfigurasi website hingga 

tampilan akhimya. Pengembangan perangkat lunak itu sendiri dimungkinkan 

untuk dils.ksanakan oleh personii dari anak perusahaan sendiri a.tau dapat pula 

dilimpahkan (outsawced) kepada piltak ketiga, dan personil perusahaan anak 

hanya memantau perkembangan. Biaya pembangunan yang signiflkan dikeluarkan 

oleh perusahaan anak di negara B. 

Beriktrt digamba.rkan skema transaksi untuk variasi website yang 

sepenuhnya dikembangkan oleh perusahaan anak: 

Negarac 

Konsumen 

Website of 
parent campurw, Qs 

a catafag 

Aplikasi transfer pricing yang memungkinkan pada variasi ini~ dapat 

dil!hat dari sisi distributor model maupun dari service provider model. Pada 

4/slr/buror model, perhedaan situasi adalah hahwa anak perusahaan adalah 

pemilik dari situs web dan tidak lagi perlu mempertimbangkan perusahaan induk 

sebagai pengguna perangkat Junak. Pada variasi ini, perusahaan anak ditetapkan 

sebagai yang berhak menerima keuntungan ekonomi yang timbul dari ekspioitasi 

komersial atas software. 
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Berbeda dari distributor IIIC<kl, pada server prol'ider mode/, keuntungan 

wajar berupa biaya jasa yang dapat diperkirakan oleh anak perusahaan, yang 

mungkin akan diperoleh dari layanan yang sama yang dilakukan oleh perusah3l!ll 

independen akan dikenakan biaya yang sama (sesuai CUP). Dimungkin]Gm, untuk 

tujuan ini, untuk menemuken operasi dangan karalcteristik serupa, amu dengan 

tingkat yang rnemadai untuk dapat rnelakukan penyesuaian yang relevan. Hal ini 

bergana untuk membendingkan antar layunan yang biasa diberiken oleh sebueh 

penyedia layanan internet. Saat ini sebagian besar host softwwe dikembangkan 

atau diperoleh olen pam pelanggan. tetapi menggunakan penmgket lunak sendiri 

(yang telall dibeli alau dikemllangkan sendiri} untuk manyediakan portal ke 

internet. Da1am variasi ini perusahaan anak tidak lebih dari sekedar 

mengembangkan perangket lunak yang dimiliki oleh "pelanggan" pada server-nya 

serta menyediakan portal ke internet. 

3.2 Pol a Khu Dari E-Commeree.Audion Model 

3.2.1 Customer-to~Customer 

Jlustrasi atas e~commerce auction dapat diberikan sebagai berikut. 

Sebuall perusallaan, di negara A mungkin terlibat dalarn melaksanakan 

pelelangan elektronik unto.k penjualan Cu.stomer to Cusromer (selanjutnya disebut 

C2C}, di mana perusahaan tersebut beroperasi secara global dan perdagangan 

internasional memungkinkan untuk dilakukan. Perusahaan A adalah pemilik 

perangket kerns dan perangket lunak termasuk perangket situs yang memiilsilitasi 

online auction. Sistem dan perangkat lunak, terrnasuk perangkat situs tersebut. 

dikembangkan dan dikelola oleh personil Perusallaan A. 

Website menawarkan 1ayanan untuk: penjual untuk mengirim barang 

mereka untuk dijual dan memungkinkan pembeli untuk menawar pa.da item 

tersebut. Sebuah perusahaan situs penjualan host-nya di satu $erver yang dimiliki 

dan dioperasikan oleh Perusahaan B, yang 100% milik anak perusahaan A di 

negara B. Tidak ada personil yang berada di server yang dioperasikan oleh 

Perusal)aan A dan B. Perusahaan B telah menandatangani kontrak, di mana. B 

adalall perusallaan yang bertanggung jawab untuk keseluruhan proses auctioning 
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(registrui penjua! dan pembe!i, mengumpulkan biaya, infonnasi tentang penjual 

dan pembeli pada transaksi, mengumpulkan pembayaran oleh pembeli, dan 

meneruskan pembayaran kepeda penjual). Perusahaan B diberi imbalan denga.n 

persentase tertentu dari pendapetan (jumlah total foe tetap). 

Pe:mjual dan pembeli harus mendaft:ar seeant online agar dapat 

berpa.rtisipasi dalam penjualan online. Fee tetap ditetnpkan oleh penjual di muka 

untuk setiap produk: yang tercantum dalam pelelangan. Server secara otomatis 

mencari kebenaran atas ka.rtu kredit dari penerbit kartu kredit penjual sebelum 

pendaftaran dapat diselesaikan. Pembeli dapat mengakses penjualan online secara 

gratis. Pendaftaran dari pembeli melibalkan pembuatan akun yang dihubungkan 

ke kartu k:redit pembeli potensial untuk mengadakan pembaya.ran hingga pembeli 

menerima barang dari penjual (escrow service). 

Berikut akan dimjikan alur transaksi sebagaimana papanm di atas: 

Negara B 

Web,yftec>/ 
parent company, as a Server by 

cata/Qg ofaucfir:m subsidiary 
(softwure-t-hardware) 

Seller 
Delivery by 
Company A 

Worldwide 

-G 
Buyer 

Daiam transaksi yang berbenhik C2C in~ dapat dilihat bagaimana transfor 

pricing dapat diterapkan. Titik awal untuk analisis ini akan menguji bila terdapat 

transaksi untuk dibandingkan yang dilakukan oleh service provider independen 

sebagaimana comparable uncontrolled price (CUP) dapat diternpkan. Transaksi 
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tersebut masih horus dibandingkan dari segi fungsi yang dilakukan, aset yang 

digunakan dan risiko yang diasumsikan. 

Namun, menetapbn kewajaran kompensasi untuk pemindahtanganan bak 

dalam menggunakun perangkat hmak dan pemasaran barang tuk berwujud 

(intangible) tidak mudah, karena sulitnya mencari produk yang cukup berimbang. 

Kotila! tersedia tramuksi untuk dibandingkan guna memperoleh kepereayaan pada 

metode CUP seoara mandiri, maka dimungklnkan untuk menetapbn cost plus 

metlwd untuk menentukan imbalan wajar {arm's length reward) bagi Perusabaan 

B. Biaya yang diperhitungbn dalam ukun tersebut adalah biaya hmgsung dan 

tidak langsung yang dikeluarbn oleh Perusahaan B dalam rangka penyediaan 

layanan (sewa. asurans~ listrik, jalut komunikasi, dan lain~lain). Keuntungan 

wajar (ann'slength profit mark-up) dapat ditentukan dangan mempertimbengkan 

mork-1rp yang ditetapkan dalam peJjanjhm serupa oleh perusahaan independen. 

MJ>tode transaksi tradisional lainnya yang terdapat dalam Guide/im;s juga dapat 

diternpbn hila standar kesebendingan terpenahi. Ketika metode transaksi 

tradisional tidak dapat diterapkan secara mandiri atau tidak dapat diterapkan sama 

sekal~ maka metoda keuntungan transaksi (transactional profit method) dapat 

digunakan untuk mcnentukan penghasilan wajar (arm's length return). 

3.2.2 Business to Business 

Jlustrasi B2B dapat diilustrasikan sebagai berikuL 

Perusahaan yang berlokasi di negara A dan telah dikembangbn seoarn 

online untuk penjualan dalam bentuk business-to~business (selanjutnya disebut 

B2B) penjualan barang. Lelang online beriangsung dua kali dalam satu h~ da11 

dapat diikuti oleh pembeli sec.ara realtime online. Lelang online ini lebih mudah 

diukses oleh pasar bagi kedua pihak, baik pembeli da11 pemasok. Tidak ada lagi 

dibutuhkan bagi pembeli untuk memilild agen yang hadir pada lelang tersebu~ 

karena mereka bisa melihat produk dan tempe! penawaran mereka secam online. 

Pemasok tidak lagi hams membawa fisik produk milik meraka dalam pelelangan 

sebelwn dapat mereka jual, yang berguna untuk barang tidak tahan lama Semua 

pemasok melakukan bisnis mereka di negara B. 
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Sistem dan perengkat lunak, tennasuk yang terdapat dalarn situs, 

dikembangkan~ dikeloia dan dipantau oleh Perusahatm A Website dikelola pada 

server yang dimiliki dan dioperas:ikan oieb Perusahaan B. anak perusahaan yang 

berada dl negara B. Perusahaan ini tidak mempunyai slaf untuk pengoperasian 

secara lelang online karena sepe:nubnya merupakan proses otomatis. Perusahaan B 

mengoperasik.an lelang: online, mengatur penyelesaian keuangan dari setiap 

transuks~ dan menyediukan layanan tambahan seperti mengatur transportasi. 

Berbagai fungsi dan Jayanan yang dilakukan secara otomatis oleh server di negara 

B. Satu-satunya fungsi yang memerlukan kehadiran fisik edalah pemeriksaan 

kualitas (quality check) yang dilakukan unsuk Perusahaan B oleh para ahli 

independen. Ilustmsi untuk transaksi B2B dapat digamhar sebagai berikut: 

~bsiteof 
parent company, as a 

catalog of OUL'Ilon 
(softwtm:+hardware) 

Negara 8 

server by 
subsfdiary 

I 
I 
I 
I 
I 

Worldwide 

Battks 

Perusahaan A telah membuat keputusan penting sehubungan dengan 

fungsi dan kondisi di mana perangkat keras dan perangkat hmuk harus depat 

bekerja. Ini bemrti bahwa risiko yang terkait dengan penggunaan aset seperti itu 

ukan tetap bereda peda Perusahaan A. Kwangnya perS<mil yeng terlibat dalam 

pengopemsian pe!elangan menyebabka.n kesutitan bagi perusahaan B untuk 
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bemnggapan babwa lebih banyak risiko rutin yang secara langsung berkaitan 

dengan fungsi otomatis yang dilakukan. Bahkan risiko yang timbul dari 

pemeriksaan kualitas dlambil didasarl:an pada keputusan yang telah dibuat oleh 

Perusahaan A. 

Titik awai analisis ini adatah dengan memband:ingkan transaksi denga.n 

transaksi yang dilakukan oleh (kontrak) service provickr independen seperti 

membandingkan comparable uncontrolled price (CUP) yang diterapkan. 

Transaksi tersebut akan dibandingkan dari segi fungsi yang dihlkukan, aset yang 

digunakan dan risiko yang diasumsik:an. Namun akan menjadi tidak mungkin 

bahwa transaksi sebanding akan tersedia, agar metnde CUP dapat diterapkan 

secara mandiri, da1am situasi yang tidak terkait 

Perusahaan B dapat dilihat sebagai service provider yang cocok 

menggunakan metode berbasis biaya {oosl-based metlwd). Biaya yang akan 

dimasukkan ke dalam akun tersebut adalah biaya langsung dan tidak langsung 

yang ditimbulkan oleh Perusahaan B dalam rangka penyediaan Jayanan (sewa, 

asuransi. listrik, saluran komwtikasi, dan lain-lain) dan di sini tennasuk juga biaya 

pembiayaan perangkat lunak yang ia miliki. Arm's length profit mark-up dapat 

ditemukan dengan mempethatik:an mark-up yang dibebankan dan !<>rtuang dalam 

petjanjian serupe yang dibuat oleh perusahaan indepanden. Metnde tronsaksi 

tradisionallainnya yang dapat ditemukan dalam Guidelines juga dapat dilerapkan 

ketika standar petbandingan terpenuhi. Ketika metode tronsaksi tradisional tidak 

dapat diterapkan secara mandiri atau tidak. dapa:t diterapkan sama sekali, roaka 

transactional profit method dapat digunakan Wltuk. menentukan keWltungan wajar 

(ann's length return). 

3.3 ApHkasi Tronsfer Pricing di Indonesia 

Indonesia merupakan negru:a berl<embang yang memi11ld potensi besar 

dalam hal pasar, sebagai konsekuensi dari besamya penduduk Indonesia. l'<ltensi 

pasar ini tenlu merupakan tatget pemasaran bail< bagi perusahaan domestik 

maupun perusahaan asing dan perusahaan-perusahaan multinasional. Transaksi 
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yang terjadi antar peruSahaan~perusahaan tersebut tentu akan menjadi sangat rum it 

terrnasuk bagaimana mengidentifikasi praktik tramfer pricing pada e-commeree. 

Di Indonesia, sebagaimana dipaparkan oleh Prasetyo dan Widjajarso 

(2008) praktik tranifer pricing banyak teJjarli. WalauplUl demikian, Direktorat 

Jendeml Pajak lllmpaknya balum memiliki lretentuan yang memadai untuk 

menghadapi masalah penyalabgunaan transfer pricing intemasional. Meskipun 

peraturan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan ttansaksi tersebut telah ditetapkan 

dalam Undang-Undang Pajak Pengbasilan, yang masih sangat luas dan sederbana 

sifatnya dan tidak disertai dengan rincian serta tidak melakukan sosiailsasi yang 

up-to-date sebagai panduan bagi Wajib Pajak dan para auditor. Fakta ini 

sebenamya aneh mengblgat perusahaan dipejaki dengan tarif progresif dengan 

tingkat marjinal tertinggi sahesar 30%, yang merupaksn tarif yang tergolong 

tinggi ke sembilan di Asia (dengan amandemen Undang-Undang Nomor 36 tahun 

2008 tentang Pajak Pengbasilan, telah diubah menjadi tarif flat sebesar 28%, 

berlaku efektif sejak 1 Januarl2009). 

Prasetyo dan Widjajarso (2008) juga menyatakan bahwa minimalisasi 

pajak arlalah salah satu aspek dari keseluruban maksimalisasi !aba usaha bagi 

perusahaan-pemsahaan mu!tinasional Akiba1nya. lretentnan <UUi tax INOidance 

yang tidak tepat digunakan. Sehubungan dengan hal ini, Prasetyo dan Widjajarso 

(2008) juga mengutip bahwa Menteri Keuangan Indonesia parla November 2005 

meoyatakan behwa terdapat sekitar 750 perusahaan asing yang merugi dan 

mengbindari pejak, yang lremungkinan dilakukan melalui panggunaan tranaaksi 

transfer pricing. Seianjutnya,. Menteri Keuangan juga menyatak:an bahwa 

sejumlah perusehaan milik asing dari sedikitnya lima negara (termasuk Korea 

Selatan, Jepang, Amerika Serika~ Auslmlia dan beberapa negara Eropa) ter!ibat 

dalam penyalahgunaan transfer pricing. Ia menambahkan bahwa yang rnenjadi 

masalah adalah tidak adanya petunjuk telmis yang komprehensif mengenai 

akuntansi dan prosedur audit yang dilakukan pada tran:ifer pricing. 

Semakin baeyak perusahaan yang bermain daiam perukonomian 

Indonesia, tentu memerlukan pengaturan yang tidak sederbana. Banyak aspek 
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yang horus diperbatikan terutama aspek perpajakan dalam transaksi-uansaksi 

yang semakin rumit 

Daiam pengatwan transfer pricing maupwt e.-commerce akan dijabarkan 

sebagai berikut. 

3.3.1 Ketentuan Transfer Pricing Indonesia 

Trcmsfer pricing dalam peraturan Indonesia secara umum pertama 

diperkenalkan peda tahun 1983 pada Undang-Undaeg Pajak Penghasilan, yang 

ternkhir diubab pada tahun 2008 dan pelaksanaannya berlaku mulai I Januari 

2009 (selanjutnya disbut UU PPh 2008) pada pasal 18 ayat (3a), pasal 18 ayat 

(3b), 18 ayat (3c), dan 18 ayat (3d), sebagai penyempurnaan peraturan terdabulu, 

di mana sebe!umnya Ielah diatur pada pasall8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 

tabun 2000 tentang Pajak Penghasi!an (selanjutnya disebut UU PPh 2000). 

Kemudian, untuk penga1JJnUI hubungan istimewa, diatur dalam pasal 18 ayat 4, 

serta penentuan barga Wl\iar antar pihak yang memilild hubungan istimewa diatur 

dabun pasai!O ayat l, yang tidak berubab. 

Berikut pengaturan tn:msfer pricing pada perundang-undangan di 

Indonesia 

a. Pasal I 0 ayat I berbWlyi ~Harga perolehan a:tau barga penjualan dalam hal 

te!jadi jual bell barta yang tidak dipengarohi hubungan istimewa 

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 18 ayat (4) adatah jumlah yang 

sesllllggalmya dikeluarkan atau diterirna, sedangkan apabiia rerdapat 

hubungan istimewa adalab jumlab yang barusnya dikeluarkan atau 

diterima." 

b. Pasal 18 ayat 3 pada UU PPh 2000 berbunyi "Direktur Jenderal Pajak 

berwenang untuk menentukan kembali basamya penghasiian dan 

pengumngan serta menentukan ulmlg sebagai modal untuk menghitung 

basamya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai 

hubungan istimewa dengan Wajib Pajak iaianya sesuai dengan kewajaran 

dan kelaziman usaba yang tidak dipangarubi oleh hubungan istimewa." 

Yang kemudian disempumakan dengan UU PPh 2008 sebegai berikut: 
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Ayat 3 Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali 

besamya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang 

sebagru modal untuk menghitung besamya Penghasilan Kena 

Pajak bagi Wajib Pajak yang mernpunyai hubungan istimewa 

dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan 

kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa 

dengan menggunaken metode perbandingan harga antara pihak 

yang independen, metode harga penjualan kembali, metode 

biaya-pJu~ atau metode Jairmya. 

Ayat 3a Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan peljanjian dengan 

Wajib Pajak dan bakerja sama dengan pihak otorilas pajak negara 

lain untuk menentukan harga transakai antar pihak-pihak yang 

mempunyai hubungan istlmewa sebagai.mana dimaksud dalam 

ayat (4), yang herlaku selama suatu periode tertentu dan 

mengnwasi peiaksanaannya serta melakukan renegosiasi setelah 

periode tertentu tersebut berak:hir. 

Ayat 3b Wajib Pajak yang melakukan pemhelian saham atau aktlva 

perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dihentuk untuk 

maksud demikian (special perpose company), depat ditetapkan 

sebagai pihak yang sebenamya melakukan pembelian tersebut 

sepanjang Wajib Pajak yang hersangkutan mernpunyai hubungan 

istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat 

ketidakwajaran penetapan harga. 

Ayat 3e Penjualan atau pangalihan saham perusahaan antara (conduit 

comparry atau special pwpase company) yang didirikan atau 

bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan 

pejak (lax haven country) yang meltljlunyai hubungan istimewa 

dengan badan yang didirikan atau hertempat kedudukan di 

Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapet ditetapkan 

sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan 
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atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap 

di Indonesia. 

Ayat 3d Besamya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi 

dalam negeri dari pemberi kelja yang memiliki hubunga.n 

istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak 

berternpat kedudukan di btdonesia dapat ditentukan kernbal~ 

delam hal pemberi kelja mengalihkan seluroh atau sebagian 

penghasilan Wajib Pajak orang pribedi dalam negeri tezsebut ke 

dalam bentuk biaya atau pengeluaran lalanya yang dibayarkan 

kepada perusohaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat 

kedudukan di Indonesia tersebut. 

Ayat 3e Peloksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pede ayat (3b), 

ayat (3c), dan ayat (3d) diatur lebih lanjut dengan atau 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, 

c. Pasal I 8 ayat 4 berbunyi "nubungan istimewa sebagaimana dimaksud pad a 

ayat (3) sampai dengan ayat (3d). Pasal 9 ayat (1) buruf f, dan Pasal 10 

ayat (1) dianggap ada apabila: 

a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak 

langsung paling rendeb 25% (dua pelub lima persen) peda Wajib Pajak 

lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan pa1ing rendah 

25% (dua pulub lima persen) peda dua Wajib Pajak atau lebih; atau 

hubungan di anwa dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; 

b. Wajib P<\iak rnengaasai Wajib Pajak lalanya atau dua atau lebih Wajib 

Pajak berada di bawah penguasaan yang soma balk langsung maupun 

tidak langsung; atau 

c. terdapat hubungan keluarga balk sedarah maupun semenda dalam garis 

keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajaf'. 

Sedangkan pengaturan secara khusus traw;for pricing, ditetnpken dengan 

Surat Edaran Direkim Jenderal Pajak Nomor: SE-04/PJ.7/1993 tanggal 09 Maret 

!993 tentang Petunjak Penanganan K.asus-kasus Transfor Pricing (Serl 
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TRANSFER PRICING-I) yang menyatakan kekurangwajaran transaksi dapat 

te:tjadi atas : 

a. Harga Jual; 

b. Harga Pembelian; 

c. Alokasi biaya admirustrasi dan wnum (overhead cost}; 

d. Pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pamegang saham 

(shareholder loan); 

e. Pembayaran komisi) lisensi,franchise, sewa, royaiti, imbalan atas jasa 

manajemen. imbalan atas jasa teknik dan imbalan atas jasa lainnya; 

f. Pembelian barta parusahaan oleb pemegaog saham (pamilik) atau 

pihak yang mempunyai hubangan istimewa yang lebih rendab dari 

harga pasar; 

g. Penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang 

kurangltidak mempWlyai substansi usoha (misalnya dummy company, 

letax treatyer box company, atau reinvoicing center). 

SE·04/PJ.7/1993 ini juga merekomendasikan metode-metode dalam 

pengujian kewajaran barga transfor, sebagaimana juga disebu!ken dalam UU PPh 

2000 maupun UU PPh 2008. Adapun merode yang diperkenunkan untuk mengaji 

kewajamn transfor pricing di Indonesia menurut ketentuan UU PPh, yaitu: 

metode perbendingan harga antara pihak yang independen (comparable 

uncontralled price method}, metode harga penjuakm kembali (resale price method}, 

metode biaya-plus (cost-plus method}, atau metode lainnya. 

Dalam peraturan ini terdapat pula peraturan lain yang menyertlli SE-

04/PJ.7/!993, yaitu KEP 01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pedoman 

Pemeriksaan Pajak Temadap Wajib P'l)ak Yang Mempunyai Hubungao lstimewa 

sebegal tambalum atas Tata Cara Pemeriksaan Pajak yang sudab ada. Dalarn 

Iampiran keputusan tersebut telah diarur secam rinci prosedur dan teknik 

pemeriksaan pajak atas transfer pricing mulai dengan melakukan analisis SPT dan 

Laporan Keuangan Wajib Pajak, identifikesi masalah, pengenalan Wajib Pajak, 

sumber infunnasi sebagai data pembanding, ruang lingkup pemeriksaan. 

pcnyusunan audit program, penentuan buke-buku, cataton-<atatan, dan dokumen-
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dokumen yang akan dipinjam, pelllksanaan pemeriksalm, sampai dengan 

pembuatan laperan pemeriksaan pajak. Selain hal-hal yang disebutkan diatas, 

ketentuan ini juga mengatur juga tentang Teknik den M>1ll<le Pemeriksaan 

tennasuk di dalamnya metode yang dipakai dalam penentuan arm's length price. 

Selanjutnya mengatur tentang Studi dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern, den 

kemudian terdapat khusus yang mengatur tentang Penyusanan Audit Program, 

dan sampai dengan ketentuan yang mengatur bagaimana Kertas Ke(ja 

Pemeriksaan harus dibuat. 

3.3.2 KetentuanE-Commerce Indonesia 

Ketentuan e-commeroo di Indonesia berupa Undang-Undang telah 

disal!knn pada talmo 2008 dengan Undang-Undang nomor II tentang Informasi 

dan Transaksi Eleknonik. Undang-undang tersebut mengatur secara umum 

mengenai informasi dan transaksi yang dilakukan melalui media elekt:ronik, 

termasuk di dalamnya, menganai kerahasiaan, hak keknyaan intelektual, 

kntentuan mengenai dokumentasi elektronik, hal-hal yang dilamng, serta 

penyelesaian konflik dan ancaman hukumannya. Namtm, belum dibahas 

transaksi elektronik yang berhubwtgan dengan masalah-masalah perpajakan. 

Untuk transak.si e-commerce dalam. bidang perpajakan, Direlctorat 

Jenderal Pajak masih berpegang pada Sural Direktur Jenderal Pajak Nomor S-

702/PJ.33212006 tanggal 24 Agastus 2006 tentang Legalitas Dokumen dari 

Transaksi E-Comrnerce. Namun, kesadaran akan kompleksitas transaksi e­

commerce yang mwtgkin berdampak pada peneriraaan pajak tclah diwujudkan 

dengan himbauan yang tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-

429/PJ.22/l998 tanggal 24 Desember 1998 tentang Himbauan Kepada Wajib 

Pajak Yang Melakukan Transaksi Melalui Electronic Ccmmerce. 

3.4 Aptikasi Transfer Pricing pada E-O>mmerce di Beberapa Negara 

3.4.1 Apliknsi Transfer .Pricing pnda E-commerce di Kanada 

Transfer pricing di Kanada didasarknn pnda Section 247 dari Undang­

Undang (The Act). Secara luas, Kanada yang mengadopsi ann :S length standard 
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dari OECD, yang memerlukan transaksi antara non-arm's length residents dengan 

non-residents, dengan syarat dan jumlah yang tepa! dalam hubungan an tara pihak­

pihak yang independen. Menurut Wilkie (2001), aturan Kanada mengiziukan 

penetapan di awal atas harga transfer dengan asumsi bahwa pe!janjian atas suatu 

transaksi telah sesuai untuk pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa; jika 

tidak dilakakan, aturan ini juga mengiziukan mereka melakukan penggo!ongan 

knrakter perjanji.an suatu transaksi {recharacterization of the transactional 

arrangements) untuk disesualkan dengan pihak-pihak independen. 

Aturan detail praklek transfer pricing Kanada ditemukan daimn 

Interpretation Circular IC 87-2r (selanjutnya disebut Circular) diterbitkan oleh 

Canada Custom and Revenue Agency. Di l1l.8rul, otoritas pajak yang berweuang 

menyatukan pemahaman mereka tentang metodologi lnldisional yang diterapkan 

untuk mengevaluasi transfer pricing. dan selain itu juga menerima aplikasi da:lam 

keadann tertl:ntu yang sesuai dengan perbandingan dan pembagian !aha (profit 

splits). Perbandingan !aha terutama terdiri dari Transactional Net Margin Method 

(TNMM) sebagaimana telah dianjurkan oleh OECD, tetapi juga dalam keadaan 

tertentu, versi Amerika Serikat manggunakan bentuk metode perbandingan 

keuntungan; pembagian keuntungan (profit "]Jlits) termasak di dahunnya varietas 

residual dan varietas kontribusi. Circular tersebut menguji berbagai jenis 

penyerahan, baik penyerahan barang berwujud maupun tidak berwujud. baik 

berupa pengujian dalam prinsip maupun acuan untuk contoh aplikasinya.. serta 

selain menguji pula intra-group peifonnance of service dan cost sharing 

arrangement, 

OtorilliS pajak Kanada pada umumnya mengadopsi rekomendasi dari 

OECD dalam menerapkan peraturan transfer pricing pada transaksi sebenl!ffiya 

yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan bukan analogi yang menghuaitkan 

konsekuensi ekonomi yang setara. Mereka menyatakan kemauan, dalam keadaan 

yang sesuaL untuk menangani t:ransaksi 11lumdlecf! tanpa memerlukan pemecahan 

untuk masing-masing perjanjian yang telah disepakati berupa satu "pakef' 

peljanjian. Kerlua faktor ini1ah yang penting da1am pengaturan e-cammerce, di 

mana perhatian utama auaiisis rnungkin berada pada pertanyaan apakah 
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merupakan penyelllhan properti alan pelaku peljanjian (atau keduanya) adalah 

merupakan subjek transeksi. 

Umumnya, otoritas pajak mengharapkan elemen terpisah atas t:ransaksi~ 

transaksi yang kompleks harus dianalisis dan ditetapkan harganya secarn rerpisah. 

Ketika penyerahan dilakukan dalam bentuk "paket" sesuai dangan praktek industri 

khas maka pada umumnya terdapat keinginan untuk melakukan pendekatan int 

Yang menarik, pertanyaan ini Ielah diteliti pada area otoritas lam eukai. Situasi ini 

biasanya meHbatkan residents yang memiliki hak atas manufaktur atau distribusi 

produk dengan karakteristik unik barang tidak berwujud (intangible), 

sebagaimana hak-hak tertentu sehubungan dengan hak penggunaan barang lak 

berwujud (intangible). Pertanyaan yang relevan adalah apekah nilal du(Yicukai 

yang ditransfor termasuk sebagai nilai properti yang intangible. Umumnya, telah 

ditentukan bahwa nilai duty harus rnemasukkan nilai barang tak berwujud 

(intangible) ketika terdapat hulamgan yang melekat pada dan inextricable anlllra 

keduanya, dan khususnya, hak tidak berwujud (intangible rig/us) tersebut tidak 

edapat dirnanfaatkan secara mandiri. Baris amlisis ini mungk:in membantu secam 

arif dan cerdas dalam mengevaluasi unsur-unsur yang di dalamnya terdapat 

transaksi untuk keperlnan pajak pendapatan. 

Hal ini penting, daiam konteks Kanada, bahwa beberapa isu~isu yang 

diangkat oleh OECD kepada e·commerce lax advisory group yang ada ditujukan 

pada komentar OECD Tax Treaty Model (seianjutnya: OECD Iixc Treaty). 

Pertanyaan-pertanyaan, misalnya, kapankah dan untuk apa pembayaran ditujukan 

untuk intangible property dan bagaimana seharusnya aturan pengguna perangkst 

lunak: sehingga menyebabkan pengenaan pajak, ditujukan pada commentary pada 

treaty tersebut khususnya article 12 (royalty). Secara luas, OECD tampakuya 

mengizinkan perpajakan yang berdasarl<an bzmdled (paket) meskipun dalam 

keadaan tertentu izin tersebut mengantisipasi kemwtgkinan bahwa sifu.t peijanjian 

ini disetujui untuk dilakukan secara terpisah. 

Yang penting dari sudut pandang Kanada adalah reservasi Kanada atas 

commentary pada article 12 yang berbunyi " Canada does not adhere to 

paragraph 14. In Canada, payment by a user of computer software pursuant to a 
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contract thaJ requires the source code or program be kept confidential, are 

payments for the use of a secret formula or process and thus are royaltie.s within 

the meaning of paragraph 2 o the .artide ". Hal ini digabungkan dengan, misalnya, 

posisi otnritas pajal< Kanada sehubungan dengan "paket" transaksi ("bundled" 

transacticn) pacta konteks transfer pricing aksn menyarankan, sebagian didorong 

oleh implikasi dari tekad untuk aplikasi withholding tax, bahwa unsur~unsur 

transaksi yang kompleks yang dapat diidentifikasi dan pembayaran untuk 

mendapalkan akses dan penggun3lll! inl<mgible property dan perangkat lunak yang 

dil<enai pajak secara independan dengan semua penyemhan talnnya yang mungkin 

terltait 

Secara singkatnya, Undang-Undang Pajak Kanada tidal< mengatur secara 

khusus tentang e-commerce~ praktek administrasi otoritas pajak sehubungan 

dengan transfer pricing tidak membahas khusus mengenai e<Ommerce, kajian e­

ccmmerce di Kanada, sambil secara konsisten melanjut:kan studi yang 

dilaksanaksn oleh OECD, tidal< menghasilkan pubfikasi posisi definitif apapun. 

3.4.2 Aplikasi Transfer Pricing pada E-cammerce di Jerman 

Di baweh undang-undang pajal< Jerman, tidal< ada aturan khusus untuk 

alokasi pendapatan pada permanent establishment sehubungan dengan e~ 

commerce, dan tidak mempunyai pemyataan resmi yang spesifik atau pun 

guidance yang telah dikeluwkan oleh otnritas pajak. Oleh karena itu, prinsip­

prinsip umum yang canturnkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (The Decree 

OfThe Ministry Financial) tanggal23 ~·ebruari 1933 dan decree yang dikeluarkan 

pada tanggal 24 Desember 1999, hams dite<11pkan. lni prinsip-prinsip yang 

mengikat otoritas pajak. Namun, karena prinsip-prinsip ini tidak dicantumka.n 

dalam undang-undang, maka prinsip-prinsip ini tidak menghkst pengadilan bila 

terdapat kasus pelanggaran, 

Untuk mempertimbangkan kewajaran yang tepa!. otnritas pajal< hanya 

menerima metode tradisional yang diperk:enalkan oleh OECD Transfer Pricing 

Guidelines (selanjutnya disebut OECD Guidelines), yaitu comparable 

uncontrolled price method. resale method, dan cost-plus metlwd. Transactional 
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profit method (misalnya trans(J£[ianaJ net margin met/wd dan profit split metlwd) 

~ umumnya tidak digtmakan. Karena comparable uncontrolled price methcd 

dapat menimhulkan kesulitan untuk menetapkan harp intra-group services, maka 

indirecJ-charge method juga diterima. 

Dengan demikian tidak ada urutan prioritas dalam memilih metode 

transfer pricing yang memadai. Dalam konteks penyalidikan pajak, titik awal 

untnk memulai evaluasi terhadap -.o; Wajib Pajak bukanlah pada metode 

yang dipercaya menjadi yang paling rnemadai oleh aparat pajak, tetapi metode apa 

yang dipilih oleh yang Wajib Pajak. Namun, menurut otoritas pajak, maka metode 

yang telab digunakan o!eh manajer hisaln dengan bijaksana WJtnk menetapkan 

hatgu transfer, juga harus turut diperrimbangkan. Oleh karenanya, metode yang 

diterapkan tersebut haruslab yang paling mendekati kondisi di mana arm's length 

price dari rnerupakan metode yang digunakan pada pasar yang dapet 

diperbandingkan secara ekonomi. 

Untuk alokasi pendapatm, semua faktQr yang mempengaruhi transfer 

hams turut dipethitungkan (misalnya persyaratan fungal, risiko, dan kontrak). 

Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara perdagungan tradisional dan 

perdaganga:o melalui e..commerce. Akan tetapi~ fungsi yang dilakukan dalsm 

konteks e-bisni:s mungkin agak berbeda dari kogiatan yang dilakukan dalam 

perdagangan tra.disional. Secara khus:us, sebuah server biasanya memerlukan aset 

lebih sedilrit dan risiko diasumsikan lebih kecil dari pada perdagangan tradisional, 

karena haaya memerlukan sambungan data, penyimpanan perangka~ perangkat 

lunak dan beberapa jenis pemeliharaan. Sehingga, fungsi yang clilakuksn oleh 

server pada suatu pennanent establishment umumnya adalah reJatif tidak 

signifikan. Olehkarena itu haaya sejumlab kocil biaya mwtgkin dikeluarkan untnk 

membiayai server menggantikan outlet penjualan tradisional, atau daJam 

melakukan prornosi atau mengarahkan penjua!an. 

Di sisi lain. server mungkin teriibat datam kegiatan benar-henar tidak. 

dikenal daJam konteks perdagangan tnlclisional, sehingga fungsi yang dilakukan 

menjadi penting secara proporsional. Hal ini berlaku untuk data warehousing dan 

web site lwsting. 
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ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Analisis Metode Peneotuao Barga Wajar Pada Tranifer Pricing Dalam 

E-commerce 

E-commerce yang sejauh ini diguoakon sebagai usaba bagi perusabaan 

Wltuk melakukan bisnis denguo lebih cepat den efektif. E-commen::e dengan 

segala kelebihannya, tentu merupakao motivasi tersendiri bagi perusabaan untuk 

rnenggooakan dan mengaplikasikannya, sebingga kini sangot modah didapati 

adanya lll!nsaksi e-commerce bampir di berbagai macam indualri dan berbagai 

jenis transaksi. 

Keunikan •-commerce rneliputi hilangnya batas-batas negam (border/ass), 

ammymous, den pembuktian llllnsaksi yang susah dilakukan, maka rnenyebabkan 

perlakuan khusus yang diperlukan demi rnenjaga kelangsungan hidup induslri 

yang meoggunakan e-commerce sebagai alat usaha. Dan dengan semua kelebihan 

itula.h. transaksi transfer pricing dan penyalahgunaan transfer pricing menjadi 

rnudab dilakukan dan susab dikenali. Untuk itu perlu kita perbatikan bagainuma 

transfer pricing dapat dilakukan dalam kegiatan e-commerce. 

Skema transaksi e..commerce yang memanfaatkan anak perusahaan 

sebagai oper.l!Or alas server mengganakan metode CUP sebagai altematifpertama 

daism menetapkan harga transfer. Ini dapat dilibat pada variasi transaksi di mana 

anak perusabaan berperan sebagai distributor maupun kerika anak perusahaan 

sebagai service provider. Kedua variasi transaksi e-commerce ini memiliki 

kemiripan di mana dilihat dari sisi konsumen, anak pcrusahaan tetaplah seba.gai 

distributor barang yang kewenangan hakuya di tangan perusabaan induk. 

Sehingga dari sisi metode transfer pricing yang diterapkan juga memiliki 

kesamaan. Pada kedua variasi ini dapat dilihat juga bahwa sebegai ahematifkedan 

ketika metode CUP tidak dapat dignnakan secarn mandiri atau tidak dapat 

diguoakan sama sekal~ adalab metode cost-plus. Me!ode cost-plus ini diguoakon 

Wltuk menentukan arm's length reward. Dapat pula digunakan metode tradisional 

Jainnya yang teroantwn dalam Gttidelines, Namun apabila metode tradisional 
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tidak dapat diaplikosikon, transactional profit method dapat digunakan untuk 

menentukan pendapatan yang wajar, termasuk TNMM. Ini bertujuan untuk net 

margin atU1Iysis over cost. 

Berbeda dengan variasi kedua model di allis, pada skema transaksi 

multiple server, tidak tetjadi transaksi transfer pricing di antara seMJer yang 

ditunjuk, sebab tidak l:e!jadi transaksi antar server, melainkan hanya pembagian 

tugas dan wilayah keda server atas konsumen. Sedangkon pada vnriasi transaksi 

technical support stqf In subsidiary, metode cost-plus langsung dapat 

diaplikasikon pada service provitkr mo<kl, mengingat terdapatnya keuntungan 

atas fungsi tambaban yang dilakukan oleb perusahaan anak yang mencenninkan 

tambahan biaya langsung dan tidak langsung, serta mark-up yang mencerminkan 

sifut dan fungsi perusahaan. 

Untuk variasi website yang sepenuhnya dikembangkon oleh perusahaan 

anak, metode CUP merupakan altemadf terbaik, mengingat keWitungan wajac 

berupa pandapatan jasa dapat diperkirakan oleb parusahaan anak, yang mungkin 

juga dapat diperoleh ketike perusahaan memberiken layanan yang sama terlladap 

pihak yang independen. 

Pada e--commerce auction model, baik customer-to-costumer model 

maupun busin.ess~to-lmsiness model menggunakan alterrnrtif pertama metode 

CUP. Terulama bagi transaksi tangible property. Namun apahila transaksi 

dilakukan atas banang tidak berwujud (intangible property) yang sulit dieari 

perbandingan harganya, maka metode ccst~plus akan membantu menentuknn 

ann's length reward. Dan ketika metede cost-plus tidak dapat diterapkan, maka 

dapat digunakan transactional profit method. 

Transaksi-tnmsakei lain yang mungkin teljadi dahun vnriasi skema 

sebagebnana releb disebutkan pada bab-bah rerdahulu antarn. lain: 

a. Transaksi Tangible Property 

Pada transalcsi e-commerce yang merupakan penyerahan tangible 

property, maka dapat dilihat bahwa kerika penyerahan tangible property 

merupakan transaksi yang sama dengan transaksi konvensional peda umumnya. 

Untuk itu, penentuan harga tran:ifer (hurga penyerahan} sama dangan penentuan 

basga transfer pada transaksi pe'linalan konvensional. 
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Untuk itu, metode yang dapat digunakan untuk transaksi tangible property 

adalah comparable uncontrolled price method, dan resale price method. Metode 

CUP ini digunakan untuk mengevaluasi kewajaran transfer pricing dengan 

rnerujuk pada tingkat harga yang teljadi pada transaksi pembanding antara entill!.S 

indepanden alau antara parusahaan multinasional dengan pihak indepanden. 

Sadangkan metode RSP, dioplikasikan pada produk yang akan diserabkan kepada 

pihak asosiasi untuk dijual kemball. Kewajaran transfer pricing dideknti dengan 

roduksi harga panjualan kepade pihak indopenden dengan suatu mark-up yang 

panll!.S (Gunadi, 1994). 

Lebih lanju~ Gunadi (1994) menjelaskan babwa panggunaan kedua 

metode ini tentu bukan tanpa kendala. Pada metode CUP, yang menjadi kendala 

utamanya adalah perbedaan kuantitas, kuatitas, persyaratan, waktu penjualan, 

merk dagang, pengsa pasar, dan geogra!is pasar depet merupakan penyebab 

ketidaksebandingan, sehingga diperlukan penyesuailln. Sebab syarat 

kesebandingan yang tetapkan oleh OECD adalah kondisi ekonom~ tingkat pasar, 

dan blll'lUJg. Kesebandingan ekonomi menghendaki agar harga barang pembanding 

harus pula menjadi terjadi dalam pasar dengan kondisi ekonomi yang sebanding. 

Variasi struk:tur sosial--ekonomi. situasl geografis dan selera konsumen sering 

mempersulit kesebandingan harga suatu borang yang sama antar beberapa negara. 

Kondisi pa.sar barang, monopoli, oligopoli, dan sebagainya mempengaruhi harga 

yang dibebankan kepada konsumen yaog berbeda. 

Kesebandingan tingkat pasar menghendaki kesebandingm barga pada 

tatarnn pasar (grosir, pengencer, atau pabrikan) yang sama. Variasi !aha kotor tiop 

tataran tersebut menyebabkan perbedaan harga lransfer pricing. Kesebandingan 

banmg menghendaki bahwa harga pembanding baros berasal derl banmg yang 

identik secara fisik. Untuk banmg produksi massa yang sudah distandardisasi, 

kesebandingan banmg ternebut mungkin dapat diperoleh. Namun, untuk banmg 

madya, terlebih yang tldak dipasarkan secara umum, kesebandingan barga agak 

sulit diternuken. Juga \llltuk banmg yang berlesonsi, maka adanya penyelundupen 

atau phota copy akan mengganggu kesebandingan. Sehingga otorilaS pejak lebih 

memilih menggunakan metode-metode lain. 
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Pada metode RSP, Ounadi (1994) memaparkan bahwa kerumitan metode 

ini terjadi dalam hal penontuan oomparahle mark-up. Fungsi (aktivitas) reseller 

akan sangat mempengaruhi besamya mark-up. Satu rese/ler yang mengolah 

barang sebelwn dijual kembeli akan menetapkan mark-up yang berbeda dengan 

reseJ/er yang benya menjual langsung menjual berang yang telah dibelinya. 

Demiklan pula bag! reseller yang masih menanggung biaya promosi, ganwsi, 

transportasi dan lain sebegainya. Sehingga diperlukan penelitian terlobih sebelum 

penyesuaian mark-up di!akukan. 

b. Transaksi Intangible Property 

Pada transaksi Intangible pl<lperty ini, metode yang digunakan adalah 

metode CUP. Namun demikian dibutuhkan useba yang lebih keras !:arena, 

sebagaimana diuraikan di atas, metode ini sukar dilakukan dengan akurnt 

disebabkan oleh kesulitan da!am menemukan kesebandingan antar barga yang 

dipengarulli banyak taktor, seperti uraian di alas. 

c. Transaksi Jasa 

Berbada dengan transaksi tangible dan intangible property yang dapat 

mengganukan metode CUP, pada tnmsekai jasa ini hanya direkomendasikan 

penggunaan metode Cos!-Pius. Metode ini juga tidak luput dari kendala. Antara 

lain, kendala pede keandalan harga pokok dan ketersediaannya laba kotor 

pembanding. KMena metode ini menokankan pada blaya historis, maka metode ini 

mengesampingkan faktor perrnintaan pasar. kondisi persaingan, kesulitan alokasi 

biaya produksi dan adanya pemborosan karena aalah wus perusahaan atau faktor 

inefisiensi !ainnya (Gunadi 1994). 

4.2 Analisls Perbandillgan Peogaturao Transfer Pricing dalam E-commerce 

Adanya tnmsekai tambahan berupa transfer pricing yang ikut 

dipertimbangkan deism transaksi e-commerce, menyebabkan banyak aspek yang 

harus dikaj~ balk o!eh pelaku usaba, perusahaan multinasional, Wajib Pajak, 

maupun otoritas pajak. Terlebih ketikn semua tnmsekai tersebut dilakukan bingga 

melewati batas-batas neg~ yang tentu saja memitiki k~tentuan domestik. yang 

borbeda satu sama lain. Oleh karenanya, diperlukan pemahaman perlaknan 

terhadap tmnsaksi transfor pricing pada e-commerce, baik di Indonesia, maupun 
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di bebefll!lll negam yang digunakan sebagai objek studi kompara!if in~ yaitu 

Kanada dao Jermao. 

4.2.1 Analisis Pengaturan Transfer Pricing dalam E~Commerce di Indonesia 

Di Indonesia, diakui sebagai negam yang masih menggunakan tarif pajak 

yang relatiftinggi dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Adaoya tarif 

pajak yang tinggi ini, memotivasi perusabean-perusabean multinasionai untuk 

mengunmgi, setidakuya mengbind.ari pengenaan pajak di Indonesia. 

Pengbindaran-pengbindanm ini akan sangut merugikan Indonesia, neg= dangan 

sokongan pajak sebesar 70% bagi pamerintahan, dalam bel penerimaan pajak. 

NamWI dernikian, tidak ada peraturan mengenai perlakuan transfer pricing 

dalam e..commerce secara kbusus. Dapat dlihat bahwa pengaturan transfer pricing 

dapat ditemakan dalam UU PPb tahun 2008, dalam pasal 10 ayat {1), pasal IS 

ayat (la), (3b), (3c), (3d), dao (Je), serta pasal 18 ayat (4). Namun, tidek 

ditemakan satu pun kata "transfer pricing' maupun padanannya dalam bebasa 

Indonesia, sehingga pengaturan transfer pricing ini bersifat umum, dan 

menyentuh beberapa bagian dari keseluruhan transaksi transfer pricing itu sendiri. 

Pengaturan secara kbusus dilalrukan dengan Sura\ Edarnn Direktur 

Jendeml Pajak dengan nomnr surat SE-04/PJ.711993 dan KEP-01/PJ.711993. 

Keduanya merupakaa satu peket kebijekan Direktnrat Jenderal Pajak dao hal 

tran3fer pricing. 

Demikian pula dengan pengatman mengenai transaksi e-commerce, hingga 

saat ini kemajuan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia adalab dengan 

dikeluarkannya Undang-Undaog Nomor 11 tabWJ 2008. Undaug-undaog ini 

memberlkan kepastian bukum bagi pelaku usaba yang menggunakan e-commerce, 

termasuk di dalamnya rnenetapkan kelentuan penggunaan dokamen-dokumen e­

commerce dao kekualan heknrunya serta ketentuan-ketllntuan bert<enaao dengan 

penggunaan e-commerce. pengamanan, dan sanksi pelangga:rannya. 

Dari bebernpa pengaturan tersebut, diketahui di Indonesia, behnn memiliki 

peraturan k.husus mengenai transfer pricing dalam kegiatan e.-commerce. 
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4.2.2 Analisis Pengaturan Transfer Pricing dalam £-Commerce di Kanada 

Secara khusus, otoritas pajak Kanadajuga belum memiliki peraturan yang 

khusus memberikan ketentuan transfer pricing dalam e-commerce. Peraturan 

yang telah dikeluarkan oleh otoritas pajak. Kanada menyangkut masalah transfer 

pricing adalah pada pasal 247 dari The Act, dan pengatumn secara khusus 

ditetapkan dalam Circular IC 87-2r. Dalam Circular ini. otoritas pajak Kanada 

mengadopsi sepenuhnya arm's length principle dari OECD, dan mem.isahkan 

antara residen dan non-residen. Sehingga izin atas penggunaan prinsip tersebut 

telah sebelumnya ditetapkan terlebih dahulu oleh otoritas pajak, untuk kemudian 

digunakan oleh Wajib Pajak yang akan melakukan transfer pricing. 

Di sini, tampak bahwa kepastian hokum lebih terjamin di Kanada, di mana 

Wajib Pajak dapat terlebih dahulu mengetahui ketentuan pajak dan mendapatkan 

ijin untuk melakukan transfer pricing, sehingga Wajib Pajak lebih mendapatkan 

kepastian yang berguna bagi prediksi usahanya. Lebihjauh, otoritas pajak Kanada 

memberikan perhatian pada transaksi-transaksi dalam "bundled", sebagaimana 

sering digunakan dalam transaksi penjualan perangkat lunak, dengan 

menggunakan pendekatan yang menyeluruh, bukan dengan memisahkan dasar 

pengenaan pajaknya. Pada transaksi "bundled'' ini Kanada bahkan menerbitkan 

reservasi tersendiri atas article 12 paragraf 14 OECD Commentary, yang 

menyatakan bahwa Kanada tidak mematuhi paragmph 14. Bahwa di Kanada, 

pembayaran oleh pengguna perangkat lwtak computer berdasarkan pada kontrak 

yang membutuhkan kode atau program sumber yang seharusnya dirahasiakan. 

merupakan pembayaran wttuk penggunaan formula rahasia atau proses rahasia 

sebagaimana dimaksud sebagai royalti dalam paragraf2 artikel12. 

Sedangkan artikel 12 paragraf 14 dari OECD CommenJary menyatakan 

" ... In some countries the act of copying the program onto the hard drive or 

random access memory of a computer would, without a licerue, corutitule a 

breach of copyright. However, the copyright laws of many countries automatically 

grant this right to the owner of software which incorporates a computer program. 

Regardless of whether this right is granted under law or under a license 

agreement with the copyright holder, copying the program onto the computer's 

hard drive or random access memory or making an archival copy is an essential 
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step in utilising the program. Therefore, rights in relation to these acts of copying. 

where they do nc more thon enable the effective opeYOtion of the program by the 

user, should be di!iregard£d in analysing the character of the transaction for tax 

purposes ••• ". lni menylllakan bahwa melakukan penggandaan progmm (copying 

program) tanpa lisensi merupakan bagian dai palanggamn copyright. 

Parla art:ikel 12 paragmf 2, OECD Ccmmentmy menyeblllkan "Certain 

countries do nat a/law royalties paid to be d£docted for the purposes qf the 

payer's tax unless the recipient also resides in the same State or is taxable in that 

State. Otherwise they forbid the d£doction ... ". lni merupakan keuntungan bagi 

negara residen, rnengingat perlakuan atas pembayaran royalti kepada negaxa lain 

tidak membuat negara residen kehilangan hak pemajak.annya, mengingat 

pembayaran tersebut non-dedoctible expense, kecuali negara royalti dibayarkan 

antar sesama resideDct dan negara menetapkan sebagai deduction expense. 

Selain menetapkan reservasi terhadap OECD Commentmy, Kanada juga 

membentuk The Minister Qf National Revemte 's Advisory Committee On 

Electronic Commerce, pada bulan april 1998. Komite ini telah menghasilkan 

report berjudu1 "E-Commerce and Canada's Tar Administration. A Report to The 

Minister of National Revenue from Jhe Minister's Advisory Ccmmiltee on 

Electronic Commerce {1998t. Dalam report ini. sebagian besar rekomendasi 

pajak penghasilan terlronsentrasi pada penentuan di mana usaha dilakukan 

(misalnya melalui permanent estab/i$hment), bagaimana usaha. diiWru.kan di 

tempat tertentu, dan bagaimana pendapatan asosiasi dikaitkan dengan usaha yang 

dilalrukan pade suatu tempat dapat diatribusikan di lokaai usaha (income 

attribution). Pada tahun 1998 pula Pemerintah Kanade mengadakan Ministerial 

Conference on Electronic Commerce di Ottawa pada tanggal 7-9 Oktober 1998~ 

di mana dihadirl o1eb pimpinan--pimpirnm organiEa.Si intemasional. pimpinan 

industri dan parwakilan konsumen, buruh, dan perwakilan kepentingan sosial 

lainnya. 

Banyak usaha Pemerintah Kanade dalam memberikan petunjuk pada 

pelaku usaha mengenai ketentuan dan batasan atas transaksi transfer pricing, 

maupun transaksi e--ccmmerce. Namun demikian. masih belum dicantumkan 
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bagaillllllll1 Kanada memberikan petunjuk pelaksanaan transaksi transfer pricing 

dalam kllitannya dangan transaksi e-cammerce. 

4.2.3 Analisis Pengaturan Transfer Pricing da.lam E-Commerce di Jerman 

E-commerce memainkan peran penting pada dunia usaha di Jerman dan 

menambah harapan kesuksesan pada industri teknologi informasi (yang sebagian 

besar berlokasi di Munich dan Hamburg), namun otoritas pajak Jennan enggan 

menawarkan patonjuk perlakuan yang jelas oms Omlsaksi ini, terotama dalam hal 

perlakuan perpajakan. E-commerce tidak dibatasi di Jerman, akan tetapi 

merupakan fenomena global yang horus dibadapi pelakn usaha agar dapat 

bertahan. Oleh karenanya, OECD dan organisasi intemasional serupa lainoya 

meminta agar negara-negara Uni Eropa bersama-sama menyelesaikan masalah­

masalah yang berkenaan dangan hal ter.iebuL Namun satu-satonya pemyataan 

resmi Jerman adalah mengenai permanent establishment yang dipublikasikan oleh 

OECD, yaitu article 5 OECD Tat Treaiy Model. 

Namun hingga saat ini, Jennan belum menetapkan peraturan berkenaan 

dengan trat1.$fer pricing dalam kaitannya. dengan transaksi e.-commerce. 

4.2.4 Analisis Perbandingan Pengaturan Transfer Pricing dalam E-Commerce di 

Indonesia, Kanaria, dan Jerman 

Dari ketiga negara yang menjadi objek stud! komparatif ini, tidak satupun 

Negara yang mengatur transfer pricing dalam kaitannya dengan e--commerce 

secara eksplisiL Belum terdapat Undang-Undang atau Circular yang dapat 

digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan bagainuma aturan transfer pl'Wing dalatn 

e-commerce haras dilakukan, meski di Kanada telah dicoba membuat report yang 

berkaitan dengan e.-commerce. tapi nampaknya maslli belum menyentuh area 

transfer pricing. 

4.3 Analisls Dampak Pengaturan Tra,.fer Pricing dalam E-Commerce 

terhadap transaksi E-Commerce di Indonesia 

Keberadaan pengaturan mengenai tnmsfor pricing di dalam kegiatan dan 

transaksi e-oommerce secara rnenyeluruh merupakan batasan bagi perusahaan 
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pelaku transfer pricing, agar membatasi diri dari kegiatan yang ber:sifat melanggar 

atau menyalahi aturan bukum dan perundangan yang berlaku beik di dunia secara 

umu.m, maupun dalam bisnis yang dijalankan di Indonesia pada khususnya. 

Meskipun berbagai negara rnenerapkan aturan yang tidak selalu sama atas 

transfer pricing, namun peda prinsipnya, pelaku usaba akan rnengupayakan 

perlakuan transfer pricing yang baku tetap dapat diterapkan dalarn bidang 

usahanya. Sebegalm!llla pengaturan transfer pricing akan berpengaruh terhadap 

keseluruhan transaksi intemsiona!, maka pengaturan transfer pricing ini 

diberapkan oleh pebisnis juga merupak!Ul suatu Y!IJlg dapat diperinmdingkan 

dengan berbegai negara, mengingat landasan hakum yang kuat diperlukan demi 

kepastian hakum setiap transaksi intemasional, terlebih dalam bidang Y!Ulg sangat 

rawan seperti e--commerce. 

Untuk mengutabui bagaimana dempak pengaturan transfer pricing yang 

khusus mengatur e~commerae terhadap transak:si e-commerce, perlu ldta 

bandingkan ter!ebih dahulu bagaimana kuadaan •-commerce ketika tidak diatur 

dengan togas dan begaimana ketika tendapat aturan penerapen transfer pricing 

khusus trtr11Sfor pricing dalmn e-commerce, 

4.3.! Analisis Ketika Tnmsjer Pricing dalam E-Commerce Tidak Diatur 

Transfer pricing bekan hal baru di Indonesia, terlebih pada perusabean­

perusahaan divisional dan asosiasi. Keberadaan 1ransfer pricing sebagai sarona 

evaluasi kine!ja, sering kali dinilai dengan asumsi pejorative (Gunadi, 1994), 

yaitu merupakan penyalahgunaan metode transfer pricing untuk tujuan Y!IJlg tidak 

semestinya, yaitu pengurangun pajak, apabila dilakukan oleb peruaahaan 

multinasional dengan mengupeyakan income shifting kepada negara dengan tarif 

pajak rendah. 

Dalam perkembangannya, transfor pricing menjadi sangat rumit ketika 

dilakukan dengan media yang suka.r diawas~ yaitu media eiektronik. Sifat 

elektronik yang tm()lT)'tnOUS menjadikan tempat "bersembunyi" kegiatan-kegiatan 

yang dianggap merugikan negara dan masyonakat. Maka perlu dilihat bagaimana 

pengaruh pengaturan transfer pricing da1am e--commeroe terhadap transaksi 

elektronik (e--<Wmmerce) di Indonesia. 
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4.3.1.1 Anal isis Aturan Transfor Pricing dalam E~Commerce 

Telah dipaparkan pada bab-bab terdahulu, pengaturan hingga saat ini 

terbatas pada peratu:ran dalam UU PPh 2008, dan Surat Edamn SE-041PJ.7/!993 

mengenal lrewajaran transfer pricing bersamaan dengan Kep-O!IPJ.7/1993 

mengenai pemeriksaan Wajib Pajak yang rnemiliki hubungan istimewa. Sehingga, 

dapet dilihat pengaturan-pengaturan yang ada tersebut mengenai kriteria 

hubungen istimewo, apabila dilakulran dengan menggunokan pel'lti(JtWnt 

establi.sltmem, maka pengaturannya mengacu pada UU PPh 2008 pasal 10 ayat (1) 

mengenai bentuk usaha tetap, serta ketentunn penetapan kembali penghasilan 

sekiranya dianggap tidak wajar oleh Menteri Keuangan. 

Hingga saat ini Pemerintah Indonesia belurn menerbitkan lagi peraturan 

baru mengenai transfer pricing, terlebih pemturan transfer priCing yang khusus 

menyangkut e-commeTCe. Sehingga tidak ada batasan aruran yang jellls bagi 

pelaku usaha, yang merupokan Wajib Pajak, dahun menerapkan transfer pricing 

bagi usaha yang bergerak melalui 1ransaksl elektronik. Maka dengan tidak adanya 

batasan dan atu:ran yang jelas dengan disertai sanksi yang berkekuatan hukum 

tetap, tampakuya IIallSaksi elektronik akan berkembang dengan bebas, tennasuk 

tnlllSaksi-IIallSaksi yang digunokan untuk kegialan transfer pricing. Tanpa 

perangkat pcratu:ran di bidang inilah yang perlu dikaji bagaimana IIallSaksi •· 

commerce berkembang. Di mana setiap pclaku pasar barus mampu 

menterjemahkan atumn dan keinginan pasar dengan bnik sehingga mempcrluas 

jangkanan target pasamya serta memperkaya keuntungan persoroan tersebut. 

4.3.1.2 Anal isis Dampak pada Traru;akai E-Commerce 

Peruaahaan-perusaiman multinasional yang berkapentiugan dengan 

pengnturan transfer pricing, okan berllati-berbati untuk tidak melanggnr atu:ran 

yang telah ditetapkan. Pada penggunaan e-commerce sendiri, pengatman tranifer 

pricing ternebut Ielah berpengaruh terhadap sernakin waapadanya pelaku usaha 

yang menggunakan e-commercc agar tidak langsung dianggap sebagai suatu 

permanenl establish.menlf dengan mengurangi bahkan roeniadakan orang yang 

beketja pada.server (minimizing attendance of a person). 

Kewaspadaan pelaku e-wmmerce juga ditujukan agar setlap transaksi 

yang dilakukannya tidak diindikasikan sebagai IIallSaksi anlar pihak yang 
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berhubungan istimewa, dengan melakukan pemballlsan pengguna/pengakses 

sarana elektronik yang tersedia, dan opabila harus melakukan transaksi dengan 

related party, maka pelaku usaha teiah siap dengan dokumentasi, metode, serta 

penjelasan mengenai semua tmnsaksi tersebut, tennasuk di dalamnya yaitu 

meyakiukan bahwa tidak teljadi adanya penyalahgunaan tramifer pricing (abuse 

of transfor pricing), 

Selain itu, sifat e-commerce yang: anonymous telah memberikan ruang 

gerak para pihak pelaku tnmsaksi e-commerce untuk dapat mengganak.annya 

daiam berbagai macam transaksi yeng memungkinkan untuk disembenyikan. 

Transaksi·transaksi tersembunyi inllah yang seharusnya perlu diawasi secara ketat 

agar tetap dilakukan dangan tidak rnelanggar hukum dan keten!uan yang berlaku. 

Maka, ketika tidak ada pemturan yang mernberlken balllsan-batasan, sanksi serta 

jaminan hukumnya, kemungldnan penyaiahgunaan ukan menjedi besar. 

Penyalahgunaan transfer pricing dalarn e-commerce serta penyalahgunaan 

transfor pricing peda umumnya, merupukan penghindarnn pajak yang harus 

dikenai sanksi perpajukan. Gunadi (2008) menyatakan bahwa sejaub ini belum 

pernah ada kasus tran.sfor pricing yang diadili sebagai tindak pidana. Schab tujuan 

pajak adaiah bukan untuk menghakum rnelaiukan agar bak negara tidak 

dimanipulasi. Kasus transfer prfcing tidak diselesaikan secara pidana meJainkan 

melalui pengedilan pajak. 

4.3.2 Analisis Ketika 1hmsfor Pricing dalam E-Commerce Diatur 

4.3.2. I Analisis Aturan Transfer Prictng dalam E.-Commerce 

Ketentuan mengenai transfer prictng dalam e-cammerce hingga saat ini 

belum ditetapka.n di ketiga negara yang disebutkan di atas, yaitu Indonesia, 

K.anada dan Jerman. Narnun demikian, benyak studi yang dilakukan mengenai hal 

ini. OECD sendirl melakukan studi mengenai e~commerce dimulai pada tahun 

1998 ketika dipubiikasikannya paper dengan judul "A Discussion Paper On 

Taxation Issues" (OECD, 17 September 1998). Disebutkan dalam paper ini 

bahwa OECD mengidentifikasi adanya kesulitan paling potensial yang timbul 

akibat terjadinya tranifer pricing dalarn e-conrmerce ini adaiab (Desa~ 2001 ): 
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a. Aplikasi pondekatan tradisional 

OECD menyatakan bahwa penyasuaian laba usaha ekau tergantung pada 

kondisi~ di mana penyesuaian ini dapat dilalrukan apabila antara 

perusahaan yaug independen deu dalam transaksi yang sebanding deu 

sit!U!Si yang sebanding. Dimuugkinkan dalam pendelmtan ini tidal< 

terdapat penyesuaian apebila tidak teijadi transaksi. Kesulitan terbesar 

dalam konteks e-commerce yaug berhubuugan dengan pendelmtan 

tradisional adalah bagaimana mengideutifikasi secara teiap transaksi yang 

tengah terjadi. 

b. Menetaplmn kesebandingan deu pelaksanaan analisis fungsi 

Arm's length principle pada dasamya merupakan perbandingan kondisi 

antam ttansaksi yang terjadi sntar related party (controlled transaction) 

dengan kondisi transaksi antarn pihak-pihak yaug idependeu. Agar 

perbandingan ini bermanfuat, maka perlu diperhatilmn bahwa faktor-fukter 

deu karakteri>tik ekonomi yaug relevau juga hams sebanding. Diperlulmn 

pula pemahaman pada hagahmma perusahaan-perusahan yaug bulmn 

merupaka.n related party mengevaiuasi transaksi~transaksi potensial. Hal 

inilah yang menyebabkan munculnya isu mengenai semakin banyaknya 

perusahaan yang beralih pada electronic commerce, 

c. Aplikasi lraditional trar/1iactional method 

d. Perlakuan perpajekau alliS bisnis yang terintegrasi 

OECD telah mengidentifikasi bahwa e.-commerce akan memerlukan 

perlakuan pajak se<ara khusus akibat dari sifut aktivitas bisnis yang sangat 

terintegrasi. Dikatakan dalam paper "The Global Trading of Financial 

Instrwnenis" (OECD, 1997) bahwa lrading, pemasamn, manajemen deu 

aktivitas pendnkung terbesar lainnya wajib melnkulmn pemerataan laba 

lmrena dianggap sebagai laba terintegrasi. Kesullitan yaug mungkin timbul 

adalah ketika aktivitas yaug teijadi menjadi sangat terintegrasi ekau 

dianggsp sebagai laba secara global bagi keseluruban aktivitas pada profit 

•plir merhod, yang ekau berbeda apabila traditiUIUJI method diteraplmn. 
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e. Penentuan dan ketaatan akan pemenuhan pelaporan infonnasi dan 

dokun'tentasi 

Pada traditional commerce, dokurnentasi merupakan isu penting dalam 

transfer pricing. Sehingga, pada tingkat kerumitan yang lebih tinggi, sifat 

dokumentasi dan uji relevansi atas dokumentasi untuk e-commerce, adalah 

pe~f barn yang barns dicennati. Untuk itu seringkali diusulkan agar 

dilakukan revisi peda OECD Guidelines, menyangkat dokumentasi pedn 

e--cammerce agar dapat dipastikan ketersediaan informasi yang dapat 

diverifikasi (verifiable informatiOn) rnengenai data transaksi. 

ldentifikllsi kesulitan·kesulitan ini Ielah diupayakan penyelesaiannya oleh 

OECD. OECD Commitree On Fiscal Affairs menarik kesimpulan awal bnhwa 

petunjuk yang Ielah dituangkan dalarn Tran.sfer Pricing Guidelines dianggap 

marnpu diaplikasikan pada silullsi faktual kbusus yang teijadi pada perusahl!lm· 

perusahaan muJtinasional dalam menjalankan usahanya me1alui e--commerce, 

meskipun masih diperlukan bebempa penyempumaan. Narnun, pada taraf 

kepastian hukum, Guidelines tersebut ntasib barns diwujudkan menjadi sebenh 

ketetapan yang berkekuatan hukum. Terlebih sebena ini Indonesia belum pernnh 

menyatakan sikap (memberikan reservasi) alas OECD Guldeline.s, maupun alas 

OECD Tax Treaty Model Commemary. 

Untuk itu, pengaturnn yang beik akan memperllatikan agar permasalnhan 

dan kesulitan yang timbul sebugaimana tersebut cli alas dapat dipecabkan. Atas 

masing~masing permasalahan, Pemerintah Indonesia, dalam hal ini otoritas pajak 

parlu memastikan agar masalah-masalah tersebut tidak tetjadi dan dimanfaatkan 

oleh pelaku usaha e-commercc, selaku Wajib Paj~ untuk menghindari 

pangenaan pajak yang merugikan penerimaan pajak. Dengan peraturan ylltlg 

ditetapkan dengan memperhatikan identifikasi pennasalnhan yang telab ada maka 

kemungkinan penghindaran pajak dapat dicegah sedini mungkin. 

4.3.2.2 Aualisis Dampak Peratunm Transfer Pricing Pada Transaksi &Commerce 

Dampak yang mungkin timbul -lab terdapat aturan tegas mengenai 

transfer pricing pada t:ransaksi e-commerce, sesuai dengan identifikas:i masalah 
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yang mungkin timbul dalam bisnis yang menggunakan electronic commerce 

adalah: 

a. Pelaku usaha dengan men.ggunakan e·commerce hams mampu 

menetapkan meoode tradisional pada setiap transaksi y8ng dilakukannya, 

sebagai pendekatan wajib untuk setiap transaksinya. Pada penetaP"" laba 

yang dilalrukan pada bisnis yang terintegrasi, pelaku usaha harus dapat 

meroisahkan ahivitas bisnisnya Ul1tUk dapat menggunakan traditional 

method, bukan lag! menetapkan !aha secam global saja, tetapi juga barns 

mampu memilah aktivitas untuk kemudian menetapkan barga transfer dan 

laba tiap aktivitas bisnis dengan tepat. Transaksi e-commerce 

kemungkinan akan beralih dati aktivitas-aktivitas pendukang yang 

dilalrukan secara global, menjadi lebih sistematis, beljenjang. namun retap 

ramah pada penggana. 

b. Pelaku usaha den.gan menggunakan e-commerce hams mampu 

menerapkan analisis fungs~ mendapatkan semua da!a untuk mendapatkan 

kesebendingan balk dalam hal barga. transaksi dan lain sebagainya. Pada 

transaksi antar pibak-pihak independen, kompensasi pada umwnnya telah 

menggambarkan fungsi yang diselenggamkan oleh masing-masing pihak 

yang terlibe~ aset yang digunakan serta risiko yang ditanggung. Sehingga 

untuk dapat menentukan transaksi·tran~ beik yang teljadi antar pihak­

pihak independan atau yang re!jadi antar related party, tersebut dapat 

diperbandingkan atau tidak, dibutuhkao analisis fungsi yang tepat Ketika 

transaksi yang dilalrukan oleh pelalru usaha dapat dirempkan aktivitas dan 

kompensasinya, sebagaimana huruf a di atas,. maka masalah analisis ftmgsi 

dapat diatasi. 

c. Pelaku usaha dengan menggunakan e--commerce wajib menggunakan 

traditional transactional metlwd Traditional transactional method dapat 

dilalrukan apabila pelalru usaha mampu memilah tiap aktivitas usaha, 

buk:an lagj roeoggunakan aktivitas paralel yang tidak memiliki nilai 

ekonomis. Ini akan mengubah aktivitas usaha dengan e-commerce menjadi 

transaksi yang dapat dironut dan dipilall nilai aktivitasnya. 
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d. Pelaku usaha dengan e~commcrce memiliki kewajiban perpajakan yang 

je!as, tidak Jagi terdapat kernW>gk.inkan untuk tldak mematuhi kewajiban 

perpajakan yang menjadi bebannya. Beban pajak yang semula tidak 

tampa!; secara nyata, akan berubah menjadi beban pajak yang lebib mudab 

dihitung dan diantislpasi oleb pelaku usaha selaku Wajib Pajak. Keposdan 

hukum yang didapat dengan adanya pengaturan mengenai transfer pricing 

pada e-commerce dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi 

risiko usaha. 

e. Pelaku usaha dengnn e..cammerce wajib memHiki data. sebagai 

dokurnentasi resmi, sesuai dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik 

juga, sehingga ketersediaan dokunaentasi terpenuhi. Dalam hal perpajakan, 

pelalat usaha juga barns marnpu membaktikan bahwa dokunaentasi yang 

diganakan sebagai bukti transaksi adalab benar, bemilai infonnasi yang 

memadai dan lulus uji relevansi. Sehingga transaksi e--commerece 

meskipun merupekan transaksi yang anonymous, bukan Jag! tempat untuk 

menyembunyikan data dan infonnasi sebagaimana yang berkembang saat 

ini. 

Perubahan besar akan leljadi apabi!a peraturan menganai lra11ifer pricing 

da!am e..cornmei'C4 benar-benar telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. 

Kegia!an yang saat ini rnasih merupekan kegiatan yang tidak rerlalu banyak 

diatur dan tersentuh bukum tersebut akan ben;bab menjadi transaksi yang teratur, 

dan memberikan jarninan kepastian hukwn bagi pelaku usaba, serta memberikan 

kearnanan bagi para pelanggan dan apamt pajak karena bukti dan infonnasi dapat 

dipastikan relevansinya dan dapat dirunut dengan tepat 

Selaln itu, darnpak pusitif juga akan dirnsakan dabun hal penerimaan 

pajak, di mana tidak akan ada transaksi yang lolos dari pantauan otoritas pajak, 

dalam hal ioi Direktorat Jenderal Pajak. Kinerja e-commerce menjadi sistematis. 

dan mesldpun masih bersifu.t anonymous. e-commerce bukan 1agi meropakan 

tempat untuk bersembunyi dari segala k.ewajibannya, baik kewajiban di mata 

hulrum dan penmdang-undangan, maupun kewajiban sebagai warga negara atas 

warga negara lain. yaitu rnemberikan rasa a.n:tal\ serta kewajiban perJ:».Yakan. 
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5.1 Kesimpulau 

BASS 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan urnian sebagaimana telah dibahas pada bab-bab sebalumnya, 

maka dapat diillrik kesimpulan sebagai barikut: 

L Penggunaan metode~metode penetuan harga wajar dalam transfer pricing pada 

e-commerce 

a. Penggunaan metode~metode penentuan harga wajar dalwaaaam transfer 

pricing pada prinsipnya tidak dilakukan secara mutlak, melainkan 

dilakukan dengan berbagai pertimbangan, terutama pada ketersediaan data 

sebanding, dan kesebandingan data yang tersedia. Untuk itu, banyak 

pilihan yang tersedia dalam menggunakan metode--metode transfer prwing 

tersebut, dengan rnelakukennya secara beljenjang. 

b. Dengan tersedianya data pembanding, maka pengganaan CUP selalu 

menjadi alternatif pertama, mengingat metode tersebut cukup sederhana. 

Metnde ini membawa pelake usaha pada keterbukaan, gana selanjutnya 

dapat sating membandingkan barga barang yang dijual secara elektronik. 

Data pernbanding ini juga merupakan ala! ukur yang banda! bagi penilaian 

transfer pricing. Namun demikian data pembanding dan kesebandingan 

harga merupakan sesuatu yang sangat sulit didapat, mengingat banyak 

faktor yang mempengaruhi terbentuknya harga, balk harga yang disepakati 

antar pihak·pihak yang independen maupun harga yang disepakati oleh 

pihak-pihak yang mernliki hubungan istimewu. Suatu barga dapet 

ditentukan dengan biaya historis, namun dapat juga merupakan harga yang 

dipengaruhi oleh situasi pasar, segmentasi, bahkan dapat pula dipengaruhi 

o!eh keinginan pembeli secam subjektif. 

c. Ketika metode CUP tidak dapet berdiri seodiri maupun tidak dapat sama 

sekali digunakan untuk menentukan harga wajar transfer pricing. maka 

dalam beberapa skema diganakan metode cast-pius. Penggunaan metode 

cost-plus ini juga terkendala dalam hal penentuan marjin yang wajar. 
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Penentuan maljin laba ini ditetapkml dengan mempertimbangkml maljin 

yang sempa yang dibebankan di dalam peljanjian oleh distributor 

indepeden. Selain metode tradisional Cost-Plus, metode tradisional lain 

yang terdapat dalam Guidelines juga dapat diterapkan. 

d. Sebagai altematif terakhir, pendekatan harga transfer dapat menggunakan 

metode transaclional profit. guna menentukan arm's length ret~ 

tennasuk. TNMM. Dengan penggunaan dua metode terakhir ini, 

dibarapkan net margin analysis over cost dapat dilakukan, sebingga 

diperoleh hargammsferyangtepat untuk setiap skematransaksi. 

2, Perbandi.ngan pengaturan transfer pricing pada e-commerce di tiga negam 

studi 

a. Pengaturan transfer pricing pada e-commerce di Indonesia 

I) Prinsip harga wajar, prinsip hubungan istimewa, serta penetapan barga 

wajar di Indonesia teblh diab.lf dalam ke~ntuan domestik Indonesia, 

meskipun peraturan tersebut merupakan aturan yang lama, yaitu Surat 

Edaran Direktor Jenderal Pajak nomor sural SE-()4fpJ,7/1993 yang 

diterbitkan satu peket kebijakan dengan Keputusan Direktur Jenderal 

Pajak nomor keputusan KEP..O!IPJ.?/1993, tanggal9 Maret 1993. 

2) Peraturan mengenai e-commen:e hanya sebatas surat yang diterbitkan 

oleh Direktorat Jenderal Pajak yang sifatnya kasuistik, sehingga hanya 

mengikat kepada Wajib Pl\iak yang dituju, yakni sura! nomor S-

702/PJ.33212006 tanggal 24 Agustus 2006. Serta surat hhnhauan kepada 

Wajib Pajak yang melakukan transaksi mclalui e.-commerce: yaitu surat 

nomor S-429/PJ.2211998, yang menunjakkan hahwa otoritas Pl\iak 

Indonesia memiHlci perhatian terhadap transaksi e-commerce ini. 

3) Akan tetapi, peraturan-peraturan ini tidak diikuti dengan perubaban atau 

penambahan peraturan~peraturan transfer pricing, peraturan-peraturan 

transaksl e-commerce, dan peraturan transfer pricing dalam e-commerce. 

lndanesin bingga Sll3l ini halum pemnh melakukan pemhatasan, 

pengaturan metode-lllll1nde, bahkan pandafinisian dan pangidentitikasian 

transfer pricing dalam e-cammerce. 
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b. Pengaturan transfer pricing pada e--commerce di Kanada 

l) Kanada mengadopsi sepenubnya penggunaan arm's/ength principle dari 

OECD, dengan memisahkan terlebih dahulu residen dengan non-resideD. 

Sehingga Wajib Pajak memperoleh kepastian hukum dengan 

diterbitkannya izin melakukan tnmsaksi transfer pricing. 

2) Pada transaksi transfer pricing, Kanada memberikan reservasi at:as 

pemyataan OECD ConrmenJary, kbususnya padn arlicle 12 paragraf 14, 

terlebih untuk transaksi-transaksi yang merupalom "bundled", di Illlllla 

Kanada tidak mehlkukan pendekatan dengan memlsah-misahkan dasar 

pengenaan pajaknya, melainkan · dinilai dengan pendekatan yang 

menyeluruh. 

3) Kanarla juga memiliki komite kbusus yang dibentuk di bewah The 

Minister of Renenue~ yang menghasilkan report yang berhubungan 

dengan rekomendasi pajak penghasilan dalam t:ransaksi e-commerce. 

4) Tetnp~ sama dengan negara lain, s=ua kbusus, otorilas pajak Kanada 

masih belum memiliki pengatunm kbusus untuk transaksi transfer pricing 

sehubungan dengan e..commerce. 

c. Pengaturan transfer pricing pada e-commerce di Jerman 

1) Hinggu saat in~ otoritas pajak Jerman belum pemah memberikan 

ketentuan yang berkaitan dengan petunjuk periaku.an e--commercc. 

2) Jerman juga bel urn pemab menerbitkan aturan mengenai tmnsaksi khusus 

transfer pricing pada e..commerce. 

3) Jennan memiliki pemyataan observasi atas OECD Commentar, 

khususnya pada arlicle 5, Permanent Establishment. 

3. Dampak dari pengatumn transfer pricing terhadap transaksi e-commerce di 

Indonesia 

a. Memudnhkan otoritas pajak mengidentifikasi arlanya panyalahgunaan 

transfer pricing. 

Usaha pengaturan transfer pricing merupakan usaha rnembatasi transfer 

pricing dengan pengawasan yang tepa!, sehingga didnpat dampak yang beik, 

berupa berlrurang dnn terberanlasnya penyalagunaan tr<msjer pricing. 
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Dalam hal pembatasan tnu1saksi transfer pricing yang digunakan da!am 

transaksi elektronik (e.commerce), pembatasan inijuga rnemudahkan otoritas 

pajak mengidentitikasi tegadinya penyalahgunaan transfer pricing tersebu~ 

meskipun berupa trnnsaksi rumit dan teritegrasi. 

h. Transaksi e-commerce akan secara bertahap menjadi transaksi yang 

baljenjang, depat dirunut, dapat mengaplikasikan analisis fungsi, tanpa 

meninggalkan karakteristik uniknya yang paperless. cmonymous dan 

boarderkss. 

Dangan diatumya transal:si transfor pril:ing yang dalam hubungannya dengan 

transak.sl e-commerce, pelaku usaha dengan e-commerce alcan menjadi 

sernal:in tertib, di mana babempa syarat, seperti penggunaan metode 

tradlsionaJ. penerapan analisis fungsi, ketersediaan data sebanding dan 

kesebaadingan det>. (harga, trnnsaks~ den lain sebagainya), kejelasan 

kewajiban perpajakan den kewajiban untuk memelihara dokumentasi data 

sebagai dokumentasi resmi, wajib dipenuhi. Semakin banyak syarat tersebut 

dipenuhi, maka e-wmmerce bakan lagi berubatan begi otoritas pajak untuk 

mengidentif>kasi setiap trnnsal:sL den bukan pula berubatan bagi pelaku usuha 

sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perplljal:annya dengan 

benar, 

5.2 Saran 

Karena Indonesia masih banyak terlinggal dari negara"l'tegara lain dalam hal 

pengaturan den pengawasan pajak secara umum, maka parlu kimnya Direkto!:at 

Iendeml Pajak selaku otoritas pajak di Indonesia mula! berbenuh diri. Meskipun 

untuk pengaturan transfer pricing dalam ka.itannya dengan transaksi e.-commerce 

ini belum ada negara lain yang Ielah memiliki pengaturan khusus, akan tetapi 

tidak ada salahnya Indonesia mulai mengembangkan diri1 mengatur transaksi 

'tramftr pricing dan e-commerce serta ked.uanya secara simultan. 

Altematif saran yang dapat diberikan adaluh sebagai berikut: 

1. Menyempumakan ketentuan~ketentuan tramfer pricing dan e-<:ommerce yang 

saat ini ada, termasuk di dalamnya ketentuan mengenai dokumentasi. 

Ketentuan ini haruslah merupakan ketentuan baik yang berdiri sendiri secara 
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individual. maupun ketentuan transfu pricing dan e.-commerce sebagai suatu 

ketentuan yang simultan, beJjalan seiring sebagaimana telllh benyak transaksi 

e-commerce yang dipengaruhi oleh transfer pricing maupun sebaliknya. 

Ketentuan yang jelas dan tegas dapat memberikan kepastian hukum bagi 

otoritas pajak dan Wajib Pajak. 

2. Ketentuan hendaknya disertai dengan ketentuan sanksi begi pelanggaran yang 

terjadi dan reward ataupun bagi terpenuhinya persyaratan dan pemenuhan 

ketentuan tersebut Dengan penentuan sanksi dan reward yang tepel dan taat 

azas, diharnpkan pelaku usaim semakin patuh dan mengidndari adanya 

penyalahgnnoan transfer pricing dalom e-commerce yang tentu sukar 

diidentifikasi. 

3. Sosialisasi yang sistematis dan berke1anjutan sebaga:i upaya memberik.an 

pengertian dan kesadanm yang tepat kepada pelaku usaha sebagai Wajib 

Pajak. Sosialisasi ini merupakan upaya mendasar agar ketentuan yang telah 

ditetapkan dapat dimengerti dan dipatuhi oleh sasamn ketentuan tersebut yaitu 

Wajib Pajak. 

4. Mencontob Kanada yang memiliki Advisory Committee On Electronic 

Commerce di bawah natmgan The Minister Of Naticnal Revenue, maka 

Indonesia dapat pula membentuk tim transfor pricing maupun tim e­

commerce yang mengakomodir berbagai Jatar belakang (transfer pricing 

auditor, para spesialis, ekonom, tenaga ahli bidang Information Tedmolcgy 

dan E-Commerce, serta tenaga ahli lairmya) yang independen, terpisah dari 

Direkwrat Jenderal Pajak, meskipun masih dalrun naungan Menteri Kellllilgan, 

untuk melakukan penelitian yang mengbasilkan report sebagai beben aeuan 

pembuatan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir I. Hal yang sama 

dapat juga dilakukao bagi panegakan hukum, sehingga dapat dilaksanakan 

dengan sehaik-baiknya. 

5, Mengembangk:an sistem daJabase tran.ifer pricing yang terpusat, baik bagi 

otorilas pajak maupun yang dapat diakses oleh pelaku usaha sebagai Wajib 

Pajak yang juga merupakan upaya untuk memberikan kepastian bukum begi 

W aj ib pajak bei'S8Ilgkutan. 
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6. Didngkatkannya exchange of irrformations dan keljasama antamegarn pihak­

pihak yang melakakan tnmsaksi dengan perusahaan IISosiasi. 

7. Melengkapi ket.entuan t.entang Advance Pricing AgreemenJ (APA) sehingga 

t.erdapat kepastian hokum bagi Wajib Pajak den mengurangi teljadinya 

penyalahgunaan transfer pricing oleh perusahaan multinasional. Keuntungan 

dari APA selain memberikan kepastian hukwn dan kemudahan penghitungan 

pajak, tidak perlu melakukan koreksi atas harga jual dan keuntungan produk 

yang dijual Wajib Pajak kepada perusahaan dalam satugroup yang sama. 

8. Bagi Wajib Pajak diharapkan kritis dalam menghadapi permasalahan yang 

berkaitan dengan transfer pricing dan e-commerce, mengingat hlngga saat ini 

belum t.erdapat perangkat hukum yang mengatumya. Keikutsertnan Wajib 

Pajak dalam mengkritisi aturan dan pelaksanaannya akan mendorong aparat 

pajak menetapkan aturan atas tnmsaksi-transaksi tersebuL 

9. Secant akademis, lllllSib banyak penelitian lebih lanjut yang dapat dilakukua, 

seperti bainya penelitian rnengenai bagaimana perneriksaan pajak dapat 

dilakukan aiJ!S transaksi-tnmsaksi yang teljadi pada tiap skema tnmsaksi e­

commerce yang telah disebutkan dalam penelitian ini. Hal ini akan 

memberiknn masukan bagi aparat pajak dan mendorong kemajuan system 

penpajakan Indonesia seearn.luas. 
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Perihal: PEDOMAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MEMPUNY A1 HUBUNOAN JSTIMEWA 

TanggaiTerbit: 09 Maret 1993 

K&i'!JXUSAN DIRE!tTOR ,JEND£RAL. PAJAK 
NOMOS K&P- 01/PJ.7/l99J 

TENT liNG 

Or~EKTUR J&NDERAL PAJAK, 

~- bahwa dal~ rangka ~lakuanakan tuqau ~~tan pajak, Oi~aktu~ Jenderal ~ajak diberi 
wewer.anq untuk ~ela~uanaksn pemerikuaan paja~ guna kcparl~n penetapar. pajak yang terhutanq 
~nfatau keperluan lain U«lam rangka roelaksanakan k~tentuan pe~aturan paruQdang-undangan 
p.erpajakan; 

b. bahwa tata caca p&nerik:~aa:n <1i bid.a.ng perpajakan saba.qaill:idna d.iatur d.iatur dalam Kepl.ltuaan 
Oirektur Jenderal Pajak Nomor : Kep-01/~.i/1$~0 tangqal 15 Hopember 1990 belum ~ncangkup 
taea earn ~riksaan terhadap W.jib Pajak yanq ~yai hubungan iat~awa dengcn Wajib Pajak 
Lainnya; 

c. bahwa oleh ka.rena itu d1 pandang perlu u.ntuk mer.gat:u:r ta.t4 c•ra peaeriJutaan terbad<ql Wajib Pajak 
yanq ttempunyai hubunqan istimewa ~ngan Wajib Paja¥. Lainnya, dengan Kepu~uaan Oirektur 
Jende:tal Pajak; 

Mengingat ' 

1. Pasal 29 !lndaf19-undanq NOllla.r 5 'l'ah\.lll 1963 tentang Ketentuan Umllil:. dan 'l'illta cara ~l:'pajak:an 
fLembaran Negnra R.I. Tahun l983 Nomar ~9. Tambahnn Lembaran Nega.ra R.I. Nemer 3262lJ 

2. Pnsal 11 Perntu.ran Pamerintab Momor 3l Tahun 1995 tentang Tnta Ca.ra Pemeriksnan dl Sid~ng 
Perpaja~an !~ewbaran Negara R.I. Tahun l98G Nowor 45 ~amhahan Lembaran Negara R.I. Nomor 
3:)391; 

ME.'!IJ'WSKAN ; 

Me:tetapkan ; 

KE?U?USAN D!Rl!:i\':i'UR JENOE!VI.L t'AJM 'tSU'l'ANG l'EDOKAN P&MEIUKSAAN PAJAK 'l'£1UD'!DAP WAJIB PAJAK 
YANG MD!PtJtl:tAI HO»UNGAN IS'l'IMEWA 

l?a~nl 1 

Menetapkan Ped~n Pamerikaaan Pajak sebagaimAna tercantum dal4m Lamp~ran Keputuaan ini sebagai 
pedom&n pelaksanaan dan tat~ eara pemeriksuan dibid~g perpajakan teLhadap Waj~b ~&jak yang mempunyai 
hubunqan ist~a, sebagai taabahan atau ?ed~~n Pemarikuaan l?ajak sebaqaim4na diatur dalam 
Eeputuuan Direktur Jendera1 Paja~ Moroor : «ep-nl/PJ.?/1~90 tan9gnl lS Nopember 1999. 

Pasal 2 

Keputu$an ini mulai berl~ku pada tangga1 ~eeeapkan. 

Oitetapkan di JAKARTA 
?ada Tangqal ~ Maret 1993 
DIREKTOR JCNOERAt ?~JAK, 

Drs. MAR'tS M~O 

http://www.pajak.go.idlindex.php?option=com_content&view=article&id=75&lg!qFo... 512012009 
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Lampiran2: S-041PJ.7/1993 

Perihal : PETUNJUK PENANGANAN KASUS-KASUS TRANSFER PRICING (SERI TP- 1) 

Tanggal Terbit: 09 Maret 1993 

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DlR£KTORAT JENDERAL PAJAK 

SURA'l' EDARJ\N DIREKTUR JENDEAAL PAJ:AK 
NOMOR SE- 04/PJ.7/1993 

TENTJ\NG 

PETUNJUK PENANGAMAN Kt\SlJS-J\1\.SUS TRANSFER PRICING (SERX TP - 1) 

DIREKTIJR JENDERAL PAJAK, 

Sebagailnana dimaklumi bahwa dalam Pasal 1e ayat (2) dan {3) uu PPh 1984 
bese:ct;) penj-elasannya dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU PPN 198.11 bese:rta 
penjelasannya diatur wewenang Direktu:r Jenderal Pajak untuk mengatur lebih 
la.njut mengenai perlakuan pexpajakan atas tran:c\ak.:Ji. antar Wajih Pajak yang 
~empunyai hubungan istimewa. Ketentuan tersebut berkaitan pula dengan Pasal 5 
ayat ill dan (2} serta Pasal 9 ayat !1) huruf e UU PPh 1984~ 

HubU11g.an isti<;ewa antara Wajib Pajak Badan dapat. t.erjadi karena pem.ilikan 
atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% atau 
lebih1 atau antara beberapa badan yang 25% atau lebih saha.mnya dilo.ilik:i oleh 
suatu badan. Sedangkan untuk Wajib PaJak Perseorangan hubungan istimewa dapat 
terjadi karena hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atau 
kesamping satu derajat. Hubungan istimewa antara Wajib Pajak Perseorangan 
dianggap terjadi misalnya. antara ayah, ibu1 anak1 saudara (kandung)l mertua, 
anak: tiri dan ipar. Hubungan istilnewa. dim3.ksud dapat mengakibatkan keku.tang­
wajaran harga, biaya atau imhalan lain yang direalisasikan dalam suatu 
transaksl usaha. 

Secara universal transaksi ant4r Wajib fajak yang mempunyai hubungan istimewa 
tersebut dikenal dengan istilah transfer pricing. Hal ini dapat mengakibatkan 
tel:j a.dinya pengalihan penghasilan a tau dasar pengenaan pajak dan/atau biaya 
dar:i satu Wajib Pajak ke Wajib Pajak lainnyar yang dapat direkayasa untuk 
menekan keseluruhan jwnlah pajak terhutang atas Wajib Pajak-Wajib Pajak yang 
:mempunyai 1\ubungan istimewa tecsebu:t. 

Kekurang wajaran sebagaimana tersebut di atas dapat terjadi pada 
{1) narga penjualan; 
{2) Harga pembelian; 
(3) Alokasi biaya adm1nistrasi dan umum (overhead cost); 
(4) Pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham (shareholder 

loan) 
(51 Pemhayaran komisi, lisensi 1 franchise, sewa, royalti, imbalan atas jasa 

manajemen, imbalan atas jasa teknik dan imbalan atas ja$a lainnyQ; 
(6) Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham (pemilik) atau pih~k yang 

meropunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar; 
(7) Penju~lan kepada pihak luar negeri melalui p:ihak ketiga yang kurang/tidak 

meropunyai substansi usaha (misalnya dummy cocpany, letter box company atau 
reinvoicing center). 
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Pe.rlu disada,n .. bahwa de:ngan pe:rkembangan dunia usaha yang dem.ik.ta:n cepat 1 

yang sering kali be.rs~tat t:ransnasional dan diperkenalkannya produk dan 
metode usaha baru yang semula belum dikenal dalam bidang usaha (misalnya 
dalam bidang keuangan dan perbankan) 1 maka bentuk dan variasi transier 
pricing dapat tidak te.rbatas. Namun de:mikian dengan pengaturan leh:ih lanjut 
ketentuan tentang transaksi antar Wajih Pajak yang mempunyai hUbungan 
istimewa diharap dapat meminimalkan atau mengurangi praktek penghindaran/ 
penyelundupan pajak dengan rekayasa transfer pricing tersebut. 

E'e.tlu <iitegaskan pu.la bahwa Transfer Pricing dapat terjadi antar Wajib Pajak 
Dalam Negeri atau antara Wajib Pajak Da:ta:m Neyeri Qenyan pibak Luar Nege.r:iT 
terutama yang berkedudukan di Tax Raven Countries (Negara yang tidak 
memunqut/memungut pajak lebih rendah dari Indonesia) . Terhadap transaksi 
antar Wajib Pajak yang me,n~punya~ hubungan istimewa tersebut., undang-undang 
perpajakan kita ~enganut azas mate-riil (substance over form rule). 

Untuk memudahkan bagi 
atau yang mengandung 
disampaikan beberapa 
perpajakannya. 

Saudaxa dalam menangani. kasus-kasu.s Transfer Pricing 
indikasi adanya Transfer Pricing, di bawah ini 
contoh dari k~sus dimaksud beserta perlakuan 

fll Kekurang-wajaran harga penjualan 

contoh 1 : 
FT. A Memiliki 25% saham PT. B. Atas penyerah~n barang ~- A ke PT. B, 
PT. A .m.embebankan ha.rga jual Rp. l60,- per unit, betbeda dengan harga 
yang diperhitunqkan atas penyerahan barang yang sama kepada PT. K 
(tidak ada hubungan istimewa) yaitu Rp. 200,- pe:c unit. 

Perlakuan Perpajakan : 
Dalam contoh t.ersebut, ha.rga pasar sebanding (comparable uncontrolled 
price) atas baz:ang yang sama adalah yang d.ijual kepada PT. X yang 
tidak ada hubungan istimewa. Dengan demikian harga yang wajar adalah 
Rp. 200,- per unit. Harga ini dipakai sebagai dasar pe.rhitungan 
penghasilan dan/a tau peng-rmaan pajak. Kalau PT. A adalah Pengu!llaha 
Kena Pajak tPKP) 1 ia ha.rus menyetor kekurangan PPN-nya (dan Pl?n BM 
kalau terutang). 

Atas kekurangan tersebut d.apat di terbitka.n SKP dan PT. A tidak 
menerbitkan faktur pajak atas kekurangan tersebut1 .sehingga 
merupakan kredit pajak bagi PT. a. 

contoh 2 : 
PT. A memiliki 25% saham PT. B. Atas penyerahan barang ke PT. B, 
memhebankan harga jual Rp. 160 1 - per unit. PT. A tidak melakukan 
penjualan kepada pihak ke~ga yang tidak ada hubungan istimewa. 

FerlakUan Perpajakan : 

boleh 
tidak 

PT. A 

:oalam contoh di atas, maka harga yang wajar. adalah harga pasa:r atas 
barang yang sama {dengan baxang yang d.ise.r:ahkan PT. A} yang te:r:jadi 
antar p~hak-pihak yang tidak ada hubungan istimewa. 
Apabila ditemu;i. kesulitan untuk mendapa.tkan harga pasar seband.ing 
u:::ttuk bar~mg yang samu {texutama lcarena PT. A tidak menjual kepada 
pihak yan9 tidak ada bubungan istimetia), maka dapat ditanggulangi 
dengan m.enerapkan harga pasar waj ar dari barang yang sejenis atau 
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serupa, yang 
istimewa. 

terjadi antar pihak-pihak yang tidak ada hubungan 

Dalam hal terdapat kesulitan untuk mendapatkan ha.rga pasa.r sebanding 
untuk barang yang sejenis ata\.1 :;-;erupa, ka.rena barang tersebut 
mempwtyai spesifikasi khusus, misalnya semi finished products, maka 
pendekatan harga pokok plus (cost plus method} dapat digunakan untuk 
ruenen~ukan kewajaran harga penjualan PT. A. 

Misalnya diketahui bahwa PT. A memperoleh bahan baku dan bahan 
pelllbantu produksinya dad. para pemasok yang tidak lllero:punyai hubungan 
istimewa. Harga pokok harang yang dipraduksi per unit adalah Rp. 150,­
ctan laba kotor yang pada umumnya diperoleh dari penjualan barang yang 
sama antar pihak yang tidak aempunyai hubungan istimewa (compa.rable 
mark up} adalah 40% dazi harga pokok. 

Dengan mener~pkan metode harga pokok plQS maka barga jual yang wajar 
atas baranq tersebut dar~ PT. A kepada PT. B untuk tujuan penghitungan 
penghasilan kena pajak/dasar pengenaan pajak adalah Rp. 210 (Rp. 150 + 
(40ft X Rp. 150) J. 

Contoh 3 : 
PT. B menjual kembali barang yang dibcli dari P'P. A pada contoh 2 di 
atas ke pihak yang t~dak ada hubungan istimewa dengan harga Rp. 250,­
pez: urdt. Laba kotor sebanding untuk penjualan barang ter:sebut adalah 
20% dari harga jualnya. 

Perlakuan Perpajakan : 
(1) Dalam menguji kewajaran ruu:ga penjualan dari PT. A ke PT. B, 

selain pendekatan ha.tga pokok plus, 'dapat pula diterapkan 
pendek~tan harga jual minus {sales minus/ resale price method) . 
Dengan menerapkan ~tode ter$abnt maka harga penjualan baranq PT. 
A lee PT. S yang w~jar untuk perhitungan pajak penghasilan/dasa.r 
pengenaan pajak adalah Rp. 200,- {Rp. 250 1 -- (20% x Rp. 250,-)}. 

(2) Apabila ternyata terda~at kesulitan d.alam memperoleh harga pasar 
sebanding dan jug& sulit menerapkan metode harga jual minus maupun 
ha:rga pokok pl.ul! maka dapo.t digune~.kan metode lai.nnya, mi!lalnya 
clengan pendekatan tingkat laba perusahaan sebanding (compa:table 
profits) atau tingkat hasil investasi {return on investment) dari 
usaha yang sama,serupa atau sejenis. Misalkan diketahui bahwa 
persentase laba kotor jenis usaha yang sama dengan usaha PT. A 
dari data d.unia bisnis adalah 30%. Selanjutnya ternyata bahwa laba 
kotor yang dilaporkan P7. A adalah l5%. Karena terdapat deviasi 
tinqkat laba PT. A dari tingkat la.ba r,ata-rata ter15ebut di atasJ 
maka dapat diduga bahwa ada pengge.seran laba melalui penjualan 
dengan harga y~ng kurang wajar dari PT. A ke PT. B. Kalau misalnya 
PT. B merupakan pembeli tunggal {monopsoni) barang yang dijual PT. 
A tersebut# laba kotor PT. A ata1! barang tersebut untuk tujuan 
penghitungan pajak terutang harus dihitung kembali menjadi sebesar 
30%. 

{2/ Kekurang-wajaran harga pe:mbelian 

contoh : 
H Ltd Hongkong memi.liki 25 t sab.<U.\ PT. :e. PT. B mengimpor barang 
produksi H Ltd dengan harga Rp. 3.000 per unit. Produk tersebut dijua.l 
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ke:m.bal.i kepada PT. Y {tidak ada hubungan istimewa)dengan harga Rp. 
3500 per u:n:lt. 

Perlakuan perpajakan 
Pada contoh tersebut d.i atas 1 pertama-tama d.icari harga pasa.r 
sebanding untuk barang yang sama, sejeni:s atau :erupa ata.s 
pembelian/impor dari pihak yang tidak ada hubungan istimewa atau antar 
pihak-pihak yang tidak ada hubungan istimewa (sama halnya dengan kasus 
harga penjualan}. Apabila ditemui kesulitan, maka pendekatan harga 
jual minus dapat diterapkan, yaitu dengan mengurangkan laba kotor 
(mark up) yang wajar dita.mhah biaya lai.nnya yang dikeluarkan Wajib 
Pajak dari. harga jual bax-ang kepada pihak yang tidak ada hUbungan 
istilnewa. Apabila laba yang wajar diperoleh adalah Pop. 750,- maka 
harga yang wajar untu~ perpajakan atas pembelian barang dari H Ltd di 
llongkong adalah Rp. 2. 750 (Rp, 3.500 - Rp. 750) ~ Barga ini me-rupakan 
dasat: perhitungan harga pokok PT. B dan selis.ih Rp. 250 antara 
pembayaran utang ke H Ltd di Hongkong dengan harga pokok yang 
seharusnya diperhitungkan dianggap sebagai pembayaran dividen 
terselubung. 

(3} Kekurang-wajaran alokasi biaya administrasi dan umum {overhead cost) 

Contoh : 
Pusat pet:usahaan (Head Office) di lua.r negeri dari BUT di Indonesia 
sering mengalokasikan biaya admin~strasi dan umum (overhead cost} 
kepada BUT tersebut~ Biaya yang dialckasikan tersebut antara lain 
adalah : 
a. Biaya tratn1ng karyawan aUT di Indonesia yang diselenggarakan kantor 

pusat di luar negeri; 
b. Biaya perjalan<tn dinas direksi kantor pusat tersebut ke masing­

masing BUT; 
c. Bi.aya administ:.rasi/manajemen lainnya dari kantor pusat yang 

merupakan biaya penyelenggaraan pe.rusahaan; 
d. Biaya riset dan penqembangan yang dikeluarkan kantor pusat. 

Perlakuan perpajakan : 
Alokasi biaya-biaya tersebut diatas diperbolehkan sepanjang sebanding 
dengan m<lnfa.a.t yang di.peroleh masing-masing BUT dan bukan merupakan 
duplikasi biaya. Biaya kantor pusat yang boleh dialokasikan kepada BUT 
tidak termasuk bunga ataB penggunaan dana kantor pusat, kecuali untuk 
janis usaha perbankan, dan royalti/sewa atas harta kantor pusat. Dalam 
hal .bexlaku perjanjian penqhindaran pajak herganda maka pengalokasian 
hiaya it;antor pusat, kepada BUT ada.lah seperti yang diatur dalam 
perjanjian tet:sebut. Ke-wajaran biaya training di atas dapat diuj i 
dengan merobandinqkan ju:mlah biaya t~a.ining yang sama atau sejenis, 
yang diselengga.rakan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan 
.istimewa ~ Untuk biaya ~ainnya, maka besarnya biaya yang dapat 
dialokasikan dihitur~ berdasar faktor-faktor tertentu yang dapat 
meneeoninkan dengan baik proporsi manfaat yang diterimanya, misalnya 
perbandingan jumlah peredaran. 

(4) Kekurang-wajaran perobebanan bunga ~tas pEmherian pinjaman oleh pemegang 
sa ham 

contoh 
H Ltd di Hong kong memiliki 80%: saham PT. C dengan modal yang belum 
diseto.r sebesar Rp. 200 juta. H Ltd juga memberikan pinjaman sebesar Rp. 

• 
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500 juta dengan bunga 25%' atau Rp. 125 juta setahun. Tinqkat bung~ 

setempat yang berlaku adalah 20%. 

Perlakuan perpajakan : 
(a) Penentuan kembali jumlah utang PT. c. Plnjaman sebesar Rp. 200 juta 

di.angqap sebagai penyetoran modal terselubung, sehingga bes~rnya 

hutang PT. C yang dapat diakui adalah sebasar Rp. 300 juta ( 
RP. 500 juta- Rp. 200 juta ). 

(b} Perhitungan Pajak Penghasilan" Bagi PT. c pengurangan biaya bung a 
yang dapat dibebankan adalah Rp. 60 juta (20% x Rp. 300 jutaj yang 
berarti koreksi positif penghasilan kena pajak. Selisih Rp. 65 juta 
{Rp. 125 juta - Rp. 60 juta) dianggap sebagai pembayaran dividen ke 
luar neg:eri yang dikenakan Pajak Penghasilan 1?a5al 26 sebesar 20% 
atau denqan ta.r5 f .aesuai denga,n Perjanjian Penghindax:an Pajak 
Bergancta yang berlaku. 

( 5) Kekurang-waj aran pexnba.yaran komisi 1 lisensi, franchise, sewa, roya.lti, 
.l..mbalan ata.s jasa manaje.men, imbal;:~.n atas jasa teknik dan imbalan jasa 
lainnya. Contoh kasus Pembayaran lisensi, franchise dan royalti : 

contoh 1 : 
PT. A, perusahaan komputer, memberikan lisens~ kepada PT. X (tidak ada 
hubungan ietimewa} seb&gai distributor tunggal di ne.gara X untuk 
memasarkan program komputernya denqan membayar royalti ZO% dari 
penjualan bersih. Selain itu PT. A juga memasarkan program komputernya 
melalui PT. B di negara B (ada huhungan istimewa) sebagai distributor 
tunggal dan membayar royalti 15\ dari penjualan bersihw 

Perlakuan perpajakan 
Ol.eh karena prog.tam komputer yang dipasarkan PT. B sarna dengan Yli!'lg 
dipasarkan PT. X, atas dasar matching transaction method 'Ul1tuk tujuan 
perpajakan maka royalt:i di PT. B juga harus 20% . .'8:alau kon<lisi y~ng 

sama tidak dipe:roleh maka perlu diadakan penyesuaian. l?endekatan 
dem.J.k:i.an disebut comparable adjustable method {metode sebanding yang 
disesuaikan}. Contoh te~sebut dapat juga digunakan untuk menguji 
kewajaran franChise atau imbalan lain yang serupa dengan itu. 

contoh 2 : 
G GmbH Jermatl 1 perusahaan far:masi, memiliki SO% saham PT. B 
iindoneaia) yang beroperasi di bi~ang usaha yang sama. G GmbH 
mensuplai bahan baku dan pembantu kepada PT. B dengan harga DM liO per 
unit.. Selanjutnya didapat informasi, misalnya dari SGS di Jerman, 
bahwa harga internasional untuk bahan tersebut adalah DM 100 per unit. 

Perlakuan perpajakan : 
Harga sebanding: untuk bahan terse))ut adalah DM 100 per unit. Unt;;uk 
bahan farmasi um:umnya terdapat paten atas penemuan ramuannya. 
Kemungkinan tidal< terdapat kontrak lisensi yang ditutup antara G GmbF. 
dengan PT. E. Kalau dalam pr,;:~.ktek pe;rdagangan ternyata pada ummnnya 
terdapat ilnbalan royalti {tanpa diketahui berapa jl..Ultlahnya), maka 
jumlah sebesar DM 20 d~anggap sebagai pembayaran royalti. 

Di lain pihak kalau diperoleh data bahwa royalti umumnya adalah lOt 
dari harga, maka dapat disimpul.kan bahwa royaltinya sebesar DM 10, 
sedang selisihnya dianggap pembagian dividen. 
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Contoh kasus imbalan atau jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik dan 
imbalan jasa sejehis lainnya : 
i?T. A memiliki 25\ saham PT. B. PT. A memberikan bantuan teknik 
kepada PT. B dengan im.balan sebesar Rp. 500. Imbalan jasa yang sama 
dengan keadaan yang sama atau serupa adalah Rp. 250. 

Perlakuan Perpajakan 
Oalam kasus di atas, maka imbalan jasa yang wajar adalah Rp 250. 

Contoh kasus komisi : 
PT. A memiliki 25% saham PT. B. PT. B jUga merupakan distributor PT. 
1\. dengan komisi 5%c dari harga jual. Disampi.ng itu PT. B juga sebagai 
distributor produk perusahaan lain yang tidak mempunyai hubungan 
istime:wa dengan komisi 9%.untuk memasarkan produk PT. A, diperlukan 
biaya-biaya promosi dan sebagainya yang menjadi beban PT. B. 

Perlakuan perpajakan : 
Berd:asarkan analisis fungsi, maka 
5~ adalah kurang wajar karena 
~nanggung biaya promosi, dsb yang 

besarnya komisi dari 
sebagai distributor 
dapat melebihi jumlah 

PT. A sebesar 
l?T. B masih 

komisinya. 

Oi lain pihak diketahui bahwa komisi dari pihak ketiga yang tidak 
dibebani biaya promosi adalah 9%. Oleh karena itu maka komisi dari PT. 
8 yang waj ar adalah :minimal sebesar 9% ditambah dengan suatu jum.lah 
untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan. 

(6} Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham atau aleh pihak yang 
mempunyai hubnngan istimewa dengan harga yang lebih rendah dari harga 
pasar~ 

contoh 
A. adalah pemeganq 50~ saham PT. B. Harta perusahaan £'T. B berupa 
kendaraan, dibeli A dengan haxga Rp. 10 j uta. Nilai buku kendaraan 
tersebut adalah Rp. 10 juta. Barga pasaran kendaraan sejen.is dalam 
keadaan y~ng sama adalah Rp. 30 juta. 

Perlakuan perpajakan : 
Oleh ka.rena harga pasar sebanding untuk kendaraan tersebut adalah Rp. 
30 juta, maka penghasilan kena pajak PT. B dikoreksi positif Rp. 20 
juta (Rp. 30 juta - Rp. 10 juta}. Sedangkan bagi A selisih harga Rp. 
20 juta merupakan penghasilan be.rl,lpa dividen yang oleh PT. B harus 
dipotong PPh Pasal 
23 sebesar 15%. 

{?) PenJuala.n kepada pihak luar negeri melalui pihak ltetiga yang tidak 
mempunyal sub~tansi usaha (letter box company). 

contoh ; 
PT. I Indones~a, yang mempuoyai hubungan istimewa dengan H L~d 

aongkong, ctua-duanya adalah anak perusahaan K di Korea. Dalam usahanya 
PT. I mengekspor barang yang langsung dikirim ke X di Amerika Se~~kat 
ata.s pe:r:m.:i.ntaan H Ltd Hong kong. Ha:rga pokok ba.x:ang tez:sebut adalah 
Rp. 100. 
PT. I Indonesia selalu menagib H Ltct dengan jum.lah Rp. 110. Sedang H 
Ltd Hangkong menagih X Amerika Serikat. Informasi yang diperoleh dari 
Amerika Serikat m.enunjukan bahwa X membeli barang dengan harga Rp. 
175. Keterangan lebih lanjut menunjukan bahwa H Ltd Hongkong hanya 
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berupa Letter Box Company (reinvoicing center), tanpa substansi 
bisnis. 

Perlakuan perpajakan : 
Oleh karena tarif pajak perseroan di Hongkong lebih rendah dari 
Indonesia, w.aklll terdapa.t petunjuk ad.anya use.ha W~jib Pajak untuk 
menqalihkan laba kena pajak dari Indonesia ke Hongkong aqar di peroleh 
penghematan pajak. Dengan memperhatikan fun9si (substansi bisnis) dari 
R Ltd, maka perantaraan transaksi delll.ikian (untuk penghitungan ~jak) 
dianggap tidak ada, sehingga harga jual oleh PT. I d.ikoreksi sebesar 
Rp. 65 (Rp. 175 - Rp. 110). 
Kalau fungsi H Ltd adalah sebagai agen yang pada umumnya mendapat laba 
kotor (komisiJ 10\, maka untuk penghitungan Pajak Penghasilan laba 
sebesar Rp. 75 dialokasikan sebagai berikut : 
- untuk H Ltd- Rp.17,50 {10% x Rp. 175}, 
- untuk P~. I~ Rp. 57,50 {Rp. 75- Rp. l7,50). 

Harga jual ol.eh P'l'. I yang wajar adalah Rp. 157,50 (Rp. 175 - Rp, 
.11,50). 

Agar supaya para pemeriksa dapat melakuk~n pemeriksaan dengan efektif 
terhadap kasus Transfer Pricing, akan segera diterbitkan Petunjuk Pemeriksaan 
Pajak Pada Kasus Transfer Pricing. Jika dalam pelaksanaan sehari-hari SaUdara 
menghadapi kasus-kasus yang tidak dapat diselesaikan pada instansi pertama, 
hendabtya Saudara konsultasikan dengan Kanwil setempat. Kalau dibutuhkan data 
pembanding dari luar negeri maka permintaan hendaknya ditujukan ke D~rektorat 
Peraturan Perpajakan. Selanjutnya Direktorat tersebut akan melaksanakan 
permintaan data d.iJnaksud ke Negara yang bet:sa;ngkutan. P:ro-sedur permintaan 
data dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian penghindaran Pajak 
Berganda yang berlaku. 

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

DIREKTUR JENDE:RAL PAJ1\K1 

ttd 

D::r:s. ~'IE MU~ 
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Lampimn 3 : S-429/PJ.22/199S 

SURAT 
DIREKTURlENDERALPAJAK 
NOMOR 5-429/PJ.22/1998 
l'anggal 24 Denmber 1998 

IMBAUAN KEPADA WAJJD PAJAK YANG MI!LAICUKAN TRANSAKSI MELALUl 
-·. EU:CTROf!~C COMMEI!lCE 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, 

Sepertl dlketahu! belakangan lnl semakln marak transaksi melalui Internet. Salah satu 
keglatan blsnls yang mengatu:lung potenS:l ffskal adalah penawaran prcduk-produk oleh 
peogusaha, balk dalam negeri maupun -t~ar:--neger! melalu! apa yang d!sebut dengan 
Electronic Commerce. ' 

Perusahaan memasang daftar katalog; termasuk daftar hargar dl dalam suatu web site 
(kehad!ran dl Internet}, pelanggantcalon pembell melakukan pemesanan melalul Internet 
dan barang-barang dlantar kepada pembeU secara langsung, pembayaran blsa dengan 
tunal, transfer bank atau dengan kartu kredlt. 
Untuk menjarlng potens! pajak darl transaksl d! atas1 hal~hal yang perlu Saudara lakukan 
adalah sebagal ber!kut : 

1. Me!akukan peiacakan transaksi me!alui komputer terhadap barangfjasa yang 
dltawati<an (browsing), yaitu dengan cara mellhat penawar.m yang ada dalam 
Internet dan memastlkan bahwa barang yang ditawarkan tersebut beredar dan 
dlmanfaatkan dl !Monesla. Oengan demlklan akan dapat dlketahul keberadaan dan 
domisll! penjuat. 

2. Menghimbau kepada wajlb paJak untuk menc:antumkan NPWP pembell da!am 
purchase form pada lntemet. 

3. Menghimbau wajib pajak untuk memberikan Polnt of Presence (lokas! web) dalam 
rangi<IJ monitoring. 

4. Melakukan pemerlksaan untuk m~ngujl kepatuhan Waj!b pajak. 

Dem!k!a~<:.untuk dapat dilakSanakan sebaga!mana mestinya. 

DIREKTUR, 
ttd 
GUNAOI 
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Lampiran 4: S-702/PJ332/2006 

SURAT 
DIREKTUR JENDERAL PAJAK 
NOMOR 5-'102/PJ.332/2006 

Tanggal 24 Agustus 2006 

LI!GALlTAS DOKUMEN DARJ TRANSAKSI £ .. COMMERCE 

DlREKTUR lENDERAl PAlAKr 

Sehubungan dengan surat t<epala KP? Surabaya Pabean cantlkan N{lmor: s~ 
249/WPJ.11/KP.0307/2006 taoggal 04 Mel2006 perlh;al sebagaimana dlmat\5\ld dl atas, 
dengan In! dlsampalkan baberapa hal sebagal ber!kut: 

1. Da!am surat: tarsebut dike:mukakan bahwa: 
a. Surat tersebut merupakan tindak lanjut darl pertanyaan Wajlb Pajak PT 

HMS Tbk ten~ng !egalltas dan keabsahan dokumen darl transaksi Er 
commerce sebagal buktt pendukung transaksl yang dllakukan oleh W~lb 
Pajak,. yang di!akukan sebagal berikut: 

• Berdasarkan pesanan (order) dart pembell melalul intemet, Wajlb 
Pajak melakukan download dan mencetak lnvolce dan billing tanpa 
dllengkapl dengM tanda tangan basah dan stempel perusahaan 
dart lawan transaksl karena seluruh transaksl dilakukan tanpa 
kertas {paperless}; 

• Selanjutnya Wajlb Pajak menggunakan bukti transaksl e· 
commerce yang telah dicetak tersebut sebagai dasar menyusun 
pembukuan perusahaan. 

b. Untuk mengh!rn:larl kesalahan di kemudlan had, Wajlb Pajak menanyakan 
apakah dokumen transaksl e-commerce yang dllakukan dengan cara 
sebagalmana dluralkan dt atas dapat d!Qunakan sebagal buktllegal yang 
diakul oleh fiskus. 

c. Kepala KPP Surabaya Pabean cantikan berpendapat bahwa dokumen 
transaksl a-commerce: tersebut dapat dlakul sepanjang secara material 
dapat dibuktikan arus pembayarannya dan didukung buktl~buktl !alnnya. 

d. Saudara memlnta penegasan leblh lanjut mengenal hal tersebut sebaga! 
jawaban resml kepada Wajlb Pajak. Sebagal bahan kelengkapan, Saudara 
melampirkan contOh dokumen Invoice dan pendukung lalnnya darl 
transaksl e-commerce. 

2. Dasar Hukum 

2.1. Undang-undang Nomor 6 Taht.m 1963 tentang Ketentuan Umum dan Tata O!ra 
Perpajakan sabagalmana telah beberapa kall dlt~bah terakhlr dengan Undang~ 
undang Nomor 16 Tahun 2000 antara lain mengatur: 

a. Pasal 1 angka 26 : 
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dllakukan secara 
teratur untuk mengumpulkan data dan lnformasl keuangan yang 
mellputl harta, kewajiban, modal, pengllasllan dan b!aya, serta jurnlah 
harga peroletlan dan penyerahan barang atau jasa, yang dlt:utup 
dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan lapon:~n rug! 
Jaba pada setlap Tahun Pajak berakhlr. 

b. Pasal28 
Ayat (1), Wajlb Pajak orang prlb9:dl yang melalwkan keg!atan usaha 
atau pekel'jaan bebas dan Wajlb Pajak badan d! !ndone"Sia, wajlb 
menyetenggarakan pembukoan. 
Ayat (3), Pembukuan atau pencata:tan tersebut harus dlselenggarakan 
dengan memperhatlkan ltlkad balk dan mencermlnkan keadaan atau 
ke.glatan usaha yang sebenamya. 
Ayat (4), Pembukuan atau pencatatan Oarus d!se!enggarakan dl 
Indon.esia dengan menggunakan huruf Latin. angka Arab, satuan mata 
uang Ruptah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa 
aslng yang dllzlnkan oleh Mellteri Keuangan. 
Ayat (5), Pembukuan dlselenggarakan dengan prlnslp taat asas dan 
dengan stelse! akrua! atau stelsel kas. 
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Ayat (6), Perubahan terhad_ap metode pembukuan dan atau tahuo 
buku, harus mendapat persetujuitn dati Olrektu:r Jeoderal Pajak. 
Ayat (1}, Pembukuan sekurang~kurangnya terdlri darl catatan 
mengenat harta, kewaj!ban, modal, penghasU~n dan biaya, serta 
penjualan dan pembellan, sehlngga dapat dlhltung besamya pajak 
yang terutang, 

c. Penjetasan Pasal 28 _ayat (7) 
Pengertlan pembukuan telah dlatu:r dalam Pasal 1 angka 26. 
Pengaturan dalam ayat tnt dlmaksudkan agar dan pembul«.ian 
tersebut dapat dlhitung besamya pajak yang terutang. Selaln dapat 
dll'\ltuno be~sarnya Pajak Penghasllanr pajak~pajak la!rmya juga harus 
dapat dlhltung dar! pembukuan tersebut. Agar Pajak Pertambahan 
Nllal dan Pajak Penjualan atas earang Mewah dapat dihitung dengan 
benar mal<a pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan 
atau nl!allmpor, jumlah harga jual atau nUal ekspor1 jumlah harga 
jual dar1 barang yang dlkE!nakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, 
jumlah pembayaran atas pemanfaatan earang Kena Pajak tidal< 
berwujud darlluar Daerah Pabean dl dalam daerah Pabean, jumlah 
pajak masukan yang dapat dlkredltkan dan yang tldak dapat 
d!kredltkan. Dengan demlklan pe:mbukuan harus dlselenggarakan 
dengan cara atau slstem yang lazlm dlpakal dl Indonesia mlsalnya 
berdasarkan Standard Akuntansl Keuangan, kecuall peraturan 
perundang-undangan perpajakan menentukan lain. 

d. Pasai28 
Ayat (11), Buku-buku, catatian-<;atatan, dokumen-dokumen yang 
menjaell dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen la!n wajib 
dlslmpan se!ama 10 (sepuluh) tahun dllndonesla1 yaitu dl tempat 
keglatan atau dl tempat tlnggal bagl Wajlb Pajak orang pribadl, atau 
dl tempat kedudukan bag! Wajrb Pajak badan. 

2.2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Ookumen Perusahaan, antara 
lain mengatur: 

e. PatJal1 
Oalam Unefang-undang lnl yang dlmaksud dengan : 

L Perusahaan adalah setlap bentuk usaba yang me!akukan 
keglatan secara tetap dan terus menerus dengan tujt.ran 
mernpero!eh keuntungan dan atau laba, balk yang 
dlselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha 
yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, 
yang d!dlrtkan dan berkedudukan dalam wllayah Negara 
Republll\ Indonesia. 

2. Dokumen perusahaan adalah data, Ci:ltatan, dan atau 
keterangan yang dlbuat dan atau dlterima oleh perusahaan 
dalam rangka pefaksanaan keglatannya, balk tertul!s dl alas 
kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak 
apapun yang dapat dlllhat, dLbaca, atau d[deogar. 

3. Jadwal retensl adalah jangka waktu penylmpanan dlfkumen 
perusahaan yang dlsusun dalam suatu daftar sesual dengan 
jenls dan nllal kegunaannya dan dipakal sebagal pedoman 
pemusnahan dokumen perusahaan. 

f. Pasal 3 
Dokumen keuangan terdiri darl Catatan, buktl pembukuan, dan data 
pendukong admlnlstrasl keu~ngan, yang merupakan bukti adanya hak 
dan kewaJiban serta keglatan usaha suatu perusa.haan, 

g. Pasa! 4 
Ookumen lalnnya ten:ilrt dar! data atao setlap tollsan yang berisl 
keterangan yang mempunyal nllal guna bag! perusahaan meskipun 
tldak terkait langsung dengan dokumen keuangan, 

h. Pasal s 
Catatan terdlrl darl neraca tahunan, perllltungan laba rugl tahunan, 
reken!ng, jurnal transeksl hartan, atau settap tullsan yang berlsl 
keterangan mengena! hak dan kewajlban serta hal·hal lain yang 
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